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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan
secara efektif, efisien dan ekonomis, dengan memperhatikan
azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus
dilaksanakan dengan prinsip persaingan sehat, transparan,
terbuka dan berkeadilan sehingga dapat
dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun keuangan
sehingga dapat dirasakan manfaatnya untuk kelancaran
tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat;

bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraannya
diperlukan suatu landasan administratif yang mengatur tata
cara dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5280);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 95);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
3606);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012
tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 /PRT/M/2011
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 347) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 763);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 764);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 765);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 767);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan
Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 768);
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Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 769);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar
Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 770);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan
Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 771);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan
Sistem Dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 772);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala
Lembaga/Gubernur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1513);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018
Nomor 3);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2017
tentang  Standar  Operasional Prosedur Pengadaan
Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
Nomor 384) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar
Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 434);



40. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 Tahun 2018
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

ok
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Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pejabat Administrator adalah Pejabat yang bertanggungjawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Pengawas adalah Pejabat yang bertanggungjawab mengendalikan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang juga
selaku PA di Lingkungan Sekretariat Daerah.

Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Asisten di
Lingkungan Sekretariat Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat pelaksana yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat pelaksana yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam  rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat pelaksana yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
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mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi
PPKD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat pelaksana yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat pelaksana yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan wuang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat pelaksana yang
ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam
melaksanakan tugasnya.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Organisasi Perangkat Daerah/SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur berdasarkan usulan PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan yang menjadi tanggungjawab sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menggunakan APBD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
Pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh PA pada unit kerja SKPD untuk
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
Kegiatan Pembangunan adalah kegiatan yang bersumber dari dana APBD yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggung-
jawaban dan pengawasan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi
ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
negara/anggaran belanja daerah.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, dan/atau e-purchasing.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
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. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan
pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja
yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persediaan.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar
penerbitan SPP.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA /DPPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas
beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang
persediaan untuk mendanai kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk
mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPMTU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan
dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah
ditetapkan sesuai ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku PA/pengguna barang.
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah ukuran
keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan program prioritas strategis operasional
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yang mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah seseorang yang
diangkat oleh Gubernur untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan
tugas-tugas tertentu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud untuk mengatur pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar Kegiatan Pembangunan di Provinsi
Kepulauan Riau dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 3

Keuangan Daerah dikelola berdasarkan asas:
. tertib;
.taat pada aturan perundang-undangan;
. efisiensi;
.ekonomis;
. efektif;
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan;
. kepatutan; dan
h.manfaat untuk masyarakat.
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Asas Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4

Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
dipisahkan.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berwenang:

. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Daerah;

menetapkan KPA;

. menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan
Daerah;
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f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan
piutang daerah;

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan Pengelolaan Barang Milik
Daerah; dan

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran.

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan oleh :

a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD; dan

b. Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran Daerah.

Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)
Sekretaris Daerah bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 5

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) berkaitan dengan peran dan
fungsinya dalam membantu Gubernur menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

d. penyusunan ranperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

e. tugas-tugas pejabat perencana Daerah, KPA dan pejabat pengawas
keuangan Daerah; dan

f. penyusunan laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas:
a. memimpin tim anggaran Pemerintah Daerah;

b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
c. menyiapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan barang Daerah;
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada
Gubernur.
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Bagian Ketiga
Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 6

Tugas dan tanggungjawab Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah adalah membantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
melaksanakan sinkronisasi dan pengawasan program dan kegiatan yang
bersifat teknis dan berada di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam mendukung tugas dan tanggungjawabnya, Pembantu Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melaksanakan anggaran kegiatan
sehubungan dengan dan tanggung jawabnya yang dianggarkan pada biro di
lingkungan Sekretariat Daerah.

Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab
kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pasal 7

(1) Tugas dan kewenangan PPKD mulai berlaku pada saat yang bersangkutan
dilantik oleh Gubernur dalam jabatannya.

(2)

(3)

PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
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. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

melaksanakan fungsi BUD;

.menyusun laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertangungjawaban

pelaksanaan APBD; dan
melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Gubernur.

PPKD selaku BUD berwenang:
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. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
. mengesahkan DPA-SKPD /DPPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas Daerah;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD;

. menyimpan uang Daerah;
. menetapkan SPD;

melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/menatausahakan
investasi;

. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat PA atas beban

rekening kas umum Daerah;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
Pemerintah Daerah;

melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;

m. melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah;

n.
0.

melakukan penagihan piutang Daerah;
melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
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menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik Daerah.

(4) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan
keuangan selaku kuasa BUD yang penunjukannya ditetapkan dengan
keputusan Gubernur.

(5) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
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. menyiapkan Anggaran Kas;
. menyiapkan SPD;

menerbitkan SP2D; dan

. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Daerah.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD
selaku BUD.

Bagian Kelima
Pengguna Anggaran
Pasal 8

Tugas dan kewenangan PA mulai berlaku pada saat yang bersangkutan dilantik
oleh Gubernur dalam jabatannya.

Pasal 9

Bagi SKPD yang dijabat oleh Pelaksana Tugas maka tugas dan kewenangan
sebagai PA ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

(1) PA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

. menyusun RKA-SKPD;

. menyusun DPA-SKPD /DPPA-SKPD;

. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja;

. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
menandatangani SPM;

. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya;

.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

. menyerahkan aset hasil Pengadaan Barang/Jasa dan aset lainnya kepada

Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dengan berita acara penyerahan;

.menunjuk PPTK dengan keputusan PA dalam rangka pelaksanaan program

dan kegiatan dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah;

menyampaikan keputusan tentang PPTK kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah yang ditembuskan kepada Inspektur Daerah, Kepala Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Kepala Biro Hukum, Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Biro Administrasi
Pembangunan;

m. menyampaikan pelaporan;
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n.menyusun Rencana Umum Pengadaan yang mengacu kepada Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan; dan

o. melaksanakan tugas-tugas PA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan
oleh Gubernur.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdiri atas:
laporan bulanan;

laporan triwulan;

laporan bulanan DAK;

laporan triwulan DAK;

laporan realisasi semester pertama dan kedua APBD; dan
laporan tahunan.
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Laporan realisasi semester pertama dan kedua APBD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut:

a. Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan laporan realisasi semester
pertama APBD SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggungjawabnya  yang disertai dengan prakiraan 6 (enam) bulan
berikutnya disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan
realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir; dan

b. untuk kebutuhan bahan evaluasi program maka SKPD diminta
menyampaikan Laporan Realisasi Program Semester Pertama dan Kedua
disampaikan kepada Gubernur dan/atau Wakil Gubernur melalui
Sekretaris Daerah ditembuskan kepada Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah paling lambat 1 (satu)
minggu setelah berakhirnya semester bersangkutan pada tahun berjalan.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah sebagai

berikut:

a. Kepala SKPD menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada PPKD paling
lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai dasar
penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah;

b. laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan catatan atas laporan keuangan; dan

c. laporan keuangan SKPD dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai
dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA yang ditetapkan
dengan keputusan Gubernur.

PA bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional
atas Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakannya.

PA berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan Kegiatan Pembangunan
responsif gender sesuai dengan tupoksi masing-masing yang dituangkan dalam
Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan RKA-SKPD.
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Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui analisis gender.

Bagian Keenam
Kuasa Pengguna Anggaran
Pasal 11

PA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja yang
berada di lingkungan SKPD yang bersangkutan selaku KPA.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Gubernur atas usul PA.

KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada PA.

KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Biro/Plt. Kepala Biro, dan Asisten yang ditunjuk dan diangkat di
lingkungan Sekretariat Daerah oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD/PA
yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur; dan

b. Pejabat Administrator/Plt. Pejabat Administrator yang ditunjuk dan
diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD/PA yang ditetapkan
dengan keputusan Gubernur.

Tugas dan tanggungjawab KPA adalah:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

b. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada
PA;

c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berada di bawah
bidang tugasnya,;

d. melaksanakan sebagian tugas dan tanggungjawab PA yang telah
dilimpahkan kepadanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

e. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan
kegiatan yang berada dalam kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pasal 12

Pejabat PA/KPA dalam melaksanakan program/kegiatan dapat menunjuk
Pejabat Pengawas/Plt. Pejabat Pengawas pada Unit Kerja SKPD selaku PPTK.

PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

PPTK untuk lingkungan Sekretariat Daerah dan RSUD tipe B adalah Pejabat
Administrator/Plt Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas/Plt
Pejabat Pengawas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA.

Bagi Inspektorat Daerah yang dikarenakan tugas dan fungsi beralih menjadi
jabatan fungsional dapat menunjuk PPTK dari pejabat pelaksana minimal
golongan Ill/a, berpendidikan minimal Strata 1/Diploma IV dan memiliki
sertifikat keahlian barang dan jasa.
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PPTK di Lingkungan Seketariat Daerah yang dijabat oleh Pejabat Pengawas
atau Plt Pejabat Pengawas, bertanggung Jawab kepada PA/KPA melalui atasan
langsung dengan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas pokok yang
menjadi tanggungjawabnya.

PPTK mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.

Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf ¢ mencakup
dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait
dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Penunjukan PPTK berdasarkan atas tugas dan fungsi, pertimbangan
kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang
kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
Pasal 13

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD,
kepala SKPD menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan
oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan
tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran;

. melakukan verifikasi SPP;

. menyiapkan SPM;

C
d
e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan

g

. menyiapkan laporan keuangan SKPD

PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara/Daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Pasal 14

Gubernur atas usul PPKD mengangkat Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
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Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pejabat pelaksana yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan penerimaan/belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

Bendahara  Penerimaan dan/atau Bendahara  Pengeluaran  dalam
melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu
dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Sekretariat Daerah dalam
melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Pembantu
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu
bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Kualifikasi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. pendidikan minimal D3 yang relevan dengan tugas jabatan; atau

b. memiliki pengalaman minimal 1 tahun sebagai bendahara dan memiliki
sertifikat di bidang perbendaharaan.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas
tertib penatausahaan keuangan pada unit kerja masing-masing.

Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga wajib
pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar
kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan
pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara
penerimaan SKPD.

Pasal 15

Bendahara Penerimaan bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara

Penerimaan berwenang :

a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;

b. menyimpan seluruh penerimaan;

c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas
umum daerah paling lambat 1 hari kerja; dan

d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui
Bank.

Bendahara Penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam
rangka pelaksanaan APBD.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bendahara
Penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkan bukti transasksi atas
penerimaan yang diterima melalui Bank.

Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas dan wewenang Bendahara
Penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat
dirangkap oleh BUD.

Pasal 16

Tugas dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran adalah:

a.

b.

menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan Keuangan
Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bendahara
pengeluaran pembantu,;

mengajukan SPP kepada PA atas pengeluaran yang diperkenankan dan
SPD untuk memperoleh uang dalam rangka mengadakan pembayaran;

meneliti kelengkapan berkas pengajuan SPP yang akan diajukan kepada
PA;

menyelenggarakan pelunasan tagihan, kepada pihak ketiga berdasarkan
tanda bukti tagihan yang sah;

mencatat seluruh penerimaan berdasarkan SP2D yang diterima dan
mencatat pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur kedalam Buku
Kas Umum dan kedalam Buku Pembantu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta
dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan itu secara tertib
dan teratur sehingga mudah didapatkan apabila diperlukan sewaktu-
waktu;

membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelolanya dan
menyampaikan kepada PA setiap bulannya paling lambat tanggal 9 bulan
berikutnya;

menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah
disetujui oleh PA kepada BUD setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya; dan

bertanggung jawab atas seluruh uvang yang diurusnya dan
bertanggungjawab atas kebenaran seluruh tanda bukti pengeluaran yang
dibayarkan serta bertanggungjawab pula dalam hal kerugian, ketekoran
dan kesalahan dalam pengelolaan uang daerah yang ditimbulkan atas
kelalaiannya.

Tugas dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah:

a.

b.

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada
Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya; dan

bertanggungjawab  atas seluruh uvang yang diurusnya dan
bertanggungjawab atas kebenaran seluruh tanda bukti pengeluaran yang
dibayarkan serta bertanggungjawab pula dalam hal kerugian, ketekoran
dan kesalahan dalam pengelolaan uang daerah yang ditimbulkan atas
kelalaiannya.
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BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Kepanitiaan Dalam Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 17

Susunan kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan terdiri dari :
panitia besar;

panitia sedang;

panitia kecil,

panitia khusus; dan

panitia kegiatan strategis.
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Panitia besar diperuntukkan bagi kegiatan dengan pagu dana di atas Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana unsur pelaksana kegiatan
yang dibentuk dalam tim, terdiri dari:

pembina;

penanggungjawab;

ketua;

wakil Ketua;

sekretaris;

wakil sekretaris;

koordinator;

anggota; dan

staf administrasi paling banyak 8 (delapan) orang.

N

Panitia sedang diperuntukkan bagi kegiatan dengan pagu dana di atas
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) dimana unsur pelaksana kegiatan yang dibentuk
dalam tim, terdiri dari:

pembina;

penanggungjawab;

ketua;

anggota; dan

staf administrasi paling banyak 5 (lima) orang.

P Tl

Panitia kecil diperuntukkan kegiatan dengan pagu dana sampai dengan
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana unsur pelaksana kegiatan
yang dibentuk dengan tim, terdiri dari :

a. penanggungjawab;

b. ketua;

c. anggota; dan

d. staf administrasi paling banyak 3 (tiga) orang.

Panitia khusus adalah unsur pelaksana yang dibentuk dengan tim untuk
melaksanakan kegiatan yang bersifat khusus/kegiatan insidentil. Susunan
panitia paling banyak terdiri dari:

pembina;

pengarah;

penanggungjawab;

ketua;

wakil ketua;

koordinator/sekretaris;

perumus/wakil sekretaris;

anggota; dan

sekretariat paling banyak 16 (enam belas) orang.
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Panitia kegiatan strategis adalah unsur pelaksana yang dibentuk untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak atau pengaruh
yang menguntungkan terhadap suatu tujuan tertentu secara jangka
panjang/mendukung agenda strategis dalam pembangunan. Susunan panitia
kegiatan strategis paling banyak terdiri dari :

pembina;

pengarah;

ketua;

wakil ketua;

sekretaris;

ketua tim teknis;

wakil ketua tim teknis;

sekretaris tim teknis;

anggota tim teknis dari Pegawai Negeri Sipil,;

anggota tim teknis dari PTT;

koordinator tim koordinasi;
. anggota tim koordinasi dari Pegawai Negeri Sipil; dan

anggota tim koordinasi dari PTT.

SETRT TSR0

Bagian Kedua
Langkah-Langkah Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 18

PA setelah menerima DPA-SKPD/DPPA-SKPD segera melaksanakan kegiatan
sesuai dengan yang tercantum di dalam DPA-SKPD /DPPA-SKPD.

Koordinator Pengelola Keuangan Daerah segera mengusulkan Pembantu
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan selanjutnya ditetapkan dengan
keputusan Gubernur.

PA mengusulkan kepada Gubernur nama-nama KPA untuk kegiatan-kegiatan
yang akan dikuasakan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan
Gubernur.

PA menunjuk PPK, PPTK, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Panitia
Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD selaku PA.

PA menyusun Rencana Umum Pengadaan yang mengacu kepada Peraturan
Lembaga  Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  tentang
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.

PA, KPA dan/atau PPK setelah ditetapkan agar segera melaksanakan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas PA/KPA, atasan dari
PA/KPA yang berhalangan dalam melaksanakan tugasnya paling sedikit 7
(tujuh) hari kerja dapat segera menunjuk pejabat lain di lingkungan kerjanya
sebagai pelaksana harian.

Halangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
adalah:

melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar negeri;

mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus;

menunaikan Ibadah Haji;

dirawat di rumah sakit; atau

cuti.
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(9) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditunjuk dengan
ketentuan apabila yang berhalangan tersebut adalah:

a. Pejabat tinggi madya, maka Gubernur menunjuk seorang pejabat tinggi
Pratama di lingkungan pejabat yang berhalangan;

b. Pejabat tinggi pratama, maka pejabat Tinggi Madya yang membawahi
pejabat yang berhalangan tersebut menunjuk seorang pejabat Tinggi
Pratama lain di lingkungannya atau seorang pejabat Administrator di
lingkungan pejabat yang berhalangan tersebut; dan

c. Pejabat Administrator, maka pejabat tinggi pratama yang membawahi
pejabat yang berhalangan tersebut menunjuk seorang pejabat
Administrator lain di lingkungannya atau seorang pejabat Pengawas di
lingkungan pejabat yang berhalangan tersebut.

(10) Penunjukan sebagai Pelaksana Harian dibuat dengan Surat Perintah, dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. dalam surat perintah harus disebutkan tugas-tugas yang dapat dilakukan
selama pejabat definitif tersebut berhalangan sementara;

b. pejabat pelaksana harian tidak memiliki kewenangan untuk mengambil
atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan Penilaian
Kinerja, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan
sebagainya;

c. pengangkatan sebagai pelaksana harian tidak boleh menyebabkan yang
bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan yang bersangkutan
tetap melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya; dan

d. pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana harian tidak membawa dampak
terhadap kepegawaian dan tidak diberikan tunjangan jabatan dalam
kedudukannya sebagai pelaksana harian.

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 19

Pengaturan teknis terkait pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Pasal 20

Pengaturan teknis terkait Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu

Pengendalian
Pasal 21

(1) Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa pemantauan
dan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan
kegiatan yang sudah ditetapkan, apakah telah sesuai dengan perencanaan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Tujuan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang didanai melalui APBD
agar seluruh pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai
dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan;

mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan kegiatan dilakukan dan
untuk memastikan apakah wunit pelaksana kegiatan tersebut telah
melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

mengetahui perkembangan/realisasi fisik dan keuangan pada setiap
kegiatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam
pelaksanaan APBD;

Proses pengendalian terdiri atas:

a.
b.

pemantauan; dan
evaluasi.

Aspek pengendalian meliputi:
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kemajuan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
kemajuan realisasi penyerapan dana;

ketaatan pada ketentuan yang berlaku;

kelengkapan administrasi;

pencapaian target;

dokumen perencanaan (RKA-SKPD dan DPA-SKPD/DPPA-SKPD); dan

laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan
tahunan.

Unsur pengendalian meliputi:

a.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah) sebagai pengendali
dalam pencapaian kinerja program hasil pelaksanaan perencanaan
pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD;

Biro Administrasi Pembangunan sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan,
meliputi serapan anggaran dan kemajuan fisik kegiatan; dan

Kepala SKPD sebagai pengendali internal yang melekat pada
masing-masing unit kerjanya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

a.

pemantauan secara terus menerus terhadap keseluruhan kegiatan dalam
penggunaan dana, daya dan waktu agar pelaksanaan sesuai dengan
rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

menilai laporan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun dari SKPD
sebagai umpan balik;

mengadakan peninjauan lapangan secara periodik dan sewaktu-waktu
apabila diperlukan.
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Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 22

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan
membandingkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap efektivitas
dan manfaat/keberlanjutan suatu program dan Kegiatan Pembangunan.

Tujuan evaluasi meliputi:

a. evaluasi terhadap hasil keseluruhan kegiatan dilakukan untuk mengetahui
sejauh mana penggunaan dana-dana, daya dan waktu yang telah
ditetapkan;

b. mengadakan evaluasi atas laporan dan hasil peninjauan lapangan untuk
mengetahui pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan saran penanganan lebih
lanjut; dan

c. pengamatan terhadap penggunaan dana, daya dan waktu oleh seluruh
kegiatan agar sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Gubernur dapat meminta penjelasan langsung dari masing-masing SKPD
melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala baik mingguan,
bulanan, triwulan maupun insidentil.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 23

Inspektorat Daerah merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
Daerah (APIPDA).

Selain APIPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawasan dapat juga
dilaksanakan oleh pengawas fungsional eksternal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan fungsional eksternal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui Inspektur Daerah.

BAB VIII
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 24

Pengaturan teknis terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(1)

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 25

Pelaporan merupakan hasil pelaksanaan kegiatan APBD yang disampaikan
secara tertulis yang dilengkapi dengan dokumentasi bukti fisik dan non fisik
terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, laporan bulanan DAK, laporan
triwulan DAK, laporan tahunan, laporan keterangan pertanggungjawaban
Gubernur, dan laporan evaluasi pelaksanaan RKPD.
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Laporan Bulanan yaitu laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan yang
disampaikan kepada Gubernur dan/atau Wakil Gubernur melalui Sekretaris
Daerah ditembuskan kepada Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan.

Laporan realisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
melalui sistem elektronik berbasis online melalui portal Sistem Informasi
Pengendalian Pembangunan (SIPP) paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh)
setiap bulannya.

Khusus pelaksanaan kegiatan strategis daerah maka laporan realisasi fisik
beserta dokumentasinya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah yang diteruskan kepada Biro Administrasi Pembangunan setiap
minggu paling lambat pada hari Jum’at melalui sistem elektronik berbasis
online melalui portal SIPP.

Kegiatan strategis yang dimaksud pada ayat (4) adalah kegiatan yang
mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan
kegiatan fisik yang menjadi penekanan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Laporan Triwulan yaitu rekapitulasi laporan realisasi fisik, keuangan,
perkembangan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi. Rekapitulasi
laporan realisasi fisik dan keuangan triwulan dapat diakses melalui portal
SIPP setelah pengisian laporan bulanan selesai dilakukan yang selanjutnya
dituangkan dalam format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Laporan Triwulan disampaikan kepada Gubernur dan/atau Wakil Gubernur
melalui Sekretaris Daerah ditembuskan kepada Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah, Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektur Daerah paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) setiap triwulannya.

Laporan Bulanan DAK yaitu laporan realisasi fisik dan keuangan baik DAK
Fisik maupun DAK Non Fisik yang disampaikan oleh SKPD pelaksana DAK
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang diteruskan kepada Biro
Administrasi Pembangunan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah. Laporan dimaksud disampaikan kepada Gubernur paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. Format laporan dimaksud sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Laporan Triwulan DAK yaitu laporan realisasi fisik dan keuangan baik DAK
Fisik maupun DAK Non Fisik yang disampaikan oleh SKPD pelaksana DAK
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang diteruskan kepada Biro
Administrasi Pembangunan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah. Laporan dimaksud disampaikan kepada Gubernur paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan bulan
Januari tahun berikutnya. Format laporan dimaksud sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Format laporan DAK sebagaimana dimaksudkan pada ayat (7) dan ayat (8)
dikhususkan bagi DAK fisik. Adapun format laporan DAK Non Fisik
disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing
kementerian/lembaga penyalur DAK.
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Laporan Tahunan yaitu rekapitulasi laporan realisasi fisik, keuangan,
perkembangan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi. Laporan Tahunan
disampaikan oleh SKPD kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan paling lambat awal Januari.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur disampaikan oleh SKPD
kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan paling lambat
akhir Februari tahun berjalan.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKPD setiap akhir tahun disampaikan oleh
SKPD kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
paling lambat awal Januari.

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD meliputi:

a. Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang
menjadi tanggung jawabnya yang disertai dengan prakiraan 6 bulan
berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama
tahun anggaran berkenaan berakhir; dan

b. Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester
pertama APBD dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi
semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah
semester pertama tahun berkenaan berakhir.

Pelaporan Tahunan meliputi:

a. PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran
berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan
sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran SKPD yang
disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah.

b. Laporan keuangan SKPD terdiri atas:

Laporan Realisasi Anggaran;

Neraca;

Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); dan
Catatan atas laporan keuangan.
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c. Laporan keuangan SKPD dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai
dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

d. PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara
menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan;

e. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD; dan

f.  Gubernur menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
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Pasal 26

Dalam upaya Percepatan Penyerapan Anggaran, dapat ditetapkan Tim
Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau berdasarkan Keputusan Gubernur.

Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah Provinsi

Kepulauan Riau mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menerima, memonitor, mengevaluasi dan mengonsolidasikan laporan
realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah;

b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi
dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah;

c. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada
Presiden tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah;

d. membangun sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang
sederhana, mudah diakses, handal dan tepat waktu;

e. mendorong pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota; dan

f. melaporkan hambatan-hambatan dalam merealisasikan APBD kepada
Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran.

BAB X
TEGURAN, PERINGATAN, SANKSI
BAGI PA/KPA, PPK, dan PPTK
Pasal 27

Jika PA/KPA, PPK dan PPTK melalaikan tugas dan tanggungjawabnya
menurut ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini maka dapat diberikan
surat peringatan secara berjenjang.

Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
Gubernur/PA/KPA dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan
tembusan kepada Inspektur Daerah.

PA/KPA, PPK dan PPTK dapat dicabut dan diberhentikan apabila:

a. dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut; dan

b. dalam hal PA/KPA, PPK dan PPTK lalai dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawab  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
mengakibatkan kerugian negara, PA/KPA, PPK dan PPTK.

pencabutan/pemberhentian sebagai PA/KPA ditetapkan oleh Gubernur dan
disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Wakil
Gubernur, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Pembangunan Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan.

pencabutan/pemberhentian sebagai PPTK ditetapkan oleh PA dan
disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada
Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan.



BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Untuk Dinas Pendidikan yang dikarenakan peralihan kewenangan, dengan
pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, lokasi kegiatan/rentang
kendali dan pertimbangan objektif lainnya, maka PA dapat menunjuk Kepala
Sekolah selaku KPA pada daerah tertentu sampai terbentuknya Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pendidikan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Kepulauan
Riau Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
Nomor 394) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
paea.tanggal 20 Februari 2019

"
i,

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN

T. S. ARIF EADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019 NOMOR 557



Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 9 Tahun 2019
Tanggal : 20 Februari 2019

SISTIMATIKA LAPORAN

Halaman Sampul

Kata Pengantar

Daftar Isi
Daftar Tabel
BAB 1 : Pendahuluan

1. Visi dan Misi SKPD.
2. Strategi dan Kebijakan.

3. Kondisi Kepegawaian.

BAB II  : Program dan Kegiatan
1. Program dan Kegiatan APBD.
2. Realisasi Program dan Kegiatan (Triwulan I/II/1II/IV) APBD.

BAB III : Permasalahan dan pemecahan masalah
1. Identifikasi Masalah.

2. Tindak lanjut/pemecahan masalah.

BAB IV  : Prognosis (perkiraaan perkembangan pelaksanaan kegiatan untuk

periode triwulan berikutnya) program dan kegiatan APBD.
BAB V : Penutup (Kesimpulan dan Saran)

Lampiran : Target dan Realisasi Program/Kegiatan APBD
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LAPORAN BULANAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
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TRIWULAN
BULAN
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI
Jumlah Metode KEUANGAN FISIK .
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Manfaat (**) ®Rp) 'olume (Rp.) 'olume (Rp.) (**) Jumlah (Rp.) (%) ‘olume (%)
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Ketomgni Kodefikasi Masalah :
Enim [1} Mo Sl Koomer Bubbidang “ EB h ; ﬁlﬁ‘ 3
Koiem [£) Subbidang ! Kepwian <im Men Sub Bedang, dongas rocians Yoo Kaglatas dan Bican Keglalan per Paket Poiomman Hao “h J Ftﬂ Tt P_Eﬂ,.lb’-l'ﬂa‘i'-ﬂ!t,i
Kuiom (3] Velwma Keghiban i besaran masing- massg riress | 1. Permasalahan terkait dengan Pernturan perundangan
Knlom &) Swivan Keginfin dam sareisr salu s uniuk mesing-manng keglaisn 7 ! Plt‘ll ur“ lrl iﬂl
Knkam 15) Jiinled Penctimi Maalisl dis Sesaran pescrmme mankod sbes pelsminan poibik vasg ddseai dad WK Fladi 2. Permagalahan terkait de g k l
Kukom (5] Pogn Al IR Bl oo i, K i prr wa bty 3. Permasalahan terkain dengan Rencana Kerja dan Anggaran BEPD
Kuljl [T Velums Kagiatan famkadala s legaraii o i) Mg sty it kepaten pang Silakansam secsni saabisbibi Sdab gerks dinl jies soowms kmairake 8, Permasalahan terkant dengan DPA-BEEKPD
Kobim [Hi Mikel Diarn Swakilola &la) mwarad dass dir masing s ivioan ksgs Fing mecarn waakelids jtkisk perlu diial e scearn bonimbiual) P
Knlam [ Velumy Kegistan Kootrurbusd dis besrn ootpe masg-mesng incin kiganns visg d e I itk perhy dbind i secars meak 3. Permassishan 'I.Er]ull_.l: denpan K H“'“m Pelaksana kegiatan
Knlam |10} Misl Dems Keakrakiaed s Sesscan dand K ] el k yarg idakadiyilan yevare bantmkiual dodak perks il ik s s ki ks . TPermasalahan terkait dl.-.nga.n Pelakaanaan Tender Pekerfaan Hontrak
Eukam 11 | Mecbode Fembayiran gin corgun soniuk perebayarmn sckalpus vy miskss 7. Permasalahan serkait dtn@a.n Hl‘lhpﬁn Flk!!jl.lll. Swakslala
Kulem |12 | Redlises] Keoangan dales Mepink dine Zeogan ail rralsen kepninn dalen beaaran nopiai
Kukom (13 Realinasl Heuangan delem Feseatass i deigan nila k dulam g Em“}:{;m urkﬁ'!'t dengan Penerbitan SP2D
Koubaini [14) | Realinss) Plall dalam Rupish dlis dergan silal el v Segatan dxlen solume augpn rmasalahan terkail dengan Pelaksanaan Pelerjaan Kontrak
Fulomi |15 | Reallass] Flalk dalam Persawtads ik deogon silal seelis) lepiaston dalen presn i slums mtps 10, Permesalahan terkait dengan Pelaksanann ?ghmn Swakelola
Kbt 116 | Fodnilbasl Permanalahas o isi dengin mosaklmasalali png tensdidi mpangan wekse dengen. ks manslih ping el 11, Permagalakasn Lain-lain




LAPORAN TRIWULAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULER / PENUGASAN / AFIRMASI

FORM 1

TAHUN ANGGARAN 2019
PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN :
TRIWULAN
BULAN
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI
NO DAK/BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN Juml_ah wakelola Kontraktual Metode KEUANGAN FISIK i Masalah
Volume | Satuan | Penerima PAGU DAK Volume ®Rp) Volume ®Rp) Jumlah (Rp.) %) | volume | (%)
Manfaat (**) (Rp.) p- B (%) p.
1 |SUBBIDANG
A. KEGIATAN
B. KEGIATAN .ooccceen
2 [SUBBIDANG
A. KEGIATAN ..occuree
B. KEGIATAN roceen
TOTAL
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Permasalahan terkat dengan Rencans Kerja dan Anggaran BKFD
Permusalahan terkait dengan DPA-BEPD

Permasalahan terkat dengan 8K Penetapan Pelaksana kegiatan
Permasalahan terkait dengan Pelaksansan Tender Pekerfaan Kontrak
Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
Permasalaban terkait dengan Penerbitan SP2D

Permasalahan terkail dengan Pelaksanaan Pekerfaan Kontrak
Permasalahan teckait dengan Pelalosanaan hhﬂi,nn Swakelols
Permagalalian Lain-lain




Provinsi Kepulauan Riau

PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 16 TAHUN TAHUN 2018
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
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PERATURAN 'RESIDEN REPURLIK INDMONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

FENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAa

Menimbang @ a.

1.

al.

RESIDIGN REPUBLIK TND GNE:SI!"L,

bahwa Pengaduan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai
poran penting dalam pelaksanaan pembangsunan nasional
untuk peningkatan pelaysanan publile dan pengembangan

perekonomian nasional dan dacrah;

Babwa  untul mewujudkan Penpadasn  Barang/Jasa
Pemerinlah schagaimana dimaksud pada hurol &, perlu
penpaluran Pengadaan Barang/Jasa vang memberikan
[JI!::IIIlt'.IlLﬂ'lHn nily manfaat yang sebesar-besarnya (valie for
merney) dan kontribusi dalam peningkatan pengganaan
produlk dalam negeri, pﬁniﬁgh‘&lﬂﬁ peran Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Usaha Mencngah seria pembangunan

berkelaniiitarn:
F

babowa Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Bareng/Jasa Pemerintah sebupaimana telah
beberapa kali dinbah, terakhic dengan Peraluran Presiden
Nomor <4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Lety Larys
Pengadaan Darang/Jasa  Pemerintah  masih  terdapat
kelawangan  dan belwm  menampung perkembangan
kebunihsan Pemerinteh mengenal pengaturan atas
Pengadaan Baroang ! Jasa vong bails

brahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimensa dimalksud
macdi huruf- a, huraf b, dan huruf <, perlu menctapkan
Peraturan Presiden lentsng Pengadasn Barsng/Jasd

Pn:nim'intah;
Mengmpgal
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Paxal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Bepublik

o)
'

Mengingat
Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang MNomer 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan  Nepars  (Lembaran Negara Republils

Indoncsia Tahun 2004 Nemor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Uncdang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talwn 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGATIAAN
BARANG/LJASA PIMERINTAH.

BAE |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraluran Presiden ind, yang dimaksad dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sclanjutnya
discbut Penpgadaan  Barang/Jasa  adalah kegmatan
Prengadaan Barang/.Jasn olch
Kementerian/ Lembaga /Perangkal Dacrah vang dibisyai
olehh APBN/APBD  yang prosesnya sejoke  identifikas

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil peleerjnan,

Kementerian MNegars VAT sclanjutnya disebut

o

Kementerian  wdaldh perangkat  pemerintah  yvang

rernbidangl urusan tertentiz dalam pemerindatian.,

3, Lembaga ...




FRESIDER
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Lembaga adalah orgamisasi non-Kementerian Negara dan
instanst lain pengpunas angearan yang dibentuk unluk
melaksanakan  lugas  lerlenby berdasarkan Undang-
Undang Dasar MNegara Repuhlj:t{ Indonesia Taluan 19345
alau peraluran perundang-undangan lainmys,

Peranglkat Daerah adalah unsur pombantu Kepala Dacrah
dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  dalam
penyvelengparaan Urasan Pemerintaban  vang menjadi
kewenatigan Daerah.

Pemennlah Dacrah adalab kepala daerabh sebagad unsur
penvelengsara Pemerintahan Dacrah  yvang meomimpin
pelaksanaan LIFLEHATY E‘Jt‘.T'rlﬁI"tT|1'J-'J}|FJ_T| YA ﬂJETI_‘iH[]:'i
kewenangan daerah olotutn.

Lembags Kelnjakan Pengadasn Barang SJasa Pemerintah

yanp sclanjuinys  disingkat  LEPP  adalabh lembaga

Pemerintalh, yang  berlugas  mengembangkan dan
mcrnnnuskan kehijakan Penegadasn  Barang/Jasa
Pemerintah.

Pengpuna Anpparan vang selanjotnye disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenanpan penggunnan AngEaran
kementerian Negarg/ Lembaga/ Perangleat Doerah.

Kuasa Penpgiana Anggaran pada Pelaksanoan APBN vang
selanjulnys disingkal  KPA  adalah pejabat vang
memperoleh kasa dari A vnrul melaksanakan sebagian
kewenangan dan fAnggung jawalbl peniglinasn BrpgpRHErAEn
prada Kementerian Negara/ Lembaga yang hersangzuian,
Eumsa Penpgpuna Anpgegaran pada Pelaksanuan AP yang
selanjuinya disinglaet KPA adalah pejabal yang diberd
kuads unluk melaksanalan sebagian kewenangan
pengeuns danggaran dalsm melaksanakan sebagian tugas
dan funpsi Peranckal Dacrah.

10, Pojabar ...




10.

11.

13.

14.
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Pejabat Pembuat Komitmen yvang selanjulnva disingloat

'K adalah pejabat yang diber] kewenanpan oleh PA/KPA

untuk  omengamld keputusan dan/atau meclalulkan

tindakan  yang  dapal  mengakibatkan pengeluaran

angearat belanja nepara fangeraran belanja dacrah.

Unil Kerja Penpadasan Barang/Jasa yang selanjutnya
disinglal UEPER] adalah unit leerja di
anterime&mbaga,-’Pemerintah Daerah yang menjzdi

psal keungealan Penpadaan Barang / Jasa.

Kelompok Kerja Pemilihon yang selanjutnya disebut Polga
Pemniliban adalah sumber daya manusia vang ditetaplan
Heh pimpinan UKPEJ untuls mengelola  pemiliban
Penvedia,

Prjabat Penpadaan adalah pojabat ﬂdmi'nistmsil." pejalat
fungsional/jpersonel yang  bertupas melaksanakan
I'enpadaan Langsung, Penunjukan Lengsung, danfala

E-purchasing.

Pejabat  Pemeriksa Hasil Pelerjpan yang selanpirnya

' disingleat PjPHP adalah pejabat administrasif pejabat

hin gSiiL'J r‘J.F][I." ['nFer:'-ic‘:r'lr‘:] YHEE berluipas rierneriksa

admuustras: hasil pelerjaan 'engadaan Barang/.Jasa.

Panitia Pemeriksa llasil Pekerjaan yang  selanjulnya
disinglkat PPHP adalah tim wvang bertugas memerilisa

administrasi hasil pekerjaan Pengadazn Barany / Jasa.

Agen Pengadaan adalah UKPRT atau Pelakn Usaha vang
melaksanakan  sebagian alan selurub pekerjzan
Pengadasn Barang, Jasa vang diberi keporeavasan olch
Hcmf:ni,t:'riﬁnfl.cmbm-:af Porangkal Dacrah scbagal pihak
pembori pelkorjaan.

Penvelengpars Swakeinla adalah Tirn VIl

menyelengraralan kegintan secara Swakelola,

&, Pengelola ...




18.

149,

20,

21,

22,
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24
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P'engelola 'engadaan  Barang/Jasa  adalah Pejabat
ungsinrnal vang diber Lagas, tanggonge jawab, wewenang,
dan hak secsra penuh olsh pejabatl yang berwenang untuk

melaksanalkan Pengadaan Barang/.Jasa.

Reneana Utmm Penpadaan Huarang/ Jasa PHTIE
sclanjutnya  disingkat RUP  adalah daftar rcocana
Pengadaan Berang/Jasa yang alkan dilaksanakan oleh

Kementerian/ Leinbaga / Perangkat Daerah.

E-marketplace Penpadasn Barang/Jasa o adalah pasar
cleletronik vang discdiakan untult memenuhi kebutuhan
barany/jasa pomerintah.

Layanan Penpadasn Secara FBlektronik adaiah layansan
pengelolaan  tcknologl  nformasi  unluk  memlxsililas
pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa secara cleketronilc.
Aparat Pengawas Intern Pemerintah vang sclanjutnva
:'Ji.ﬂinglmt APIP  adalah aparat  yoang  melalkukan
pengawasan melahii andie, reviu, pemantouan, evaluasi,
tlan kegialan penpgawasan lain rerhadap penvelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah,

Pengadaan Barang/Jasa  melalui Swakelols pang
ECJElleltn}'-&.. dischut S;uwﬂlwlula adalah cara mernmperoleh
harang/jasa Esinley dikerjakan ecndirn olch
Kementerian/Lembaga / Perangkat Dacrah, Kementerian/
Lembags fPerangkal. Daerah lin, DrEETisas
kemasyarakatan, atau kelompok masvarakal.

Chrganisasi Kemasyarakatan vang selanjutnys  discbut
Ormas acdelah orpanisasi yang didirikan dan dibentuk oleh
masyarakal  secarn sukarelan  berdasarlean  kesamoaan
aspirasi, kehendals, lebuluban, kepenbngan, kepialan,
dan tujuan untuk beorpartisipast dalam  pembmngonan
cemi  tercapainys tujuan Megsrs Kesalian ﬁt—‘:pulﬂil-:
Indoncsia yang berdasarkan Pancasila,

25, Kelompok ..
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26,

28.
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Eelompoek Masyaralkat adalah leclompok masyarakal vang
mclaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa dengan dulmngan
anggaran belanjs dari APBN/APRT.

Penpadasn Barang/Jasa melala Penyedia adalah eara
rmemperoleh barang/jasa yang disedinkan oleh Pelaku
Usaha.,

Pelalna Usaha adalah seliap orang pemmug;a_u atau badan

usaha, baik vang berbentuk badan hukum maupun bukan
Ladan hulum vaneg didinkan dan berkedudulean atau
melakinkan kegiaton  dalam  wilayah  hukuam nﬁlg:]m
Repuiblik Trdonesia, baile sendin maupun bersama-sama
melalui perjanjion menvelenggaraksan  kegiatan usaha
dalam berbagai bidang ekonomi.

Penvedia Barang/Jasa Pemerintah vang  sclanjulbnya
dizelut Penyedia adalah Pelako Ussha yang menyedialkan
arang/ jasa berdasarkan kontrod,

Barang adalal scliap benda baile bervmjud maupun licdak
berwujud, bergerals maupun lidek bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipadeai, diperpninakan ataw
dirnanfaatkan oleh Pengouna Barang,

I'eleriaan Konstrulsi adalah kescluruban abag sebapian
L-tegiatu.n yong melipuli pembangunan, pengopcrasism,
pemelibaraan, pembongkaran, dan permbangunan kembali
sualu banginan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan  keahlisn  lertentu diberbagal  bidang
keilmuan yvang menputamalean adanya olah pikir,

Jasa Lainnys adalah jasa nonlonsultans alau jasa yang
membutuhkan peralalan, metodologl khusus, danfalan
keterampilan dalom suatu sistemn laia kelola yang telah
dikenal luas di donia usaha untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan.
A3, Harga, ...
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Hurga Perkitzan Sendivi yang selamjuinys disingkat LIPS
adalah perkiraan hargs barang/ jasa yang ditetapkan oleh
PFE.

Penelitian  adalah kepiatan vang dilaloakan  menurut
kaidah dan metnde ilmiah sccara. sistematis untulk
memperoleh  informasi, data, dan  kelerangan yang
herleaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran
afan ketidakbenaran suatu asumsi danfatau hipotesis di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologh seria menarik
kesimpulan  ilmiah  bagi  keperluan  komajuan dlmo

pengetatiuan danfaian telonologi.

Pembelian sccara Eleklromik yang selanjutnys disebut
f-purchasing adalah tata cars pembelian barang/jasa

tnelalal sistem katolog eleldronile.

Tender adalah metode pemilihen uniuk mendapatlan

Penyedia Barang/ Pelkerjaan Konstrulesi/ Jasa Taintya,

Selelkesi adalah metode pemiliban unluk mendapatiean

Penyedia Jasa Konsultansi,

Tender/ Seleksi Internasional adalah peruliban Penyodia
Barang/Jasa dengun peserta pemilihan dapat berasal dari

pelalm usaha nasional dan pelaka usaha asing,

Fenunjukan Langsung adalalh metods perniliban aniak
rmendapatikan PPenyedia Barang / Pekerjaan
Konstrulesi/Jasa  KonsultansifJasa  Lainnya dalam

leeadaan tertenta,

Pengadaan Langsung Barang/ Pekerjonn Koostruksi/ Jasa
Lainnya adalzh melode peroiliban untuk mendapatian
Penvedia Barvang/Peleerjaan KonslroksifJass  Lainnya

vang hernilal paling hanyalk Rp200.000,.000,00 [dua ratus

juta rupiah).

41. Penpadaan ..,
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Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode
permiliban untuk mendapatkan Penvedia Jusa Konsultansi
vang bernilai paling banyak RplO0.000.000,00 [seralus
juta ruapiah). '

l-reverse Anclion adalah melode penawaran harga secara

berualang,

Dolumen Pemilihan adalah dolkumen yang ditetapkan
wleh Pokja I*n:mjl[h.an,-’ Pejabat Pengadaan Apen Pengadaan
yang memuat informasi dan kelenlusn vang harus ditaati
oleh para pihak dalam pemilibian Penyedia,

Kontrak DPengadoan DBarang/Jass  yanp  selanjuinya
dischbut  Kontrale adalabh  perjanjian  teriulis  antara
PA/KPA/PIPK  dengan  Penvedia  Barang/Jasa  atau

pﬁh-J kuana Swakelola,

[Isaha Mikro adalah usaha produktif milik  orang
perorangan  danfatan badan wvsaha perorangan yang
memenuli kriteria Usaba Mikro sebagaimans dirmmalesad
dalam Undang Undang tentang Usaha Mikro, Keeil, dan
Menengah,

Wsaha Keall adalah vsaha ekenomi preddukdil yang berdird
sendirl dan dilakulkan oleh orang perorangan atau badan
usaha yanp bukan merupaksn anak perusahaan ata
bultan cabang perusahaan wang dimilik:, dikuasal atau
menjadi bagian baik langsung maupun bdak langsung
tdart Usaha Mencngah atau Usaha Besar yang memenuhi
kriteria  Usaha Kecil sebagaimana  dimaksizd  dalam
Undang-Undang rtentang Usshe  WMikeo, Kecdl, dan

WMenengah,

47, Usaha ...
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47. Usaha Menengsh adalah usaha ekonomi produltif yvang

A1,

B0,

berdiri sendird, yang dilakukan alch aratg perorangan atau
hadan usszhs yang bukan merupakan anak perusahaan
alau cabang perusahaan yang dimilikd, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsutg maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atay Ussha Be:imr dengan jumlah
kelkayaan  hersih atou hasil  penjualan tehunan
sebapaimana  diatur dalam Undang-Undang  tentang

Usaha Mikro, Kevil, dan Menengal

Sural Jaminan yang selanjulnya disebut Jaminan adalah
Jatminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umam/
Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga
kevangan khusus yang menjalankan usaha di bidang
pemblayaan, penjainan, dan asuransi untuk mendorong
ekapor Indoncsia sesuai dengan ketentuan  peraibiran
perundang-undangan i bhidang  lembaga  pembiavaan

ekapor Tndonesia.

Sanksi Daftar Hitam adalah aanksi vang diberikan kepada
peserta pemilihan / Penyedia berupa larangan mengiloudi
Pengadaan Barang/Jasa ol sclurah
Kemenierian/Lembaga/ Perangkat Daersh dalam jangla

woltu tertenli.

1-'engad.ean Berkelanjulan adalah Pengadasn Barang/Jasa
yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang
menguntunglan  secara ekonomis tideale hanya untulg
Kerenlerian/ Lembaga/ Perangkal Duerah schagai
pengpunanya tetapt juga uniuk  masvaraliat, serta
sigmifikan  menpurangi dampsk  nepatit  terhadsp
linglounpan dalam keseluruhan siklus penpounaasnnyva.
Konsolidasi  Pengadaan Barang/Jasa  adalah  strategi
Pengadaan Buarang/Jasa vang mengeabungkan beberapa
palict Pengadaan Darsng/ Jasa scjenis.

52 Keadsan ..
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Keadaan Kahar adalah susiu kesdaan yvang terjadi Jdi laar
kehendak para pihok delam kontrak dan tidak dapal
diperkiralkan  sebelhammya, sehingga  kewajiban  vang

diteniukan dalam kontrak menjadi tidal dapat dipenmuhi,

Kepala Lembags adalah Kepala LKPP.

Pasal 2

Ruang lingloup permberlakuan Peraturan Presiden ind meliputi:

i,

s,

(1)

Mengadann Baranyg/ Jasa i lingkungan
Kementerian/Lembaga/ Peranpleat Daerah yang
mengeunalean anggaran belanja dari AFBN/APBLY,
Penpadaan Barang/Jasa yang menpeunalan anggaran
belanja dari APBN/APBD aebagaimana dimaksud pada
hurul s, lermasuk Pengacdaan Barang /. Jasa yang sehagian
atan selurub dananya bersumber dari pinjeman dalam
treperi dan/atau hibah dalam negeri yvang diterima aleh
Pernerintah dan/atan Pemerintah Traerah; dan/atan
Pengadaoan Barang/Jase vang menggpunokan anpgaran
belanja dari APBN/APED sebagaimana dimalesud pada
hurad a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yvang selupian
atau seluruhnya dibigyai dari pinjaman luar neger atau

hibalz luar negeri.

Pagal 3

Penpadaan Barang/Jasa dalam Peraluran Prosiden ind

melipnai:
a. DBarang;

b, Pekerjaan Konstrukst;

4 Juss Konsultansi; dan

d.  Jasa Lainnya,

(2) Pengadaan .,
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Pengadaan Boarang/Jasa sebagaimana dimalksud pada

aval (1) dapat dilakukan secarn terinteprasi,

Pengadaan Harang/Jasa scbagaimana dimaksud pada

ayvat (1) dilaksanakan dengan cara:

d,  Swakelola; danfatan

k. Penvedia,

BAb 1l

TULIUAN, KEBLIAKAN, PRINSIF, DAN ETIEKA
PENGADAAN BARANG / JASA

Bagman Kesalu

Tujuan Pengadaan Barang/.Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujiian anluk:

.

l2.

h,

menghasilkan barang/jAsa vang tepat dari ﬂetiﬁp AT
vang dibelanjalean, divkor dard aspels koalitas, jumlah,

walctu, hiaj.;ra_. loleasi, dan 'cnyedia;
menimgkatkan pengpunaan produle dalam negers,

meningkatkan peran secta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan

Usaha Menengah;
meningkatkean peran pelaku usaha nasional;

mendiuiung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan

barang/jasa hasil pencliian;
meningkatican kellsutsertaan industri kreatif;
moendorong pemeralaHan cloonommni; dan

mendorong Peneadasn Derkelanputan,

Bagian ...
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Dapinn Kedua

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Prasal 5

Eebijulean Penpadaan Barang /S Fasa melipoli;

F1

£

L.

meningloatlkan kualitas PUICICATIHNAD Penpadasan
Barans fJasu;

melaksanakan DPeoogadasn  Barang/Jusa yang  lebib

transparan, terbulea, dan kompetitf;

memperkuat kapasitas kelembagoan dan sumber dava
ImaTsia Pengadaan Barang/.Jasa;

mengembangkan F-morkeiploce Pengadaan Barang/.Jasa;

mengrunalkan teknolog informasi dan komnindkasi, seeka
transalesi elcletronils;

mendorony penpginaan barang/jasa dalam negeri dan
Standar Nastonal Indonesia (8ME);

memberikan kesempatan kepada Usabhd Mikro, Usaha

Kecil, dan Usaha Mencnpgal;
mendorony pelaksanaan penelitian dan indostn kreatil]

dan

melaksanakan Pengadoon Berleelajuatan,

Bagan Keliga

Prinsip Penpadaan Barang/Jass

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa mensrapkan prinsip sebagai benkulb:

L

b.

cfisien;

clelil

. LPASPRaran; .
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IranETHETAT

terbuka;

bersaing;

adil; dan

almantabel.

Bagian Keempal

Eliksa Pengadaan Barang,/Jasa

Pusal 7

Setmila pihal yang terlibat dalarsn Penpgadasn Barang/.Jasa

mematihi sliks sebagal berilut:

i

melaksanakan fugas sccara  tertib, diseriai rasa
lappging  jawab untuk mencapai | sasaran,
kelanesran,  dan Kefepatan  tojuan Pengadaan
Barang/Jasa;

bekerja. secara prolesional, meandiri, dan menjags
kcrahasiaan inforimasi yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan wuntuk mencegah  penyimpangan

Pengadaan RarangfJasa;

tidak saling mempempgarahi baik langsung maupun
tidak langsung yvang berakibal persaingan usesha
tidalk schat;

menerirma dan bartanpoung jawob  atas scosia
keputusan yanpg ditetapkan sesual denpgan

kesepekatan tertulis pihak yang terkait;

menghindari dan mencegah terjadinya perlentangan
kepenlingan pihal vang terkait, baille sceara langsung
maupun lidak langsung, yang berakibal persaingan

usahig tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa;

f, menghindan |
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menghindari  dan mencepah  pemborosan dan

kehocoran kel sanpan niegHra;

menghindan dan mencegah penyalahginaan

wewenang danfatan kolust; dan

tidak menerima, tidak menawarkan, satau tdalk
menjaniikan untult memberi atau menerimma hadiah,
imbalan, komisl, rabat, dan apa saja dar alau kepada
slapapun yang dilketabni alau patul diduga berkaitan

denpgan Pengadaan Barang/ Jasa,

Pertenlangan kepentmgan pihak vang terkait sebagaimana

dimalkesizd pada ayvat (1) hwraf ¢, dalam hal:

.

Direks, Dewan Komisaris, atau personel inti pada
suatu badan usaha, merangkap sebwpai Direlesi,
Deowan Komisaris, ata personel inl pads badan
usaha lain vang mengiluti Tender/Scleksi vang

BAITIA;

kensultan  perencans/pengawas  dalam  Pelerjaan
Konslruksi bertindak schagal pelaksana Pekerjaan
Konstmikai  yang  direnesnakannya/diawasinya,
keguall dalam pelaksanasn pengadaan  pekerjaan

Lerin legrasi;

kkonsultan ranajemen konsirulksi berperan sebagayi

knnguiian pereneana;

pengarisfmAangjer  koperasl  merangkap  sebopai
PPE/Pokia [DPemibhan /Ucjabat  Penpadean pada
prlakssanaan Pengadoan Barang/.Jasa i

Kermenlenan/ Lembaga / Perangkat Daerah;

PP/ Pokija lemilihan/Pejabat  Pengadaan  baik
langsung maupun tidak langsiung mengendalikan

atau menjalankan badan usahas Penyvedia; dan/atsa

f. heheraps ...
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f.  beberapa badan usaha WHTIE ekl

Tarwler) Seleksi yang  sama, dikendalikan  baile
langsung maupan tidak langsung oleh pihak yang
sama, dan/atau kepemilikan sahamnva Tebibe dar
50% {lima puluh persen] dikuasai olch pemegang
galiam yang sainq.

BABE LI

PELAKL PENGADAAN BARANG /JASA

Hapian Hesaly

Pelaku Penpadaan Barang/Jasa

Pasal &

Pelaloa Pengadaan Barang/Jasa terciri atas:

i

.

=

i

{3

FA;

KPA;

T

PPK;
Pejabat Pengadann;
Palga Pemilihan;
Apen Pengadaan;
FiPHP/ PPHF;

Penyelengpara swakelola; dan

Penyedia.

Bagian Kedua

Pengouna Anggaran

Paxul 9

PA sebapaimana ditnalesud dalam Pasa: 8 huraf e memilili
magHs dan kewenangar:

a. melalukan ..
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mela 1-':1;1I~mn tindakan VERE mengakibalkan
pengeluaran angparan belanja;

mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran belanja vang telah ditetaplan;
meneta plkan perencanasn pergadaan;

menetaplan dan menguarmimban RUF,
melaksanakan Konsolidas? Pengadaan Barang/ Jasa:
menetapkarn Pernuanjulean Langsung untuk
Tender, Seleksi ulang gagal;

tnenelaplkan PPE;

menetaplkan Pejabat Pengadaan,

menetapkan PiPHP/ PPHP;

menetaplan Penyvelenpeara Swalkolols;

menctapkan tin telonis;

menctapkan tim juri/tim abl vntok pelaksanaan
melalh Savembara Kontes;

menyAalakan Tender gagal/ Belelksi gapgal; dan
menetapkan pemenang pemilihan/Penvedia untuk
metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung / B-pnirchasing
untuk  paket  Penpadasn Barang/ Pelocrjaan
KorstraksifJasa Lamnya dengan nilad Pagas
Angparan paling wedikil il alns
100, 000,000,000 00 (scralus miliar rupiah);
atau

4. BeleksifPenunjukan  Langsung uniuk  paked
Pengadaan .Jasa Konsultansi dengan nilan Papo
Angparar palinig aedilil - i atas
Rp 10.000.00¢.000,00 {sepuluh miliar rapiab),

(2] PA ...
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PA  unluk pengelolaan  APBN dapat melimpahkan
kewenanpan sebagaimana dimaksud pads ayvat (1) kepada
EPA sesusl dengan ketentuan peroturan perundang
undangan.

FA  unluk pengelolsan APBD dapal melimpahkan
kewenanpah sehapaimana dimaksuad pada ayat (1) huraf a
sampai dengan hurul | kepada EPA,

Bagian Ketiga

lkuasa Pengeuna Anggaran

Pagul 1D
KPA  dalam  Pengadaan  Barang/.Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal B huruf b melaksanakan
pendelepasian sesudl dengan pelimpahan dari PA,
Selain kewonanpan sehamdmens dimwdesod pada ayvar (1),
KPA  berwenang menjawab Sanggah Bonding pescrta
Tender Pelecrjoon Konstralosi,
EPA  dapal monugaskan PPEK uantuk  melaksanalan
kewenangan scbapaimana dirmalksid pade ayar [1] yvang
terleait dengan:
A, melakukan mcdakan WA mengakibalxan

pengeluaran anggaran belama; danfalau
I, mengadalkan perjanjian dengan pihak lam dalam
hatoas anggarﬁn belanja wang ieiah dilelaplan.
KPA  dapat dibantu oleh  Pengelols  Pengadaan
Barang/Jasa.
Nalam hal tidal ada personcl vang dapat ditanjule sebagai

PPH, KPA dopat merangkap schaga PPRE.

Bagian ...
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Bagian Kecmpal

Pejabat Pembuat Komitmen

Pazmal 11

PPE  dalam  Pengadaan Barang/Jasa  schapaimans

dirmaksud dalam Pasal 8 hurmf ¢ memiliki rugas:

il.

b.

el

h.

1r,

1.

DTV LIS LT TICTETILATIAATI ]']'."!I'IEH_{]HHT'I;

menetaplian spesifikast lekmis Kemangka Acuan Kerja
(KAK):

menelapkan rancangan kontral

tnenelapkan HPS;

menetapkan besaran wang muka vang akan

dibayarkan kepada Penyedia;
mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
menctaplan tim penduloung;

menctapkan tim atau tenaga ahli;

melaksanakan ¥ purchasinguntuk nilal paling sedikit,

i mlas Rp200.000.000,000 [dua ratas pata rmapiah);
rnenetapkan SrAT Permuanjjuakan Petiyedia
DBarang fJdasa,

mengendaliltan Kontrale

melaporican pelaltganaan dan penyelesaian kapialan
kepada PASEPA;

menverahkan hasil pekorjaan pelaksanaan kegialan
hepada PASKPA denpan berila goars penyecahan;
menyimpan dan menjaga keuniahan seharoh dokumen
pelakssnaan keglatan; dan

rmenilai kinerja Penvedia,

(2) Selain ...
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(2]  Belain melaksanokan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), PPE melaksanakan  logas pelimpahan
kewenangan dart A/ KPA, melipati:

a.  melakukan tindakan yang mengakibatlkan
pengelusaran angparan belanja; dan

b. mengadaksn dan menctapksan perjanjisn dengan
pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah
ditetaplan.

i3 PPK dalam melaksanakan fupas sebagaimana dimalesuad
pada dayal (1) dapal dibanta eleh Pengelolas Penpgadaan
Barang/Jasa.

Bagian Kelirma
Pejabat Pengadaan
Pasal 12
Pejalmat  Penpgadean dalam Pengadaan Barang/Jasa

sebapaimans dimaksud dalam Pasal 8 hurot d memilikd tagas:

.

el.

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
Langsung;

melaksanaksn persiapsn dan pelaksanasan Penargukan
Langsung untulk pengaciann Barang/ Pcloerjaan
Konstralksi/Jasa Lainnya yang bemilal paling bangale
R 200, 000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Peminjulkan
Langsung untuk pengadaan Jasa Kemsullans: vang
bornilal paling banvak EplOD.00C,000 00 [seralies juls
rupiah); dan

melaksanakan E-purchosieg vang bernilai paling vnyak

REp200.000.000,00 (dua ralus jula rupiah).

Magisrn ...
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Bagian Koeenam

Kelempok Kerja Pemilihan

Pasal 13
Poija  Pemilihan  dalam  Pengadaan  Barang/Jasa
sebppaimana ditnakaud dalam Pagsl 8 horol e memnilila
RETLE T
a. melaksanakan persiapan dan pelaksansan pemiliban
Penyedin;
b, meldksanakan persiapan dan pelaksanaan permbhan
Penyedia untulk katalog eleltronilk; dan
c.  menetapkan pemenang pemilihan fPenyedia uniak
metode pemilihan!
L. Tender/Penunjulkan Langsung untuk paket
Pengadasn Barang/Pekerjann Konstruksi/Jasa
Lamnya dengan nial Pagn Anggaran paling
banyak RplOO0.000.000.000.00 [(seratus miliar
rapiah); dan
2. Beleksi/Penunjukan  Lanpgsung  uniak  pakel
Pengadaan Jasa Konsullans: dengan nilai Pagu
Anpgaran paling banyak RBplO.000,.000.000,00
(sepululr miliar rupiah).
Pokja Pemilihan sebapgaimana dimaksud pada ayal (1)
berangpolakan 3 [lga) orang.
Datarn hal herdasarkan perbmbangan komplelosilas
pemiiihan  Penyedia, anggota Poldga Pemililan

sebagsimana dimaksud pada ayar (2} dapat ditambah

sepanjang berjumlsh gasal

Pokja Parmilihan dapal dibeariin oleh limo alau tensgs ahh.

Bapian ..
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Bagian Ketujuah
Apen Pengadaan
Pasal 14

Apcn Penpgadaan sf:batgﬁimana. dimaksud dalam Pasal 8B

huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan tupas Apen Pengadean sebagaimana
dirmaksud pada syal (1) mulats mooatandis dengan Dogas

Polga Pemilihan dan/atan PIK.

Pelaksanaan  (pas Pokja  Pemilihan  danjaten PPE

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

andangsn.

Hetenluan lebih lanjul mengenai Agen Pengadaan diatur

dengan Peraburan Kepala Lembuapa,

Bagian Kedelapan
Pojabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Pasal 15

PiPHP schagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hwuaf g
memililel tugas memerilesa admmistrast hasil pekerjaan
penpadaan Darang!Pezerjaan KonsuuksifJasa Laicnya
yanp bermilai paling banyal RpQ0O0_000.000,00 (dua ratus
Juta rupiah) dan Jasa Honsullans: yang bernilal paling

banyalk Rplo0.000.000,00 {scratus juta rapiak].

PPHP sebapaimana dimaksud dalam Pasal B buraf g
memiliki tiges memeriksa administras] hasil pekerjoan
pengadaan Barang/Pckerjaan KonstruksifJasa Lainmya
vang bernilai paling sedileit di alas Rp200,000. 000,00 (s
ralils jula mipiah) dan Jasa Konsultans! yang bermlal
paling sedikit di atas RplO0.000.000,00 (scratus juta

rapiah).

Bapgian ...




(T}

(]

(3]

[)

(L)

i

f
4

&
Ad'é‘
=

i

LT,
%
' 1

s

PRESIDEM
REPUELIK INOOHMESA

k' E:___.-: =
Bagian Kesem hilan

Penyelenggars Swakelola

Pa=zal 16

Penyelenpgara Swakelola scbagaimana dimaksud dalam
I'asal 8 huruf b terdid atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana,
don/atau Tim Pengawsas.

Tirn Persiapan memilili fugss menylsun sasaran, rencans

kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencans EnayeL

Tim Melaksans memiliki tupas melalksomaeloan, mencatal,

mengeyvaluasi, dan melaporkan secara berkaila kemajuan
polaksanaan kegiatan dan penyerapan ANZEATAT.
Tim Penpawas memniliki tigas menpgawasl persiapan ddan

claksunaan fisik maupin adminisitasi Swaleclola.
B I

Bagian Kesepuluh

Penvedia

Peaal 17

Penyedia schagaimeand dimaksud delam Pasal 8 buraf 1
wajib memenuhi kuslifikasi sesuai denpan barang/jasa

yvang diadakan dan sesual denpgan ketentuan perafuran

perundang-undsngan.

Penyedia  sebagaimans  dimaksud  pada  ayat (1]
hertangsung jawab atas:

a,  pelaksanasn Kontralg

b. kualitas barang/jasa;

e, kelepalan perhitungsn jumlal ataa volume:

d.  kelepatan wakiu penyerahan; dan

¢, keteparan teropat penyerahan,

BABR ..

B T
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BAB IV

PERENCANMAAN PENGADAAN

Maginn Kesata

Perencanszan Pengadaan

I'asal 18

Perencanann pengadaan meliputi identifilkasi kelbnatuhan,
penetapan  barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran

Pengadasn Barang/ Jasa,

Ierencanasn pengadaan yang dananva bersumber dan
AD'BN dilakukan bersamaan dengan proses penyusuzan
Rencana Kerjp Kementerian/Tembaga (Renja B/ L) setelah

penelapan Paga Indikatif,

Percncanaan Penpadaan yvang dunanya bersumber dan
APRD dilakulkan bersamaan dengan proses penylasunan
Rencana Kerja dan Anggaran Peranghal Dacrah (HEA
Perangkat Dacrab) setelah nota kesepakatan EKebijalcan
Umum APBD  serta Prioritas dan  Plalen Anggaran
Semeniara [KUA-PI'AS),

Perencanaan pengadaan lerdiri atas:

4. Perencanaan pengadaan melalul Bwakelola; danfatan
b,  Perencanaan penpgadaan melalui Peoyedia.
Perencanaan pengadaan melalul Swalcelola melipnoti:

4. penetapan tipe Swakelols;

b, penyvasunan spesifikasi leknis/KAK; dan

g3 penyusunan  perkiraan biaya/Rencana Angparan

Bigya (RAR).

(&) Thipe ...
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Tipe Swaleelola sebagaimana dimaksuad pada ayat (D) huraf

a terdiri alas;

L.

L

-l

Tipe 1  waitu Swakclola yang  direncanakan,
dilaksenalan, dan ‘dimwasi nleh
Kementerian, Lembaga / Peranglkat Draerahy

penangm g jawalr angparan;

Tipe 1 waitu Swakelols yang direncanakan dan
cligwasi aleh Kemeriterian/ Lembaga/ Porangkat
Dacrah  penangpung jawab anggaran dan
dilalsanalean oleh Kemnentlerian/Lembaga / Perangkat

Dhaerab lan pelaksana Swakelols;

Tipe IO yailu Swakelols yvang direncanakan dan
s wrs oleh Kementerian / Lombaga/ Peranphkal
Daerah  penangsung jawab  anpparan dan

dilsksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atan

Tipe IV yaitu Swakclola yang direncanakan oleh
Kemenlerian/Lembaga / Persneloat Dasrah
penangpung jawab anggaran danfatau berdasarkan
usulan Kelompok Masyaraleat, dan dilaksanalan
sorta diawasi oleh Kelompok Masyvarakat pelalesana

Swalelala,

Perencanaan pengacaan melalu Penyedia meliputic

T

poenyusunan spesilikasi teknis / KAK,
penyusunan perkiraan biaya/RAB;
pemalketan Pengadaan Barang/Jasa;
Konsolidasi Penpgadaan Barang/Jasa; dan

pomyasiman ays pendukuang.

[8] Hazml ..
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Hasil perencanasan Penpadaan Darang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat [4) dimuat cdalam RUIY

Bagian Kedua

Spesilikasi Teknis/ Keranglka Acuan Kerja

Prsal 19
Dralarn TICTLY LELT spesilika= lekms /KAK:
A.  mengpunakan procui dalam negeri;
b,  mengerunakan prodok berserfiloal SN dan
2, memaksimallkan ponggunaan produk induasin hijan,
Nalam penyusungn spesliloas tekois /KA dirmungkinkan
penyebulan merek lerhadap:
d.  komponen barang /jass;
b.  suku cadang;
¢.  bagian dari satu sistem vang sudah ada;
. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
g, barang/jess pada Tender Cepat.

Pemenuhan pengmanaan produl dalam negerl
sebagaimana dimalsud pada avat (1} huruf a dan produalk
bersertifikat SNI sebagaimana dimaksuad pada aval (1)

huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupl.

Baginn Keliga

Pemaketlan Penguadaan Barang/ Jasa

Pasal 20
Pemalkeran Pengadaan Barang/Jasa dilakulian dengan
berorientasi pada:
a, keluaran atanl hasil;
. wolume barang/ jasa;

i kelersediaan oo
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c. [lcterscdiaan barang/ jasa;

d.  kemampuoan Pelaka Usaba; dandalan
£, keleraedinan anggaran l}E|FJH_j:-1.

Dalam melakukan pemakeisn Pengadase RaraongJasa,

dilarang:

d,  menyalukan atan menmasatkan  beberapa  paket

I'engadaan Barang/Jasa yvang tersebar di beberapa
Iokasifdacrah yang menurul silal pekerjaan dan
tinglkat cfisicnsinya  scharusnya  dilakukan di

Leberapa lokasi/dacrah masing-masing;

. menyatukan beberapa pakct Pengadaan Barang/ Jasa
yang et sifat dan jenis pekerjaannya harus
dipisahlan,;

c.  menvalulkan beherapa pakel Pengadaan Barang/Jasa
vang besaran nilsinya seharusoyva dilaloukan olch

ussha keeil; dan/ atan

d.  memecah Penpadaan Barang/Jasa menjadi beberapa

palket dengan maksud menghindar Teruler/Selelsi,

Bagian Keempat

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pazal 21

Konsolidasi Penpadaan Barang/.Jasa dilakukan  pada
tahap perencanasn pengadasn, persiepan Pengadaan
Burang/Jasn  melalni  Penyedia, danfalau persinpan

pemilihan Penyedia,

Konsolidasi Pengadasn Barang/Jasa dilaksanakan alch

PASKPA S PPE dan/fatau URPEJ,

Rapian ...

= . -t
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Bagian Kelima

I*enpuminman Hencana Urnum Pengadasan

FPasal 22
'enguminnan REUP Kementerian/ Lembaga dilakaikoan

setelah penstapan alolasi anggaran belanja.

Penpgumuman RUP Peranglkar Daerah dilalalzan setelah
rancangan Peraturan Doerah tentang APBD  disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Porwakilan

Ralyal Daerah,

Pengumurman RUP schagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (1), dilakoakan melalu aplileasi Bistem [nformasi

Eencana Umum Pengadaan (STRUTP.

Pengpumuman RUP metalul SIRUP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} dapat ditambahkan dalam situs web
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Chaerah, [rapan
pengumuman  resou untuk masvarakat, sural kabwr,
dan/atau media lainnya.

I'engumuman RUD dilalukan kembali dalam hal feedapat
perubahan/revizsi paket penpadaan alau Dallar [sian
Pelaksanaan Angearan  [DIPA)/ Doltumen  Polaksanaan
Anggaran [T¥PA).

BAR ...
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PERGIAPAN PIENGADAAN BARANG JARA

Bagian Kesatu

Persiapan Swakelola

Pasal 23

lersiapan Pengadaan Barang/Jasa melalun Swakelola
meliputi penetapan sasaran, Penyelenpggara Swakelola,

rencans loepintan, jadwal pelaksanaan, dan RAT,

Penelapan  sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana

dimakaiad pada aval (1) ditetapkan oieh PAJRPA.

Penelapan Penyelenpepars Swakelola dilakokan sebwpai

berilout:

a. Tipe 1 DPenyclengeara Swalclols ditclapkan oleh
1A S KA,

b. Tipe U Tim Persiapan dan Tim Pongawas difetaplkan
olch Ma/KI*A, scria Tim Pelaksana ditelapkan oleh
lKementerian / Lembaga / Perangkat Dacrah laan
pelaksena Swakelola;

. Tipe HI Tim Mersiapan dan Tirm Penpawas ditetapkan
olech PASEPA serla Tim Pelaksana diletaplan oleh
pimnpinsn Ormmeas pelaksana Swakelola; sl

d.  Tipe IV Peonyelenggara Swakelola dilelapkan oleh
pitnpinarn Kelompok Masyaralat pelalksana
awakelola.

Rencana kegiatan aebagalmeana dimalksud pada ayvat 1)

ditetapkan oleh PIME dengan memperhitungkan tenags

ahlif peralatan/ bahan tertentu vang dilaksanakan dengan

Kontrale tersendiri,

(5] Tenaga ...
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Tenapa ahll sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya
dapat dipunalean dalam pelalesanaan Swalielola tipe T dan
jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50%: {lima pahoh

persen) dan jumlah anpeota Tim Pelalocsana.

Hasil persiapan  Pengadesn  Barang/Jasa melala
Swakelola  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)

dituangkan dalam KAK kegiavan /subkegialan/ oulput.

Rencana  keginlan yang  diusullan oleh  Kelompole

Masvarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.

Pasal 24

Biaya Penpgadean Barang/Jass melalul Swakelola dihitung

berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.

PA dapat mengusullkan siandar biaya masulkean/leeluaran
Swakelola kepada menteri vang menyelengparalian urasan
pemerintalisn di bidang keusngan negarz atau kepala

darrah,

Bagian Kedua

Persiapan PPengadaan Barang/.Jasa Melalizi Penyedia

Pasal 25

Persiapan 'engadaan Barang/Jasa melalui Periyedia oleh PPE

meliputi kegiatan;

il.

b,

.

menetapkan HPS;
menctapkan rancangan kontral;
menctapkan spesifilkasi teknis/ KAK; dan/fatan

menctapkan vang muka. jaminan vang mika, jaminan
pelalksonaan, jaminan pemeliharaan, sectifikat parans,

dan/atan penvesuaian harge.

Pasal ...
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Pasal 26

HPS dibilung secara keahlinn dan mengsunakan data
vang dapal dipertongrungjawablkan,
HPS lelah memperhitungkan keuntungan dan hiaya tidask

langsung [overhead cost).
Milai TTPE bersilal terbuks dan tidalk bersifat rahasia,

Total HPS merupakan hasil perhitungan 1TPS ditamnbah
"ajak Pertambahan Wilzi (PPN},

HI'S digunakan selagai:

. alat untulke menilai leewajaran huargs  penawaran
danfatau kewajaran harga satiuan;

. dasar untuk menelapkan batas tertinggl penawaran
vang sah  dalam  Pengadaan  Barang/Pekerjaan
Konslruksi /Jasa Lainnya; dan

2. dasar untuk menctaplkan besaran nilal Jaminan
Pelaksanasn bagl penaworan vang nilainye lebih
reticdah 80% [delapan pulub persen) dari nilai TIPS,

HPH tidek menjad] dasar perhitungan besaran keragian

Hepgara.

Petnyusunan  HPS  dikecualiban untuk Pengadaan

Buarang/fJase dengan Tapu Anggaran  paling  banyak

RE10,000.000,00 (sepulub juta fapiah), E-purchcsing, dan

Tender pokerjaan terintograsi.

Penetapan 11PS paling lama 28 [dua puluh delapan) Lard

kerja sebelum batas althir untuk:

. pomasulkan  penawaran uniuk  pemilihan dengan

pascabkualilikas: ale

b, pemasukan dokumen kualilikasi untuk  pemilihan

dengan praloualifiikasi.

FPasal ...
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Pasal 27
Jenis Kontrak Pengadaan Darang/ Pekerjaan
Konstmlessi f\Jasa Lainnya terdiri atas:
A, Lalonsin;
b. larga Satuan;
. Gabunpan Lumsuarn dan Harga Satuon;
d.  Terima Jadi [Tumkey); dan
e, Hontrak Pavung.
Jenis Kentrale Pengadaan Jasa Konsultansi terdivi atas;
A, Lumsum;
b, Waktu Penugasan; dan

¢ Kontrale Pavunge,

Konirak Lumsum scbagaimana dimaks=od pada ayat (1)
buril a den ayal [(2) horal & merapalan konirak dengan
ruang inglaip pekerjaan dan juinlah harps yang pasll dan
lelap dalam balas waklu lertentu, denpan ketentuan
sebagral borilout:

. scmua risiko scpocnuhnya ditanpgung oleh Penyediag

L.  berorientasi kepade keliaran; dan

. pembayaran didasarkan pradda iatispan
produli/keluaran  yang dihasilkan sesuai dengan

Kontrak.

Eonbrak Harga Salusan scbhapaimana dimsksad pada aval
{1} hwwf b merupakan kontrak  Pengadaan
Barang/Pelkerjaan Konstruksi/.Jasa Lainnya dengan harga
satuan yang tetap vntuk setiap satuan ataw unsur
pekerjaan dengan spesifikasi  teknis fertentu atas
penyelesaian seluruh pelerjaon dalam batas wakia yang
telah ditetapkan dengan ketentuan sebagal beriloat:

a, voluame ...
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a. volume atau kuantitas pekerjasnnyn masih bersifat

perkiraan pada saal Konlrak ditandatangani;

. pembayaran berdasarkan hasil penguliran bersama
atas realisas volume pekerjaan; dan
e, nilai akhir konirak  ditetapkan selelah selursh

pekerjaan diselesailan.

Konlrak Gabungan Lumsum dan  Harga Satuan
selbapaimana dimaksad pada avat (1) hunal ¢ merapakan
Konirak Pengadaan Barang /Pekerjaan KonstruksifJasa
Lamnnya pabumgan Lumsizm dan Harga Satizan dalan
(satu) pekenjasn yang diperjanjilan.

Konlrak Tenma Jadi [Tumiey) schagaimana dimalosud
pada aval (1] huraf d merupalkan Eontrak Ponpgadoan
Pekerjaan konstruksi atas penyelesaian selorah pekerjaan
dalam batas waoktu tertentu dengan ketentuen sebwmpgai
beriloat:

a. jumlah harga pasti dan telep sampal seluruh

pcoloecrjaan selesal dilaltsanalean; dan

b.  pemboyaran dapat dilalkukan berdasarkan termin

sesual kesepakatan dalam Konlrak,

Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat {1
huraf e dan ayal (2] hurul ¢ dapal berupa kontrak harga
satan dalam periode wakiu wricntu untuk barang/jasa
vang beluom dapat ditentukan wolume danfataua walkta

poengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

Rontrak berdasarkan Waktu P'enugamr: sehapaimana
dimalesud pada avat [2) huaral b merupakan Konlrak Jasa
Konsultansi unink  pekerjaan yaneg ruang lingkapnva
belum bisa didefinisikan dengan rine dan/ataa walba
vang dibutubbon nntuk menyelesaikan pekerjaan belum

biga u:li.pas’rikan.
1) Kontrak ...
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Kontrak Tshun Jamalk merupsakan Konirak Pengadaan
Buarang/Jasa yang membebant lebih dan | {salu) Tabiun
Anpoaran dilakulean sctelah mendapatkan persctujuan
peinbat vang  berwenong  scsuml dengan ketentuan

peraluran perandang undangan, dapal berapa:

a, pekerjadan yang penyelesalannys lebih dar 12 (dua
belag) bulan atau lebdh darci 1 (sata) Tahun Angearan;

HlAL

b, pekeraan yang memberikan manfaat lebih apabila
dikontraklkan untuk jangks wakiu lebih dard 1 (saca)
Tahun Anggaran dan paling lams 3 (tigs] Tahun

Anggaran.

Pasal 28
Bentuk Konrrak terdiri atas:
A, buki pembelianf pernbayaran;
b, kuitansi;
i Surat Perintah Korja (SPE);
d, surat perjanjian; dan
B, SUrat pesanan,

Bukti pembelion/pembaysran  sshagaimana  dimaksd
pada aval (1] hwufa digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa Lainnva dengan  nilai paling  banyak

Fpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kuitansi scbagaimana dimaksud pada agaet (1) burad b
digunalean  untuk  Pengadaan  Barang/Jasa  Lodooya
dengan nilai paling banvak RpS0,G00.000,00 (lima pulub
juta rupmah).

(4] SPK ...
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SUK schapaimana  dimaksud  pada ayat (1) hwuat e
dipunakan untuk Penpadaan Jasa Konsultansi dengan
nilwi paling banvak REplOQ0.000,.000,00 (scratus juta
mipiah), Pcngadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai
paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lina pulub jula
rupiah)  sampai  dengan  ralai paling  banyak
Rp200.000.000,00 {dua ramis juta rupiab), dan Pengadaan
Pelierjnan  Konstruksi  dengan  nilai paling  banyak

Rpp 200, 000, 000,00 {dua ratus Jula rupah).

Sural perjanjian sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dipunakan untulk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstroksi/Jasa Lainnya dengan nilad paling sedilcic di
ias Bp200.000.000,00 [dua ralus juta mpiah) dan untuk
Pengacaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedildit di
atas Rpl00,000.000,00 [seratus juta rupiah).

Sural pesanan sebagaimana dimsalsud pada avat (1)
hurul e digunakan untulk Pengadaan Barang/ Jasa meialoi
E-prarchsing atan pembelian melalul toko daring.
Eetentunan  lebih  lanjut  menegenal  benluk  kontrak
sehapaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen
pendukung Kontralk, distur dalam peraturan menlen yang
menyelenggarakan  urusan  pemcrintahan di bidang
Leenangan TICRHTH dan/atan menteri VEIE
menyelenggarakan wrusan di bidang pemerintaban dalam
negeT,

Pasal 29
Uang mula dapal diberikan untuk persizpan pelaksanaan
pekerjaan.
Harig  ruks  sebageimana  dimaksud  pada ayat (1)

diberikan dengan kelentuan sebapgal beriloat:

. paling tnggi 30% (Hpa puluh persen) dam milas
kontrak untuls asaha keol;
br. paling ...
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paling gl 20% [dua puluh peorscn| dard nilai
konlraz untuk usaha non-kecil dan Penvedia Jasa

Eonsullansi; atau

paling btngee 15% [llma belas persen) dar nilai
kontralk untuk Kontrale Tahun Jameak,

Pemberian vang muks dicaniumksn pada rancangan

kontrak vang terdapal dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 30

Jaminan Pengadaan Darang/Jasa lendinn alas;

L.

L.

ci

cl.

L

Jaminan Penawaran:

Jaminan Sanggah Banding

Jaminan Pelaksanaan:

Jaminan Uang Muka; dar

Jaminan Pemeliharaan.

Jaminan Petaawarann ﬁ&bagsuittmum dirnialksind IJHI]H Ayl (1)

huruf a dan Jaminan Bangeah Baoding sebapgaitnana

dimaksnd pacda ayat (1) huarot b hanya untuk pengadaan

Pekerjaan Konstruksi,

Jarminan  sebapaimana dimaksud  pada ayat (1) dapat

boerupa bank garansl atau sureiy bond.

Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pads ayal (3)

hersilat:

H.

I,

Litlake Dersyaral;
trudab chicairkan; dan

haris dicairkan oleh pn:-‘.ﬂm'hil JHIMIIAN E:H“IIE farnihaAl
14 [empat belag) hari kerje setelah suraf perintah
pencairan deri Pokija Pemilihan/PPE/Pihak  yang
diberi kuasa oleh Polija Permlihan/PPE diterima.

(%) Pengadaan ...
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Penpadasn Jasa Konsuitansi tidak diperhikan Jaminan
'cnawaran, Jaminan  Sangpah Bandine, Jaminan

Pelaksansaan, dan Jaminan Pemcliharaan,

Jaminan dari Bank Ui, Perusahaan Penjaminan,
Perasahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus vang
tmenjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan,
dan asuransl untulk mendorong elespor Tndonesia sesuai
dengan  ketentuan peraturan perundang-undangsn di
bidang lembapa pembisyaan ekspor [ndonesia dapat
digunalan unluk semua jenis Jaminan.

Perugsabaan  Penjaminen, [Perusahaan Asuransi, dan
lermlmps kewangan khiosus yang menjalsnkan usaha di
bidang pemblaysasn, penjaminan, dan ssuransi uantulk
mendorong ekspor Indonesia scsuai dengan ketentizan
peraluran perundanpg-undangan di bidang  lembaga
pembiaysan ckspor Indonecsia schagaimana  dimalesiad
pads ayat (4} adalah Perusahaon Penerbit Jaminan vang
memililel izin vsaha dan pencatatan produle sweetysTin di

Otoritas Jasa Kenangan.

Pasal 31

Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalain Pasal
30 ayat (2 diberlakukan unluk nilai toial HPS paling
sedikil dil oatas Epl00D0.000.000,00 [sepulubh miliar
rupiat).

Jarninan Penawaran sebagaimana dimalksud pada ayat (1)
besarnys antara 1% (satu persen) hingea 3% (tiga persen)

dari nilai total HI'S,

Lintule Pekerjaan Konstrulksi  terinteprasi, Jaminan
Penswaran  schagaimana  dimalsud pada  avat (1)
besarniva anlara 1% (sall persen) hinges 3% (Uga persen)
dari nilai Pagm Angparan.

Pasal ...
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Pasal 32

Jaminan Z2anggah Banding schagaimana dimalosud dalam
Pazmal 30 aval (2) besarnya 1% (satha persen) dari nilai total

HPS.

Untuic Pexerjaan  Konstruksi  terintegrasi, Jaminan
Sanggah Banding sebagaimana dimaolesud dalam Masal 30
aval (2} besarnya 1% (salu persen) dari nilai Pagu

Anggarai.

Pasal 33

Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayal (1} bumal o diberlakukan untuk Konlrak
Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Laianya
dengan nilai paling sedildt di atas Rp200.000.000,08 (dua

ratus juta mapiah).

Jatmtian Pelaksanaan sebagaimana elirraksid pada 2yl

(1} tidak diperlukan, dalam hal:

a. Pengadasn Jasa Lainnye yang asel Penyedia sudah

diltuasal oleh Penpouna; atau

b.  [Dengadaan Barang/Jaso melalul £ purchasing.

Beosaran nilal Jaminan claksanaan adalah schapad

beritoial;

a. untak nilal penawaran terkorelksl antara  B50%
[delapan pulubh persen) sampal dengan LOO% (scratus
prrsen) dan mala HPS, Jaminan Pelalosanaan sebossr
A% [hna persen) dan mla kombraks; alau

. unluk nilai penawaran erkorcksi di bawsh 80%
{delapan puluh persen) dart nilal HPS, Jaminan
Pelaksanaan sehesar 2% (hma persen| darl nilag total
ITPS.

(4] Bosaran ...
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Besaran nilei Jaminan Pelaksanaan uniuk pekerjaan

rerintegras adualah sebagst benloat;

A, untuk nilal penawaran antara S0% [delapan puluh
persen] sampai dengan 100% [{seralus persen) dard
nilal Papu Anggaran, Jaminan Pelaksananan sebesar
5% (lima persen| dari nilai kontrak; atan

b, untuk nilal penawaran di bawah 80% [delapan puluh
persen) dari nilai  Pagu  Anggaran, Jaminan
Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dar nilai Pagu
Angpatar.

Jamminan  Pelaksanasn berlaku sampal dengaay serah

terima pelerjaan Pongadoan Barang/Jasa Lainnya atan

serah rterima pertama Peleerjaan Konatraksi.

Pasal 31
Jaminan Uang Muka sebagaimana dimalesud dalam Pasal
a0 ayat (1) hurul d diserahkan Penyedia kepada PIPE
scinilon wang muka.
Nilal Jaminen Uang Muka schagaimana dimalesud pada
avat (1) bertahap dapat dikurang secars proporsional

sesual dengan siss uang ik vang dilerimea.

Pasal 35

Jamman [Pemeltharaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) huraf & diberlakiokan untuk Pekerjaan
Konarrides) atau Jaza Lainnya yang membutublian masa
pemeliharaan, dalarm hal Penyedis menerima uang retensi

pada serah terima pekerjaan pertamas [Provisional Florid

Chset],

Jaminan Perneliharsan sebagaimans dimaksud pada ayat
(1) dikembmlikan 14 [ernpal belas) han kena sebelah masas

perneliharaan selesad,

(3] DGesaran ...
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(1]
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Besaran nilai Jarminan Pemneliharsan sebesar 5% (Hma

peraen) dan nila Rontrak,

Pasal 36

Sertifileat Garannsi diberilean terhadap kelaikan
penggunaan barang hingga jangks wakni rertening sesusd

dengan ketentian dalam Kontrak,

seriifikat Garansi scbagaimana dimalksud pada ayac (1)
ditertnllan oleh produsen alau pihak yang ditunguls sceara

sah oleh produsen,

Pasal o7

Pemyesualm: harga dilakulan dengan leetentuan sebagai

berilaut:

a. dhiberlakukan  terhadap Hondrak  Tahun  Jamals
dengan jonis Kontrale Hargo Satuan atou Kontrale
berdasarkan Waklu  Penugasan  sesual  dengan
ketentian dan persyvaralan wvang (elah tercantom
dularmm Dokumen Pemilihan dan/ataa porabahan

Dokormen Pemniliban; dan

L. lata cars penghilungan penvesuaian hargs harus
cicanlumkan  dengan Jelas dalam Doloumen
U'emilinan qan/fatau perubahan Dolkumen Pemilihan
vang merzpakan  bapan  lidak lerpisahksn dard
Fomirsk,

Persyarafan dan lals cara penghitungan  ponycsuaian

harga schagaimana dimaksug pada ayat (1) terdiii atas:

A. penyesuzian harga  diberlakukan  pada  Kontralk
Tahun Jamak vang masa pelaksanaannya lebih dard
18 [delapan belas) bulan;

b, penyesuaian ..,




1,
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penvesuaian harga -HnerE,HirIJHrJH dirnaksind pada
huruaf a diberlakulion mualal bulan ke-13 (Gea belas)

sejok pelalksanaan pelkerjoan;

penyesnaian hargn ssluan berlaka bapi selurah
keglatan /mata pembaysran, keeuall  komponen
kountungan, biaya tidak langsung (overhiead oost),
dan harga sanian timpang sebagaimana tercaniim

dalam penswaran;

penyesiaian harga saluan diberlaskukan sesoam
dengan jadwal pelaksanaan yvang torcantum dalam
Kontralt

ponyvesuaian harga satuan bag komponen pelkorpaan
vang berasal dari luar negen, menggunskan indeks
penyesuaian harga cari negara asal barang tersclbut;
jenis pekerjpan baru dengan harga satuan bara
sebapal  akibatl  adanys  adendum  lontrale dapat
diberikan penyesuaian harga mulai bulan lee-13 {tiga
belas) sejak adendum kontralk tersebut
ditandatangani; dan

indeles yang dipunakan dalam hal pelaksanaan
Konfrak terlambal  disebablkan  oleh  lesalahan
IPenyedia adalah indeks  terendab antara jadwal

kontralk dan realisasi pekerjasn.

Pazal 35

Metode permilihan Penyedia Barang/ Mekerjaan

Konstrulksif Jasa Lainnya lerdivd atas:

H.

b,

d,

E-purchasing,
Pengadaan Langsuang;
Penunjulkan Langsuang;
Tender Cepal; dan

Ternder.
2 B-purchasing ..
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(3]

(4]
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E-purchasing scbagaimana dimaksud pada avat (1)
huraf a  dilaksanakan untuk  HBarang/Pekerjaan
Konstruksi fJasa Lainnya vang sidah dercantium dalam

lentalog clcl—;tmnﬂ{-

Pengadaan Langsung sebapaimana dimaksiud pada ayal
(1} bhurul b dilsksanaskan uniulke Barang/ Polkogaan
Konstruksi fJasa Lainnya yang bermilan paling banyak

a2 010, OO0, 00, 060D [dhas |'=-Jltn-'._]'t:|11-|. rirpuahl].

Permunjukan Langsung sebagaimans dimalegsud pada avat
(1) huraf ¢ dilslsanalcan untule Hamng;’l’cl{erjaan'

Eonstraksi/Jasa Lainnva dalam keadaan tertentu.

Kriteria  Barang/Pekerjaan  HonsiroksifJass Tainnya

uniiuk keadaan lerteniin sehagaimana dimslksud pada avat

(}) melipnati:

. penyelenggaraan penviapan kegiatan yang mendadak
untuk menindaklanjuti komitrnen inlemasional yang

dihadin oleh Presiden / Walal Presiden;

b, barang/jasa yang bersifal rahasia untuk kepentingan
Negara melipali  inleljen, perhndungsn salksi,
petigarmanen Presiden dan Wakil Presiden, Manrman
Fresiden  dan Mantan  Walal Dresiden beserta
keluarpanys seria lamu negara sctingkat kepala
negara/ kepala pomerintaban, atau barang/jasa lain
bersifar rahasia sesudl dengan ketentuan peraturan
porundang-undangar,

.  DPockerjaan Konstruksl bonpunon yang merapakan
salu kesaluoan sistem konsbruksi dan satu kesataan
tanggung jawab atas nsiko kegapalan bangunan yvang
SECATE Lkeseluruhan tilale dapat
dhrencanalan /diporhilungkan schehonnys;

d. Barang, ...
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Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
hanya dapal disedizkan oleh | [satu) Pelaloa Usaha
VEILZ 1T

pengadaan dan penyahiran bernh ungeul  vange
melipuri benih padi, jagung, dan kedelal, serta pupuk
yahg mehipuali Ures, NPK, dan ZA kepada petani dalam
rangka menjamin kelersediaan benib dan pupulk
secara lepal  dan cepal  unbuk ptlakﬁaﬁaﬁm
preninglalan ketahanan peangan;

pekerjaan prasarana, sorona, dan utilitas amum di
lingkungan perumalian bagi Masyarakat
Berpenphagilan Bendah  yang  dilakssnslian olch
pengembang yang bersangkutan;

Barang/'ckerjaan  Konstruksi/Jasa Lainya vang
aposifilt dan  hoanva  daoapat  dilaksanalkan  oleh
pemegang  hak paten, atan pithak vang  telah
mierdapal izin darl pemepang hak paten, alag pihak
vang mergadh pemenang lender unluk mendapatkan
fwin dart pemeriniahl alan

Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jass Laintfiys  yang
gatelah dilakokan Tender wlang mengalami

kepapalan.

Tender Cepat  schagaimana  dimaksad  pads ayat (1)

buaraf d dilalssanalean dalam hal:

38

ts,

spesifikasi dan volume pekeraannya sudah dapal

ditentukan sscara rinci; dan

Pelaky Usaha ilelah  terkualifikasi dalam  Sistem

Informasi Kinerja Penyedis,

Tender scbagaimana dimeksuad pada ayal (1) ool e
dilaksanalkan dalain bal tidak dapal menpgunakah metode

pemilihan Penyedia schagaimana dimaksud pada ayat (1)

huratf a sampal dengan huraf d.

Pl .
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Paaal 39

Metode evaluasi penmwaran Penyedia Darang/Peleerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya dilakulan dengan:

a. Sistem Nilai;

I Penilalan Blaya Selama Umur Elonomis; alai
. Harga Tererdah.

Metode evaluas Sislern Nilai Jdigunakan untuk Pengadaan
Barang/Pclerjasn KonsiruksifJasa Lainnya yang

memperhitungkan penilalan teknis dan harga,

Metnde evaluasi Penilaian Bilayva Sclama Umur Ekonormmis
digninalean untal Pengadaan Barang S Peloerjaan
Konstrulesi/Jasa Lainnya vang memperhitunglsan faktor
umur  ekonomis, harga, biava opcrasional, biaya
pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka walou operasi

FEFLE.

Metode  evaluasi Harga Terendah  dipunakan antuk
Penpadaan Barang/Pekerjaan Konstraks: fJasa Laintya
dalam hal harga menjadi dasar penctapan pemenang di

antard penawaran yang memenubl persyaratan leknis,

Paszal 40
Mectode ponyvampodan deokumen penawaran  dalam
pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kongtraksi/ Jasa
Lanmmya dilakuban denggan:
e 1 [matw) fils;
he 2 {dua] fils; atau
i, 2 fihua] tahap.,
Metode  saty e digunakan untuk Pengadaan
larang ,-f Pekerjaan  Konstruksi/Jasa  Lainnva vang
menggunakan melode evaluas Harga Toerondah,

[3] Mctode ...
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Metode dua e digunakan  untulk  Peopgadaan

Barang/ Pekerjasn  Konstrulsi/Jasa  Lainnya  yang

memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu,

Metode  dua  tahap  digunakan  untuk  Pengacaan

Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa  Lainnya yang

memiliki karakteristik sebagai beriloat:

g, spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan
pasti;

b, mempunyai beberapa alternatif pengpunaan sistem
dan desain penerapan telenologi yang berbeda;

c. dimungkinkean perubaban spesilikasi telnis
berdasarkan  Klaritikasi  penawaran  tekhis  vang
diajukan; dan/alau

.  membutuhkan penyetaraan teknis,

I'asal 41
Metode pemilihan enyedia Jasa Konsultansi terdirl atas:
#,  Seleksi;
b. Pengadasn Langsung; dan
e, Penunjukan Longsung,

Seleksi sebagaimana dimaksud pada avat (1) haraf a
dilalesanalkan untak Jasa Konsultansi berpilal paling

scdikit di atas Rp 100, 000.000,00 (seratus jula rupahl].

Pengadaan Langsung schagaimuns dimeksud pada ayat
(1} hural b dilaksanakan untuk Jasa Konmsultansi vang
bernilal sampai dengan paling banyak Rp 100, 000.0G00,00

[seratus juta rupiah).

Penunjukan Lungsiing sebapaimana dimakesud pada ayac
(1} hurufl ¢ dilaksanakan antuale Jasa Konsultansi dalam

keadaonn tortentia,

(2) Kriteria ...
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Eriteria  Jesa Konsultansi dalam keadasn lertenlo

sebapaimana dimaslsud pada ayat (4] meliputi

a4, «Jasa Koensultansi vang hanyva dapal dilakukan oleh |

(satu) TPelaku Usaha vang mampmi;

" b, Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilalookan oleh 1

jsata] pemegang haok cipta vang telah terdallar atag
pihak yvang telahh mendapat izin pemepang bak cipla;

¢ Jasa  Honsultansi di bidang  bukam mmelipat
komsulian hukum fadveleasi atau pengadasn arinter
vang lidak  direncanalkan sebelumnya,  wantuk
menghadapi pugatan danfatan tuntutan hukum dard
pihak lerlerty, yvang sifat pelaksanaan pekerjasn
dan/atan pembelasnnya harus segera dan tidak
dapart ditunda; atau

d.  Permintaan berulang (repeat order] untuk Penyedia

Jasa Komsultans) vang sama.

Dalam hal dilskukan  Penunjukan  Langsung  untuk
Penyedia Jasa Konsultansi schagaimana dimaksid pada
ayat (&) hurat d, diberikan balasan paling banvak 2 (dua)

lemli.

Pasal 2

Metode evaluasi penawaran Penyvedia Jasa Konsalians

dilakukan dengan:

n.  Kualitas dan Biayog
L. Kualitas:

. Papu Anggaran; atag
d.  Biava Terendah.

{2] Metode ...
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Metode evaluas Kualitas dan Biava digunakan unluk
pekerjasn vang ruang ingkup pekerjaan, jenis lenaga ahli,
dan  waktu penyelesaian  pekerjaan dapat diaraikan

detigan pasli dalam KAE,

Metode evaluasi Kualitas dipunakan untuk pekeriaan vang
ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan wakin
penvelesman pekerjaan tedsk dapal digratkan dengan
pasli dalam KAKE atau untul pekergasn Penvedia Jasa

Komnsultans: Perorangar.,

Metode evaluasi "agu Angearan hanva digunakan untuk
ripang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diviraikan
denpan past dalam KAK dan penawaran ldsk bolch
rnelebdabl Pagu Angparan,

Metode evalilasi Maya Terendah har‘.j-‘:—: []iE,unFJhHrl vir ke
pekerjgan slandar atan bersilal rotin vang praklik dan

slondar polaksanaan pelkerjaannya sudab mapan.

I'asal 43

Metode penyvampaian dolumen peonawaran pada
pemilihan Penvecdia Jasa Konsultansi mclahud Pengadaon
Langsung dan Penunjukan Langsung menggunalkan

metode satu file,

Mectode  penyampaian dokumen  peonawsaran pada
pemilihan Penyedia Jasa Konsultonsi melalul Selelesi

mengeunalkan metode dua file,

’asal 41

Kualitikasi mermpakan evahiosi kompetensi, kemampuan

usabia, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penvedia.

Fualifitasi  dilakukan  denpan pascakualilikast atan

prakualiilossr.

(3] Pascakimlikas
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Poscakualilkas  dilgksanaksn pada pelaksanaan

pemilihan schagad berilout:
a, Tender Darang/Poekerjaan KonstraksifJasa Lainnya
unluk Penpadaan vang bersifat tidak kompleles; ataa

b,  Beleks: Jasa Konsultansi Perorangan,

Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimalksad
pada ayat {3) dilalakan bersamaan dengan pelaksanaan

cvaluasi penawaran dengan menggunakan melode sistom

gL,

Prakualifiltasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan

sebagai berilul

a. Tender Barang/Peleerjonn KonstrioksifJass Lainnya
untuk Pengadaan vang bersafal komplelos;

b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Wsaha; alan

& Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Pckerjaan
Konstrulksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa

Eonsultansi Perarangan / Jasa Lainnya,

Kualifikasi pada praloaalifikasi sebapaimana dimalosad
pada ayat [3) dilalkukan schoeham pemasitkan peodwsaran

dengon mengounekan metode;

A, aistem gupur unluk  Penyodia  Barang/ Pekerjaan

Konsirrksi/ Jasa Lainnya; atan

b, sistemn pembobetan dengan ambang balas untulk

Penyedia Jasa Konsultansi.
Haszil pralmalifileasi menghasilkan:

a. dallar pesorta Tender Barang/ Peleriaan

Eonstrulesi/ Jasa Lainnva; atau
b, daftar pendek peserta Seleksi Jase Kongullansi.

(8] Dalam ..,
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Dalarn hal Pelakn Usaba telah terkualifikasi dalsan Sistom
Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembulction
kualifikasi.

Pokja Pemilihen  dilarang  menaimbah  persyaratan

iaalifileasi vang diskriminatif dan Hdak objektif.

Pengadaan  Barang/Jasa  yang  borsifal  kompleks
sebapaimana dimalesud pada ayal (5) burnf a adalah
penpadasn Barang) Pelcerjaan KonsiruksifJasa Lainnya
vang meompunyai risileo  tinggl, memerlokan  teknologi
tingei, mengpunakan peralatan vang didesain khusus,
danfatan sulit mendefinisiltan sceara teknis bagaimana

cara  memenuhi kebnitunhan  dan tujudan Penpadaan

Barang/Jasa.

Pasal 45

Judwal  pemilihan unluk  setiap  tahapan  dilelapkan

berdasarkan alokasi waktu vang cukup bagl Pokja Pemilihan

dun peserta pemilihan sesuai dengan komplelsitas pekerjaan.

Faszal 45

Dokumen Pemilihan terdivt atas:

a.

(53

Dokumen Kaalifikasi: dan

Nnkumen Tender/ Selekst/ Penunjukan Langsung/

Penpadasn Langsing,

BAB ...
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BAR VI
PELAESANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA MELALLUI
SWAKELOLA

Bagian Kesatn

Pelaksanaan

Pasal 47

Pelalesanaan Swalelola tipe T dilakukan dengan ketentuan

sebagal berikul:

2, PASKPA rla prat. mengganakan P Al
Kementerian/ Lembaga/ Perangkal Daerah lain
dan/atau tenaga shli;

. Penpounzan lenaga ahli tidak boleh melebihi 0%

{lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelalesans; dan

c. Dalam hal dibumahlan Pengadean  Barang/Jasa
melalui Penyedia, dilalsanskan sesual ketenloan

dalam Peoratiran Presiden ind.

Polaksanaan  Bwakelola  tipe 11 dilakokan  dengan

keteniuan sebagal benkul:

s, PAJKEPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan
Kementerian / Lembaga / Peranpkat Daerah lain

pelaksana Swakeloln; dan

b, FPK menandalsnpani Kontral dengan Ketua Tim
Pelaksana Swakelola sesual dengan  kesepalkatan

kerja sama sehbagaimana dimaksud pada huraf o

Pelaksanaan Swakelola tipe [ dilaloukan berdasarkan

Koatrak PPK dengan pirnpinan Ormas,

(4] Pelaksanaan ...
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Polaksanaan Swakelola tipe TV dilakukan berdasackan
Kentrak PPE dengan pimpinan Kelompolk Masyarakal,

Uniuk pelaksanoon  Swakelola  tipe 1l sebagaimana
dimalesud pada ayat (2), tpe I selbwapaimans dimalosud
pada ayal (3), dan tipe 1V schagsimana dimaksud pada
ayal (4], nilai pckerjaan yang tercantum dalam Konlrak

gudah termasule kebutuhan barang/jasa vang diperoleh

mielalun Ptrh_'g.fr‘.'d'la.

Bagian Kodua

Prinbaryaran Swalcclola

Pusal 48

Petnbayaran Swalelola dilakukan sesual dengan ketentian

peratiiran perundang-undangan.

11]

(£

(3]

Bagian Keliga

Pengawasan dan Perlanggungjawalan

Pasal 4%

Tim Pelaksana melaporkan  kemajuan  pelalsanaan
Swalkelola dan penggunsan keuangan kepada PPE sccara

berkala.,

Tim Pelaksana menyverahlan hasil pekerjuan Swalelola

kepada PI'K dengan Derita Acara Serah Terima.

Pelaksanaan Swaleelola diswasi oleh Tim Penpawas secars

herkala.

BAE ...
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BAR VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA MELALLI
PENYEDILA

Dagian Kesalo

Pelalsnarnaan Permilitian: Penyedia

Pasul 50
Pelalkzanaan pemiliban melalai Tender/ Seleksi melipufti
a. l’clal-:sanam"_i Kuahfileasi;
b, [enpumuman danfatau Undangan;
. Dendaltaran dan Pengambilan Dokoumen Pemlihan;
d. Pemberian Penjelasan;
. Penyarnpaian Dokumen Peh@awaran;
Il Foaralums Dokumen Penawaran,
g Penetapan dan Penpumumsn Pemenang; dan
h. Banggah,

Selain ketentuan sebagasimana dimsksad pada ayal (1)
untuk pelalsanaan  peomilihan  Pekeraan Eonstroks:
citambahlean tahapan Sanggah Banding.

Pelaksonaon  pemilihan sebagaimans dimaksad  pada
ayat [1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilaleukan

klarilikasi dan neposiesi terhadap penawaran telnis dan

hiaya sclelal mass sangeah selesali,

Pelalesanaan  permliban melalun Tender Cepat  dengan

kctentuan schapgs’ berikul:

a.  peserfe telah terkualifikast dalam Sistcm Informasi
Kinerja Penyedia;

b, peseria hanya memasikan penawaran harga;

o oevaluasi L.
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¢ evaluasi penawaran harga dilakukan melala apliktasi;

flan

d. penetapan pomenang berdasarkan harga penawaran

terendals.

Pelaksanaan  E-purchosing  wajib dilakukan untuk
harang/jasa yang menyanglkat pecmenuhan kebutunhan
nasional dan/atan strategis vang ditetapkan olch menie ri,

kepala lembaga, atau kepala daerah,

Pelaksanann Penuniukan Lengsong dilakukan dengan

mengundang 1 {satw) Pelaku Usaha yang dipihh, dengan

disertal negosiast teknis maopun hargs,

Pelaksanaan Pengadaan Langsunpg dilakukan sehagai

berikut:

p. pombelianf pembayaran  langsung kepada Penyedia
untuk  Pengadaan  Barang/Jasa  Tainnya  yang

mengpunakat buktl pembelian atau kuitansi; atau

h. permintaan  penawaran  yang  disertadl  dengan
klarifikasi serta negosias tcknis dan harga kepada
Pelaku Usaha unluk Pengadaan Loangsung  yang
mengganakan SPK,

Pemilinan  dapal  segera  dilaksanakan  selelah  RUDP

diummimbkan.

Untule barang/jasa yang kontralonya harus
ditandatangani  peda awal  tabun,  pemibhan  dapat

dilaksanakan sctelah:
a. penetapan Paga Anggaran R/T.; atau

b. persetujuan RKA Perangkal Daerab sesusi dengan

ketentizan peraburan perundang-undangan.

(12 Pelaksanaan ...
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Pelaksanaan pemiliban sebagaimana dimaksad pada ayat

(%) dilakukan sctelah RUP diumumkan terlehib dabula

melalui aplikasi SIRUP,

Penawaran harga  dapat  dilakukan  dengan metode

penawaran harga secara berulang (f-reverse Auchion),

Bagian Kedus

Tender/ Seleksi (ragal

Pe=al 51

Praloaalifiliasl gagal dalatn hal:

a. ectelah pemberian waltu perpanjangan, lidak ada
peserta yang menyampailkan dolkumen kualifikasi;

atan

h. jumlah peserta yang lulus prakuoalifikesi kurang dard

3 (tiga) poscria.
Tender/ Selcksi gapal dalam hal:
a.  terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b, tdak ada pescria vang menyampaikan dolounen
ponawsran  oselelabh ada pemberian waklu
perpanjangai;

¢, lidak ada peserta yang halus cvaluast penawsaran;

d.  ditemukan kesalaban dalam Deoloomen Pemilihan

atau tidale sesual dengan keleniuan dalam Perataran

Fresiden ini;

e, seluorub peserta terlibat  Korups, Knhisi, dan
MNepotisime [KKN);
[.  seloruh pesertn torlibat persaingsn usaha  cdalk

sehat;

g. scluruh ...
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seluruh penawaran hargn Tender Barang/ Peleerjaan

.:!q

KonslruksifJasa Lainnys di atas HI'S;
h., neposiasi biaya pada Sclelesi tidak tercapar, dan/atan
i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPE.

Prakualifilessi pagal sebogaimana dimalkesud pada ayart (1)
dan Tender/Scleksi pagal scbagaimans dimaksud pada
avat (2) huruf a sampai dengan hwruf b dinyatakan olch

Polgja Pemiliban.

Tender/ Seleksi gagal sehupaimana dimaksud pada ayat (2)

Lirul 1 dinyataloaa: oleh PAEKPA,

Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal scbagaimats

dimaksud pada ayval (1), Pokja Pemilihan  segera

melalulean prakualifikasi ulang denpan ketentuan;

a, setelah prakoalifikasi wlang jumlab peserta yang
lulus 2 (dua) peseris, proses TenderfSeleksi
dilanjutkan: atan

I. sctelah prakualifikasi ulang jumlabh peserla yang
lalus 1 (satg) peserts, dilanguitkan dengan proses
Penunjulkan Langsung.

Tindak lanpat dari Tender/Selelesi gagal sebapgaimana

dimaksud pada ayat (2), Polkja Pemilihan segera

melakukan:

q.  evaluasi penawaran ulang;

b, ponyampalan penawaran ulang; atau
¢ Clender/ Selelesi ulang,

Evaluasi penawarsn ulang sebagaimana dimalesud parda
ayal (A) haruf a, dilakukan dalam hal  ditemukan

kesalahan evaluasl pendawararn.

(%) Penyainpaian ...
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MPenyampalan ponawaran ulang sehagatmana dimaksad
pada ayal (G} hurul b dilakukan untule Tender/Selelksi
gapal selbapainana dimaksed pada ayvat {2) buruf d dan
huruf h.

Tender/Seleksi lang sebapaimana dimaksud pada ayat
(G} hurale, dilakukan untuk  lender/Seicksi gagal
sehapaimana dimaksud pada ayat (2) huraf b, huruf c,

huruf &, hurnf £, horaf g, dan hurof i

Dalam hal Tender/Sclekst ulang sebagaimana dimnalosad
pada @val 9 gapal, Pokja Pemilihan dengsn perselojusan
PA/EPA  melakukan  Peounjukan Tangsung dengan

kriteria;
a. Echbutuhan bdak dapat ditunda; dan

b,  tidale  culkup wialcti untulk  melaksanaloan

Tender fHeleksl.

Bapian Ketiga

Pelalgsanaan Konlrak

*asal b2
Pelaltsanaan Kontrak terdiri atas:
a.  Venctapan Surat Perumjukan Penyedia Barang/Josa
[Z1PBJ);
b, Peoandalanganan Kootrak;
2. Pembernsn gang rmakag
id.  Pembavaran prestasi pekerjaan;
2. Perubaban Kontrak:
f. Pervesuadan lares;

Menphontan Kontrek s bau Beralkhirnra Kontrals

1

. Permmuiiisan ..
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h., Pomulusan Kentrak;
i, Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/s@tan
i.  Pcnanganan Kcadaan Kahar,

PPE  dilarang  tnengadakan ikatan perjanjlan alau
menandatangeni Kontmak dengan Penyedia, dalam hal
beham tersedis anpgaran helanja atau tidak cukup tersedia
ANEZATATL lelanja  yang  dapat  menpakibatkan
dilampauinya batas anpgaran belanja yang tersedia untak

kegiatan vang dibiayai APBN/APBD.

Bagian Keempat

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 53
Pembayaran  prestasi  pekerjuan  diberikan  kepada

Penyedia selslah dikurangl angsuran penpgemnbalian uang

muka, retonsi, dan denda,

Retensi schagaimann dimaksud pada ayat (1) sehesar 5%
{lima persen| digunakan sebagal Jaminan Pemecliharaan
Pelcerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemelihoraan Jasa

Lainnyva yatg membutuhlean masa pemelibaraan.

Dalamm hal Penvedia menyorabkan sebaginn pelerjaun
kepada subkontraktor, permintaan pembaysaran haras
dilengkapi  bukti pembayaran  kepada subloontralktor

sesuai dengan realisasi peckerjaannya,

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam

bentulk:
a. pembavaran bulanarn;

b, pombayaran  berdasarkan  tohapan  penyelesaian

pekerjaanfternin; atau

c. prembayaran ...
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¢, pembayaran segars sekaligus setelall penyelesaian
peloeriaan,

Pembayaran dapat dilalukan sehelum prestasi pekerjaan
untuk Penpadaan Barang/Jasa yang karcna sifatnya
dilakukan pembayaran  terlebih  debuln sebelum
barang/jasa dilerima, setelah Penyedia menyvampaikan
jaminan atas permbayaran yang akan dilakukan.
Pembuyaran dapat dilakukan untuk peralalan dan fatau
hahan vang hehun terpasang yang menjadi brapian dari
hasil pelerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah
dicanturnkan dalarm Kontral,

Kelentuan mengenad  pembayaran  sebelum  presiesi
pelkerjaan sebagaimana dirnalsud pada ayat (5] dilakukan
sesal dengan lelenminan peraluran perandang

undangan,

Ragian Kelima

Perubahan Konbralk

Pasal GO

Dalam hal ierdapat perbedaan antara kondisi lapangan
pada  saat  pelaksanaan dengan  gambar  dan/atan
spesilikasi telmis/KAK yang dilentulean dalam dolammen
Kontral, PPK bersama Penyedin  dapat melakulan

perubahan kontrak, yang meliputl:

4., mensmbah atan mengueang volume yang tercantum

dalan Kontrak,

b menambah dan/aten mengurang jenis kegiatang

¢, mengubah spesifikesi teknis sesual dengan kondisi
lapangan; danfatan

.  mengubah jadwal pelalosanaan.

(2) Dalam ...
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Dalam hal perubahan keeirak sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengalcibatkan penambshan nilal koniralk,
perubshen komtrak  dilaksanakan  dengan kelenluan
penambahan niled kontrak akhir Hdsk melebihi 10%
{sepuluh persend dari hares vang tercanium  dalam

lontral mwnl

Et:tgjan Kestiam

Xeadaan Eshar

Pasal 35

Dalam hal ferjaci keadasn kahar, pelaksanaan Konlrak
dapat chherilean,

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilaojulkan, para phake
dapal melaqukan perubahan kontrak.

Perpanjangan  walktu  uncuk penvelesalan  Konirak
discbankan  keadzan  kabar dapat  melewsti Tahun

Angearan.

Tindok lanjut setelah lerjadinys keadaan kahar diatur

dalam Kontralk.

Bapian Ketcjuh

Penvelessian Kontrak

Pa=al 56

Dalam  hal Penvedia gagal menyelesaikan pekerjaan
sampai mesa pelaksanann Kontrak berakhir, namun PRE
menilal  bahwa  Penyedia  mampu  menvelesaikan
pelerjaan, PPK memberikan kesempatan Penvedia unluk

menye.esaikan pelkerfaan,

(2} Pemberian ...
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Pemberian  lecsempatan kepada Pooyedia unlode
mcnyvclesaikan pokerjaan schagaimona dimalosud pada

ayat (1), dimmwat dalam adendum kontrak vang didalamnya
mengalur  waklu  penyelesaian  pelerjaan,  ETNREETIHEN
sanksl  denda  keferlambatan kepada ['enyediz, dan
perpanjangan Jaminan Pelalosanaan,

'emberian lecscmpatan keopada Penyedia  untulk
menvelesaikan  pelkerjadan  sebagdimana dirmalksond pada

aval (1), dapat melamnpaon Tahun Angearan,

Bagian Kedelapan

Serah Terima IHasil Pekerjaan

Pasal 57

Betelah pekerjaan selesal 100% (seratus persen| sesual
dengan kelentuan vang rermuat dalam Kontrale, Penvecia

mengajukan permintaan secara tertulis leepada I'PK untuk

serah terima barang/ jasa.

FPPE melakikan pemeriksaan lerhadap barang/ jasys vang

dliserahikan.

P can Penvedis menandatangani Berita Acara Serah

Terima,

Pa=zal 58

K meonyerahkoan barang/jasa echapaimana dimalisud
dalam Pasal 57 kcpada PASKPA.

PA/EPA  meminta  MPPHDPYPPHP untulke melaloukan
pemeriksaan admimstratif terhadap barang/jasa vang

alean diserabhterimalkan.

Hasil pemeriksasn sebagaimana dimaksid pada ayat [2)

dituanglaan dalam Berila Adara.
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PENGADAAN KHUSUES

Bagian Kesalu
Pengadaan Barang/Jasa

Dilam Rangka Menanganan keadaan Dararat

Fasal 59

(1) Penanganan  keadasn  darurat diladoukan untuls

keselamatan /perlindungan masyarakat  atan  warga
nepara Indonesia yang berada di dalum negeri dean/alau

luar negeri vang pelaksanaannya tidak dapar ditunda dan

harus dilakuloan segera.
() Keadaan darurat meliputi

a, hehcana alam, bencana nen-aiarm, dan/atau bencana

sosial;
b, pelaksenaan operasi pencarian dan perolongan;

¢ kerusalan BArANA,/ prasarana VAng dapat
menggange kegiatan pelayanan publilk;

d.  benesna alam, bencans non alam, beneana sosial,
perkembangan situasi politik dan keamanan di luar
negeri, dan/alau pemhberlakuan kebyakan
pemerintah asing yang memiliki dampak langsung
terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara

Indonesia di luar negeri; dan/atau

e, pemberian bantuan kemanusiaan lemada negara laimn

sang lerkena DENcATa,

(3) Penetapan keadsan darural sebagaimana dimaksuad pada
avat (2) hurala dilalukan sesual dengan kelentuan

peraturan perurcdang-undangan.
(4} Keadaan ...
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Eradaan darurar sebagaimans dimaksud pada avat (2)
huraf o melipnb siaga dearural, tangpap damarat, dan

transist darurat ke pemulihan,

Untult  penanganan keadaan  dararal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), PPK menumjuk Penvedia terdekat
vang sedang melaksanakan Penpadaan Baranp/Jass
sejenis atau Pelalon Usaha lain vang dinilai mampu dan
memenuhi kualilikasi untul melaksanakan Pengadaan
Barang/.Jasa sejenis,

Penanganen keadaan darurat dapel dilakukan dengan
pengeunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan
pekerjaan permansn masih dalam kurun wakio keadaan
darurat.

Penanganan keadsan danoat vang hanyva bisa diatasi
dengan lkonstruksi permanen, penyelesaian pekorjaan

dapat melewati tnasa keadaan dararat.

Buapian kedoa

Petipgadasn Barang/Jasa di Luar Neper

Paszal &0

Pempadaan Barang/Jasa yang dilakasnalean di luae negeri
berpedoman pada ketentuan dalam Poraturan Presiden
ini.
Dalarn hal  ketentuan  dalam Peraluran  Presiden
sebapgaimana  dimaksud  pada ayal (1) tidak dapat
dilalesanalkan, pelaksataan  Pengadasn Barang/Jasa
menyesuaikan dengan ketentuan Fengadaan Barang /! Jasa
il megara sctempat.
Ketentuan lehih lanjut mengensi lata cara Pengadaan
Barang/Jasa v Tuar Negeri diatur oleh menteri yvang
menyelengrarakan wrosan pemerintaban i bidang luar
neger setelah berkonsultasi dengan LEPE.

Bagian ...
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Bamian Ketiga

Penpecualian

Pasal A2l

Dileecualilkan dari ketentuan dalam Persturan Presiden ini

adalah:

a. Pengadaan DBarang/Jasa  poda  Badan Layanan
Umnuaers;

b. Pengadaan  Darang/Jasa  yang  dilaksanakan
berdasarkan tarif vang dipublikasikan secara laas
kepada masyaraloal;

¢.  Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksenalkan sesuai
dengan praktik bisnis vang sudah mapan; dan faran

d. Pengadasn Barang/Jesa  yang diatur dengan
keteniian peraturan perandang-undangan lainaya.

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Leyahan Urmum

diatur terserelivi dengan  peraturan phmpinan Badan

Layanan Umum.,

Eetentuan  lebib lanjut mengena: pengeouaban dalam

I'engadasn Barsng/Jasa sebagaimona dimaksud pada

avat (1) huruf b, ayat [1] hural ¢, dan evat {1) huraf d

diatur dengan Peraturan kepala Lembeapgs,

Hagion Keempal

Penclitian

Pasal 62
Penelitian dilakulan olehs

a.  PAJKPA  peda Kementerian/ Lernbaga/ Peranghkat

Daerah sebagei penyelenggara penelilian; dan

b. pelaksana penchiban,

(2} Pengyvelenggara. ...
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Penyelengpara pencliian scbagaimans  dimaksud pada

ayal (1} huruf a memiliki kewenanparn:

H,  menctapkan  rencana  siralegis  pencliian vang
mengacl  pada arah pengembangan  penelilian
nasional,

b menctapkan  program  penclitian  tashunan  yang
mengaci pada rencana strategls penclitian dan/atan
untuk  mendukung  peramusan dan petvusunan
kebijalkan pembangunan nasional; dan

c. melalakan [ jRITIrAn oIt pelaksanazn
penelitian,

Pelalcsana penelitinn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a.  Individufloumpolan individa melipotl Pepawai
Aparanir Sipil Negara/non-egawal Aparatur Sipil
Mepara;

lr.  Rementerison/ Lembaga / Perangkat Daerah;

. Perguruan Tinggl;

d,  Ormas; dan/atais

2.  Badan Usaha,

Pelaksana penelitian sebagaimmna ditnakaud pads ayat (3]

ditetaplean berdasarkan hasil kompelisi atau penugasan,

Kompetisi  sebapgaimana  dimaksud pada  ayar |4

dilaksanalkan melab selelos) propesal penelitian.

Penugasan  schagoimana  dimaksuad  pada ayval ()

ditetapkan oleh penvelengpara pencliian untuk penelitian

yang bersifat khusus.

Pernellisar  dapat menggunakan  anggaran Delanjs

dan fatand [asilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari

1 [safl} penvelenpgara penclitian,

Penelitian dapat dilalukan dengan kontrak penelitian

sclama 1 [satu] Tahun Angparan atau melebdhi | (saiu)

Tahun Anggaran.

(7] Pemnbayaran ...
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Pembayursn pelaksensan penclitian dapal  dilakukan
secard bertahap atan sckaligus sesusi dengan koncrak
ponclitian.

Pembayaran  schbagaimena  dimaksud pada  syal {9
dilakukan berdasarkan produls keluaran sesiai ketentuan
rialam kontrak premwelitian,

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitisat distur dengan
perafuran  menles  yang  menyelengparaksn  urusan
pemerintahan di bidang riset, telenologi, dan pendidilean

Brge,

Bagian Kelirma
Tender/ Seleksi Internasional dan

Diama Pinjaman Loar Negerl aten Hibah Luar Negerd

Pasal &3

Tender /Seleks] Internasional dapat dilaksanakan untules

#. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling
sedikit di aras Rpl.000.000.000.000,00 [satu triliun
rupiah);

k. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling
sedikil ci ates RpS0.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiahj;

Pengacaan Jass Konsultansl denpgan nilai paling
sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 {dua puluh lima
miliar mapiah); alaa

i engadaan Darang/Jasa vang dibiaval oleh Lembups
Penjamin Kredit Ekspor atou Kreditor Swasla Asing,

Tender! E-}&]E'.-caj. Imlernasional cilaksanalan untul nilad

kurang dan batassn sebagaimana dirmsaksud pada ayze (1)

boaeal s, houraf b, dan hueal e, dalam hal Bdak ada Pelakn

Usaha dalam negerl yang mampu dan memenahi

Persvaratan. 1

[3) Badan Usaha ..
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Badan  uwssha asing yang mengikuti  Temder/Scleksi
Internasional schagaimana dimakaud pada ayat (1), harus
melalculean kerja sama usaha dengan boadan usaha
nasional dalam bentule konsorsium, subkonteak, alaa

bentulk lkeorja sama lainoya.

Badan usaha asing yang melaksanalan Pengadaan
Barang/Pekerjaan  Konstruksi, harus bekerja  sama
dengan indusiri dalam neperi dalam pembuatan suku

cadatg dan polaksanaan pelayanan gnarhajial,

Pengadaan Rarang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa
Konsultansi/Jasa Lannva vane dilaksanakan  melsloi
Tender/ Seleksi Internasional dinmumbkan dalarm sitis weh
Kemenlenan/ Lembaga,/ Pemerintah Daerah dan silus web

kormunitas intermasional,

Daokumer Pemilithan melalui Tender/ Selelksi Interonasionsl
paling sedikil ditulis dalam 2 [dua) bahasa, vaitu Bahasa

Trilonesia dan Bahasa Ingeis.

Dalarn hal lerjadi penafsivan arti vang berbeda terhadap
Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayal (@),

dokumen yvang berbahasza Indonesia dijadikan acian,

Pembayaran Kontrak melalui Tender / Seleksi Internasional
dapat menggunalan mata Uang rupiabh dan/atau sesuai

dengan kerentuan peraluran perundang-undangan.

Pazal 64

Pengadaan Barang/Jasa unibok kegintan yone
pendanaannya bersumber davi pinjaman Tuar negerd atau
hibah luar negen berlalon ketentuan sebagaimans diatur
dalam Peraturan Presiden ind, kecusl diatur lin dalam
perjanjizn panjarnan luar negerd atau perjanjian bah luar
negert,

(2] Proses ...
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Proses Penpgadasn Barang/Jasa untuk kemlatan yang
pendanaannys bersumber dari pinjaman luar neger dapat
dilaksanakan sebelhumn disepakatinga perjaniian pinjaman

luar negeri (udvance procuremernt),

Dralam menyusun perjanjian schagaimana dimalesud pada

ayat (1) dapat dikonsultasilan kepada LEPP,

BAE 1X
USAHA KECIL, PROTITE DALAM NEGERT,

DAN PENGATMAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Poran Serta Usaha Keeil

Puasal oo
Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil,

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PAJKPA memperluas

peran sertd usaha keoil,

Pemakeian  dilalukan dengan meneiapkan  sebanyak-
banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa menpgatysaikan
prinsip efisicnsi, persaingan usaha vang sehal, kesatuan

sistern, dan kualitas kemampuan teknis.

Nilai paket Pengadaan Darang; elerjasn Konstralksi JJasa
Lainnya paling banyak Bp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ranis juta rupiah), dicadangkun dan perunlukannya
bagi wsaha keeil, kecuali untuk pakect pelkerjpan vang
menuniul kemampuan teknis yang tidalk dapat dipenuhi

oleh vsaha keeil.

LEFF dan Kementerian/Lembaga/Pemetintalh  Daerah
memperluas  peran serta usaha  kecil  denpan
mencanfumbkan barang/jass produlsi usaha keoil dalam

katalog elcktronil.
(6] Peryvedia ...
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Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pelkerjasn
rfapal melaloakan kerja sams asaha dengan vsaha leeil
dalam beonfuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja
sama lainnys, jika ada wsaha kecil yang memiliki

kemampuan di bidang vang bersangloatan.

Hagian Kedua

Penipgunaan Produle Dalarn Negeri

Pasal 6o

Kementerian/ Letnbaga Toranglat Daerah wajils
menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang

bangun dan perekayvasasn nasional.

Kewajiban penpgunaan produk dalam negerd schagaimana
dimalesud pada ayal (1) dilakukan jika terduapat peserta
yang menawarkan barang/jasa dengan nilal  Tingksat
Komponen Dalam Megeri (TKDN) ditsmbah nilai Robol
Manfaant Perusahasn (BMDP| paling rendah 0% [ermpal

puluh persen).

Perhitungan TEDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada
ayal (Z2) dilalnakan sesual denpan ketentuan peraluran

porundang-undangon.

hetentuan schagaimana dimsksud pads ayal (2] dan ayar

(3) dicantumbkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan

Dolnamen Permlihan.

Pengadaan barang impor dapal diladoulkan, dalam hal:

. barang terschut belum dapat diproduksi di dalam
neger; alauy

b wolume  produksi  dulam  negeri  tidak mampu

memenuwhi lkehutisharn,

[{1] LEPPF ..
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LKPFP dan /atau Hementerian /Tembaga / Pemerintah
DPacrah memporbaovak pencanluman  produk dalam

negeri dalam katalog eleklronilk.

Pasal 67
Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dulam
negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harea
yarg dapat diterima.
Preferensi hargs diberlakukan untuk Penpadasn
Barang/Jasa wvang Lermilal paling sedikdit di alas
Epl.000.000.000,00 [salu miliar rapiah).
Preferensi harga dibwerikan terhadap bareng/jasa vang
memiliki TEDN paling rendali 25% [due puluh lima
porseny.
Preferensi hargs untulk barang/jasa paling tineg 25% {dua
pulah litma persen),

Preferensi harge  untuk  Pokerjaan Konsiruksi  yang
dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5%
{tujub koma lima persen) di atas harga penawaran

terenddah darl badan vsaha asing.

Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga
penawaran  yang telah  memenuhi | persyaratan

administrasi dan teknis.

Penetapan pemenang berdasarkan wratan hargn terendak

Hasil Rvaluasi Alchir (HEA),

HEA dibilung dengan rmamas HEA = (1 — KP) ® HP dengan:
KP = TRDN % preferensi tertingsi

KP adalah Koefisien Prelerenst

HF adalah Harga Penawaran sctelah korelesi aritmarik,

(4 Dalain ...
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Dalam hal lerdapat 2 [dua) atau lebih penawaran dengan

HEA {erendah yang sama, penswar dengan TEDN lebih

besar dilctaplcan sehagai pemenang,

Bagian Ketiga

Pengadann Berkelanjutan

Pasal &

Pengadaan Barang/.Jasn dilalksanakan dengun

mernperhatikan aspek berkelanjutan.

Aspel berlelanjutan sebagaimans dirmaksad pads ayvat (1)

terdirl atas:

&L

aspek ekonomi melipul biaya produksi barans/jasa

aepanjang usia harang/jasa terschut;

aspel sosial melipull pemberdayasn usaha kecil,
jamminan kondisi kerja yang adil, pomberdavaan
lkeormanitasusaha lokal, kesclaraan, cdan

keheragamean; dan

aspek  lInghungan  hidup mclipuar  penguarangan
dampak negalil lerhadap keschatan, kualitas adara,
kualitag  tanah, kualilas air, dan moengpunalsan
gumber daya alam  scsual  dengan  lketentuan

peraturan perundang undangan.

Penpadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh:

= 1

Ts,

PASEI'A dalam merencanakan dan mengangsarkan
Pengadaan Barang/Jasa;

FPE dalam menyusun spesilikasn leknis/KAK dan
rancangan kontrak dalam Pengedasn Darang fJass;

dan
Pk Pormilihan / Paejabat Pengadaan /Agen
Pengadaan dalam menvusun Dokumen Permlibuan,

BAB ...
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BAB X

PENGADAAN BARANG/JASA SHECARA RLEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penpgadaan Buarang/Jasa Secara Blektronile

Prsal 6%

Petiyelenggaraon  Pengadaan  Barang/.Jasa  dilaloukan
secara clektronik menggunakan sistem inlormasi yang
terdivi atas Sislem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

dan sistemn pendulung,

LEPI* mengembangkan SPSE dan sistem penduloong.

Pasal 711

Pengadaatn  Barang/Jasa secara  cleldtronile  denpan

memanlaatkan E-markeiplace.

E-mirletplace Pengadann Barang/Jasa  menvediakan
infrasirulchar tekenis dan lavanan duloongan transaksi bagi
Kementerian/ Lembaga / Peroerinlah Daerah dan Penyedia

b

a.  Hatalog Flektronik;
i, Toko Daring; dan

¢.  Pemilihan Penyedia.

LEKFP mempunyai kewenanpgan untuk mengembangkan,
membing, mengelola, dan mengawasi penyelengparaar

F-meprkeplace engadaan Barang/ Jasa,

(4] Dalam ...
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Dalam  ranpksa  pengeombangan  dan pengclolaan
E-markeiplace Pengadaan  Barang/Jasa, LEPI* dapat

bekerja sama deogan UKPDRJ dan/atau Pelaku Usaha,

Dalam rangka pengembangan E-morketploce sebagaimansa
dirmaksud pada ayat (1), LEPP menyusun dan menctaploan
peta jalan  pengembangan  E-marketploce  Pengadaan

Barang/.Jasa.

Pasal 71
Ruang linglkup SP5SE terdirl atas:
a. Pocrencansan Penpgadasn;
b,  Persiopan Pengadaan:
.  Pemilihan Penyoedia;
d., DPelaksanaan Kontrals
o.  SBerah Terima Pekerjaun;
T Penpgelolaan Penyedia; dan
g, EKatalog Elektronilc
SPSE sebagnimana dimaksud pada ayat (1) rnemilikd
interkoneksi  dengan  sistem  informasi perencanasn,
pongangoaran, pembayaran, manajcmen aset, dan sistem
informasi lain yang terkait dengan SPST.
sistem pendukung SPSE meliputl;
a, Portal Pengadaan Nasional;

I Pengelolaan  Sumber Days Manusia  Pengadaan

Barang/Jasa;

. Pengelolaan advokasi dan penyelesgian

permasalaban hukum;
d.  Pengelolaan peran serta masyarakat;
€. Pengelolaan samber deya pembelajaran; dan

f. Momitoring dan Evaliuasi,
Pasal ..,
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Jnsal 72

Katalog elcktronik  dapat  berupa katalog  eleklronilk
nasional, katalog  elektrunik  sektoral, dan  katalog
elekironik loloal.

Katalog elekironik scbagaimana dimalsud pada ayat (1)
memuat informasi berupa daltar, jenis, spesifikasi telinis,
TEDN, produk dalam negeri, produk SNI, produlk industei
hijau, negara agsl, harga, Penyedia, dan informasi lainnya
terkail barang/jasa.

Pemilihan  produk weng  dicantumbkan  Jdalam leatalog
elektronik dilaksanalan nleh
Rementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah atau LEPE.
Pemilihan produls ketzlog elektronik dilakukan dengan

metodo:
a. Tender; atan
b.  Negosiasi.

Keteniuan lebib lanjut mengenai penselolaat katalog
elekirnnik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatar

dengan Peraturan Kepala Lembaggs.

Bapinn Kedus
Layanan Pengadaan Sceara Elekironik
Pasgal 73

Kementetian/ Lembaga f Pemerintah Mueral
menyvelengparakan fungsi  layvanar pengadanon  secsra
clektromnik.

Fungsi layanan pengadaan secara eleklronik sehagsimana
ditnaksud pada ayat (1) melipoti:

a.  pengelolaan selurah sistem informasi Pengadasn

BarangfJasa dan infrastrulturnya;

b, pelalesanaan .,
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b.  pelaksuniaan  registrasi dan  verifikasi  pengguna
selurah sistem mformasi Pengadsesn Barang/Jass;
dan

c.  pengembangan sistern informasi yang dibutubkan
nleh pemangku kepenlingan.

LEKFI' menetapkan standar layanan, kapasitas, dan

keamanan informasi SPST dan sistem pendukune.

LKPP melakukan pembinasn dan pengawasan layanan

pengadaan secars elekironile.

Kelenluan  lebib Janjut  mengenai  funesi  layanan
pengadaan secars elekironik sebapaimana dimaksud pada

ayal (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAR XI

SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 74

Sumber Daya Manusia Pengadoan Rarans/Jasa terdiri
atas:

a, Pengelole Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Kemenlerian/ Lembags / Pemerintsh Dacrah:

.  Aparatur Sipil Negara/ Tentara Masional
Indonesia/Kepolisinn Nepara Hepublik Tndonesia di

lmglungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia; dan/atan

c.  personcl selain yang dimaksud pada huruf a dan
huraf [

(3} Sumber ...
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Sumber Days  Manusia Pengadaan DBarang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurud b dan avat (1)
humal ¢ meoulikd  kompetenai di bidang  Pengadaan

Burang/.Jasa,

Sumber Daya Manusia  Pengadasn Barang/Jasa
sebagaimana dimalesud pada avat [1) berkeduduban di

UTKPRE.T.

Atas dasar pertimbangan bosaran beban pelerjuan atau
rentang  kendali organisasi, Sumber Dava  Manusia
Pengadaan Baraong/Jasa schagnimana dimaksud pada
ayat (1) yang bertindak sebagal PPK, Pejahat Pehgadaan,
PiPITP{ PPHP dapat berkedudukan di lusr UKPB.J.

Bapian Kedua

Kelembsgaan Penpadaan Barang/Jasa

Pusal 7o

Moenterifleepala  lembaga/kepala  daerah  membentule
UKFE]  memiliki  fugas menyclenggaralan dukungan
penEadaan barang/jasa pada

Kementerian / Lemnbmga / Pomerintah Daerah.

Dalam rangks pelaksanasn tugas UKPBJ schagaimans
dimaksud pada ayat (1), UKPRJ memilili fungsi:

a.  pongelolasn Pengadaan Barang) Jasa;
b, pengelolaan laysnan pengadaan secars elekrronile

. pembinaan Sumber Daya Manusia don Kelembagaan

Pengadann Barang/ Jusa;

. pelaksanean pendampingan, konsultasi, dan/atan

bimbingan leknis; dan

e, pelaksanaarn ...
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€.  pelaksanasn tugas lain yang diberikan  oleh
menteri/kepala lembaga /kepala dasrah.

UKPTL] schagaiinana dimaksud pada avat (1) Lerbontuk

struktural dan ddiletapkan  sesuai  dengan  keteniyan

peraluran perundang undangan.

Fungsi pengelolzan layansn penpgadasn secara elektronik

schagaimana  dimaksud  pada ayat (2] harul b, dapat

dilalesanaken oleh unit kerja terpisah,

BAH X11
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKST,
DAN PELAYANAN HUKUM

Hagian Kesatu

Fengawasan hiternal

Pasal V&

Menlerifleepala lembaga/kepsla daerabh wajib melskulan
Ppengawasan Pengadaan Darang/Jass  mclaloi ATHATAL
PENEEWHBAN internal pada
Hementerian /Lembaga /Pemerintah Dasrah masing-masing,
Pengawasarn schagaimana dimaksud pada ayal {1] dapat
dilakulean melalni kegiatan  audit, reviu, pemantaiian,
evaluasi, dan/atou penyelengearaan ewhistleblounng sysiem,
Petigawasan  Pengadaat  Barang/ Tasa selmpaimanea
dimeksud pads ayat (2] scjak perencanaan, persiapan,
pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kemtrak, dan serah terims
pcleerjann,
Ruang  lingkup  pespowssan Penpadaan  Barang/Jasa
micliputi:
A, pemenuhan nilsi manfaat vang scheosar Lesarmya;
b, kepaluhan terhadap peratuesn:
¢, pencapainn TEDN;

d. pengegunann ..
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d.  pengpunasn produk dalam negers;

& pencadangan dan perantukan palket untuk usaha
Lecil; dan

. Pengadaan Berlelanjuian,

Penpawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapal
dilakuksan bersama denpan kemenderian teknis  terkadl
can /atau lernbagn VAL ITaE=Trl frInval tugns
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di bidang
pengawasan keuanpan negara/daerab dan pembangunan
riasional,

Hasil pengawasen diponakan schagai slat pengendalian

pelalksanaan Pengadaan Darang /Jasa.

Bagian Kedua
Pengaduan alch Masyarakat
I'asal ¥¥
Masyarakat menvampaikan pengaduan  kepada  AFIP
disertai buleti vang faktual, kredibel, dan autentile

Aparat  Penegak Hukum meneruskan — pengadusn

masyarakal kepada APTP unink ditindalklanjuati.

APIP sebagnimana dimaksud pada ayal (1) dan ayat (2
menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangaonya,
APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada
menteri/ lkepala lembaga fleepala daeral.

Menteri/kepala  lembaga/lkepals  daerah  melaporkan
kepadsa instansi yang berwenang, dalam hal diyalkini
adarva indilcasi KEN yvang merugikan keuangan negara.
Menteri/kepala  lembapa/kepala  daeran membasilitasi
masyarakat dalam elakukan pengawasan lerhadap
pelalesanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

(7} KPP ...
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LEPP meongembanglsan  sistem pongadusn Pengadaan

Barang/.Jasa.

Bagian Ketiga

Sanks

Pasal V8
Perbuatan  atau tindakan  pescrta pomiliban yang

dikccnakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia

adalah:

a. menyampailan dolouomen atag keterangan palsa ftidale
henar untuk memenuhi persyvaratan yang ditentukan
dalarm Dolournen Permiliban;

b. terindiltasi melakiukan perselongkolan dengan peserts

lain nintuk mengatur harga penawaran;
c. terindikasi melakulean KEKN dalam pemilihan Penyedia,
atau

d. mengundurkan diri denpan alasan yang tidak dapat
diterima oleh Pejabart Pengadaan f Palja
Pemilihan/Agen Pengadaan.

Perbuatan atau lindakan pemenang pemilihan yang telah

menerima SPPERJ yanp dapat dikenakan sanlsi adalab

pememang  pemilihan  menpundurkan  diri sebelum
penandatanganan Kontrak,

Perbuatlan atan tindakan Penyvedia yvang dikenokan sanlesi

adalal:

4, tidak melaksanakan Kontraly, tidak menyclesakan
pekerjaan, atan tidak mﬁlﬂl-:smlmlm kewsjilan dalam

masa pemeliharaan,
b menyebabkan kegagalan bangunan;
¢.  menyerahkan Jaminan yvang tidak dapat dicairkan;

o, melakukan ...
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d.  tnelakukan kesalahan dalam peshilunpan volume hasil

prkerjagn bordasarkon hosil awdit;

e. menyershkan burang/jasa yang kualitasnya tidak sesua

dengan Kontrale berdesarkan hasil audit; atau

f. terlambat menyelesaikan pekeorjasn  sesual  dengan

Konlralk.
Perbuatan atan tindakan sebagaimana dimalksud pada ayat
(1), ayal [2), dan ayal (3] dilenakoan:
a. sanks digugirkan dalam pemilihan;
b, sankysl pencairan jaminan;
. Sanlesi Daflar Iilam;
d. sanksz panli kerugian; dan/atan
e, sanks denda.
Pelanggaran atas L::etentuun sebapgaimana dirnskand pada;

a, ayat (1] haraf o sonpead dengan horof e dikenskan sanloei
digngurlkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jeminan
Penaweran, dan Sanksi [Maftar Hitam sclama 2 (dua)
tahumn;

b, oavat (1) buraf d dilkenekan sanksi petnceiran Jaminan
Penawaran dan Sanksi Dallar Hitam selama 1 (sabo)
tadiorsg

e, ayal (9] dikenskan sanksi peneaitan Jaminan Penawaran
dan Hanlesi Dattar ITitam selamea | [sata) ahang

d. ayat (3} huraf a dikenakan sanksi peneairan Jaminan
Pclaksanaan  atau  sanksi pencairan  Jaminan

Pemeliharaan, dan Sanlesi Daftar Hiton selama 1 (sata)
lahr;

e, ayal (3] hurol b sampai dengen hurat e dikenalian senlesi
gant] kerugian sebesar nilai keragion yang ditimbullan;
arau

I ayal [3) hural [dikenakar gatibisd denids keterloarmbateae.

lasal ...
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asal V9
Pengenaan Banksi Dallar Hilam schagaimana dimaksud
dalarn Pasal T8 aval (5) hurul a ditetaplkan oleh PA/KPA
atas usulan Pejabat Penpaclasn/Pokja Penulibanf Agen

Pengadaan.

Penpenaan Sanlsi Dattar Mitam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (b) huruf b ditetapkan oleh PA/KPA
atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokjs Pemilihan/ Apen

Penpgadaan.

Penpenaan Sank= Dallar Hitarm sebagaimana dimaksoud
dalam Pasal 78 ayal (3] huruf c dan Pasal 78 ayat (3)
hurul d, ditetaplkan oleh PASKPA atas usulan PPE,

Penpenaan sankst denda keterambatan sebapairmans
dimaksud dalam Pasal Y8 ayal (3] hurul 1 diletapkan oleh
'K dalam Kontrak schesar %o [satu permil) dan nilad
kontrak atou niled bagian kontrals untulk scliap han

lkeeterlambatan.

Milai kontrak atau nilai baglan kontrale schagaimans
dimaksud pada  aval (4] tidak termasulk ajak
Pertambahan Wilai [PPH).

Sanksi Daftar Mitam selbagaimana dimaksud pada ayal (1)

sampal dengan aval [3) berlalaa sejal ditctaplean.

Pasal 80

Perbiatan  atau  tindslan  peseria  pemiliban yang

dikenakan sanksi dalam proscs katalog berugm ¢

A, menyampaikan dolmen ataw keterangan palauf idak
benar uniuk memenuhi persyaratan yang ditentulkan
dalam Dokurmen Pemilihan;

b terindikasi melakulian persekongkolan dengan peeserta
lain untulk mengalur harps penawaran;

;. termclileasi ...
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terindikas melakukan KEN dalam petnilihan Penyvedia;
mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima Polja Pemilihan/Agen Pengadaan: alau

mengundurkan dii atau lidak menandatangani

leantrak katalog.

Pertmialan atau tindakan Penyvedia vang dikenakan sanksi

dalam  proses. R-purchasing berupa tidake memenidhi
kewajiban dalam kontrak pada katalog cleltronik atau

SUIAL [RRRTIED,

Perlmiatan atau tindaken schagaimana dimaksud pads

ayat (1) dan ayat (2] dikenakan:

el

k.

ol.

sahks digugurkan dalam pemilihan;
Sanksl Daftar [itarn,

sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi

F-prirchasing; danfalau

sanisl penurunan pencanturman Penyedia dard katalog

eleltronilk,

Pelanggaran alas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

HL,

ayat (1) hurul a sampai dengan hwaf ¢ dikenakan
sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar
Hitarm selama 2 {dua) takhun;

ayal [1} huruf d dan hural ¢ dikenakan Sanksi Daftar

Hitam =selama 1 [zalu) tahun:

ayvat (2] atas pelanggaran surad pesansn dikenalan
sanlesl penghentian scmentars dalam sistem transelos

E-purchosing sclama 6 (enam) bulan; atau

ayat (2] aias pelanggaran kontrak pada lkatalog
elekironik dikenalan sanksi penurunan pencaniuman

Penyedia dari katalog eleklronik sclzama 1 (saty) tahun.

(3] Pengenaan ...
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Pengenaun sanlsi sebagaimana dimaksud pada avat {4
ditetaplean oleh Kementerian /Tembaga/ Perangkat Daerah
atas usulan Pokja Pemnilihan/Pejabal Pengadaan, Agen
Penpadann danatau PPE.

Pasal 81

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 ayat (1} hurnil 4 sampai hnrufl ¢ dan Pasal 80 ayat (1)

buraf a sampai hurot o, UKPEY melaporkan sceara pidana,

(1)

(<]

(3

I'asal B3

sanlesi Aadministratif dilccnaltan Lopada
PASKPAPTE Pejabat  Pengadaan/ Pokja Pemiliban f
FjFHF/ PIHI* yang lalai melaluakan suatu perbuatan vang
menjadi kewajibannya.

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada  ayat (1] dilaksanakan olch Pejabat  Pembina
Kepegawaion/pejabat yang berwenang sesual dengan

ketenluan peraturan perundang undangan.

danksi bukuman disiplin ringan, sedang, atau berat
dilkcnalian keparda PAKPA /PPK/ Pejabiat
Pengadaan/'okja Pemilihan /PjPHIYPPIP vang terbuleti
melangpar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi
I'engawas  Persaingan Usabsa, Peradilan Umum,  afaug

Peradilan Tatn Usaha Megars,

Hapilan ...
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Bugian Keempat

Diadtar Hitam MNasional

Pa=zal 83

(1) PA/KPA e yFam paikan iwlentitas poserty
pemilihan/ Penyveclia yang dilkenakan Sanlsi Daltar [Hitam
kepada unie kerjs yang melaksanakan [ungsi layanan
pengadaan secara elcktronik, wuntuk ditayanglan dalam

Daftar Mitam Nasional,

{2) LKPP menyelenpgarakan Dafiar Hitam Nasional.

Bagian Kelima

Pelayanan Hukum Bagl Pelaku l'engadaan Barang /\Jasa

Pasal &4

(1]  EKementerian/Lembapga/ Pemeriniah Dasrah waijib
memberikan pelayanan hukum kepada Pelakuy Pengadaan
Barang/Jasa dalwn menghadapi pertmasalabhan hulkum
terkait Pengadasn Barang/ Jass,

(%] Pelaysanan hukum schagsimans dimalesid pada ayal [1)
diberikan sejak proscs penyelidikan hingpa tahap punisan
pengadilan.

(3) Pelaku Pengadaan schagaimans dimalksud pada avat (1)
dikecualilkkan  untuk  Penvedia, Ormas, kelompok
masyarakat penyelengpare swakelola, dan Pelalou Usahs
yang bertindalk schagai Agen Pengadaan,

Bagian ...
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Hagian Kecnam

Penyelesaian Scnghketa Kontrak

I'asal B5
Penyelessian scngheta kontrak antara PI'K dan Penyedia
dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melahai
layanan penyelesgian sengleeta konlrak, arbifrase, atau
penyeiesaian melalul pengadilan.
LEPF menyelengearalan layanan penyelesaian scnghketa

komitrak schagaimana dimaksiud pada avat (1).

EAR X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86
WMenterl/ kepala lembaga dapal monindaldanpati
pelakssnaan Peraturan Presiden ini untuk pensadaan
vang dibiayai APBN dengan peraturan menteri/ peraturan
kepala lermbmpa,
Kepala Daerah  dapat menindaklanjuori pelaksanaan
Peraturan Presiden inl untuk pengadaan yang dibiayai

APBI} dengan peraturan dacrah ) peraturan kepala dacrah,

Pasal 87

LKEPP mengembangkan sistem dan kcebijalian 'engadaan
DarangfJasa sesual dengan perkembangan dan
lscbutuhan, dengan memperiimbangkan Luguan,
kebijalkan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/ Jasa.

Hasil pengembangan sistem dan kebijakan selmpaimans
dimaksud pada ayat (1) diermpkan dalam Peraluran

Kepala Lembwga,

BAE ...
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BAR XTIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Puada saat Peraluran Presiden ing berlak:

.

L.

Pokja Pemilihan/Pejubat Pengadaan wajib dijabat oleh
I'engelala Pengadaan Barang/.Jasa sehagnimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat {1) hural a paling lambeai
31 Descmber 2020,

PPE/Tolga Pemilihan/Pejabat Pengadsan vang dijabat
oleh Aparatur  Bipil Negara/TNI/Poli  sebagairmana
dimalksud dalam Masal ¥4 avar (1) huraf b wajib memilild
scrtifikat kompetensi di bidang Pengadaan Darang/ Jasa
paling lambat 31 Desember 2023;

FPE/I'okja Pemilihan/Pejabal Pengadaan vang dijabat
olch personel luin schagaimana dimalksud dalam Pasal 74
ayat (1) huruf ¢ wajib mernilika scriifikal kompetensi di
bidang  Pengadaan  Barang/Jasa  paling  lambat
31 Desember 2023;

PPE/Polga Pemilihan/ Pejabat Pengadauan wajib memiliki
Sertifilkat Keablian Tinglat Dasar di bidans Pengadaan
Barang/.Jusa  sepanjang  belum  memiliki scrtifikal
kompelensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai

dengan 31 Desember 2023,

Pasal ...
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*asal BG

Dengan berlalounya Peraturan Presiden ini:

1.

(1)

(<)

Pengadaan Darang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan
dilakukan sebelum langgal 1 Juli 2018 dapat dilaloakan
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah sebapaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden  Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraluran Presiden Nomor 59 Tahun 2010

tenlang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 534 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/.Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perabahan Keempal atas Peraturan
Presiden Momor 54 Tehun 2010 tfentang lengadasn
Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya Konlbrak,
Pasal 90

Pengaraan Alat Peralalan ertahanan dan Keamanan
dilakulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perandang-
undangan di bidang industri pertabanan,

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai syaral dan tata
cara penpadazn Alat Peralatan Pertabanan dan Keamanan
belum ada, Pengadaan Alat Peralatan Portahonen dan
Keamuanan dilakukan sesual dengan ketentuan Peraluran

Presiden ind.

BAB ...
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BAR XV

EETENTITAN FENUTUP

Pasal 91

Ketenluan lebib lanjut mengenai;

A

i1,

L.

jenis dan uraian barsogfjasa sebagairnana dimalesud

dalam Pasal 3,

pclalcl pengadaan sebagaimana dimaksud  dalam

Pa=al 2

Agen Pengadasn schagaimana dimealesud dalam Pasal
<t

porencanzan  peagadasn  schagaimans  dimalksud

cialam Pasal 15;

honsollidasi Pengadaan Barang/Jasa sehagaimana

dimalesind dalam Pasal 21:

persiapan Swokelola sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, dan pelaksansan Swakelola sebapaimana

dimaksud delam Pasal 47,

persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penvedia

sehagaimana dimaksud dalaim Pasal 25;

jenis Kontras Penpadaan Barang/Jass sehagaimana

dimaksud dalam Praal 27;

metvde pemilihan  Penvedia  Barang/ Pekerjaan
Konstrunksi/Jasa Lainnya schbagaimana  dimaksud
cdaiam Pasal 38, dan Jasa Kensultansi sebagaimana
cimakend dalam 'asal 41

metode evalunsi PETLEAWArEN Penyedia
Baranp/Pekorjaan Konstrulsif Jasa T.aiﬁn}'a
selmgaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan Jasa

Konsultansi sebagaimang dimaksud dalam Pasal 42;

k. mctode ...
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metode  penyampaian dokiumen pohawaran dalam
pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstrilsi/
Jaza Lainnya sebagaimana d mnaksuid dalam Pasal 40,
dan Jasza Konsultons sebapaimana dimeiesud dala
Pasgsl 43;

kualifivas! Penyedia sebagaimana dirnaksud dalam
Fasal 24 .

jacwal persilihan Penyedia schogaimana Jdimaksuad
calam Pagul 45:

dokurmen pemiithan Penyedia schapaimana dimaksud
calam Pasal 46;

polakssnaan Penpadasn Barang/Jasa  melala

O

i

Penyedia sebogaimana dimalesud dalam Pasal
sam il dengsn Pasal 5&:

Penpadaan Ba rurgdlasy dalam pensnganan keadaan
darural scbagaimana dimaksud dalam Pasal i=
Phrgesuaieng sehepaimana dimakend dalam Pasal al;
Tender /Seleksi Inlemas anal selmpaimans dimalesud
catamm Pagai 63;

Zalalog elekironik sebapaimana  dimalksud  dalam
Pagal 72

Sumber Daya Maonusia Pengedaan Barang/Jasa
sebapaimeana dimaksud dalsr Pasal 74
kelombagman Pengadaan Barang/ Jasa genagaimana
dimaksud dalam Pasal 75:

sanksl sebagaimana  dimaksud  dalam *nisal VH
sampai dengan Pagal 82

Latter Hitarm Masional sebasaimana Smakesud dalam
Pazal 83,

laranan penyelesaian sengloota konlrak sebagaimana
dinaksud dalam Pasal 85; dan

¥, PenERmbETIEaT |
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¥o poengembangan sistem dan kebijalkear dalam
Pengadaan  Barang/Jasa schagaimana  dimaksud

dalam Pasal &7,

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lem baga paling lama
S0 (semnbilan puinh] hari terhitung sejak  Peratuean

Presiden ini diundanglkan.

ketentuan lebih lanjul menpenai bentuk Kontral dan
dokumen penduloing Kontrak sebagaimana dimalkesud
dalam Pasal 28 unluk pendanaan yang bersumber dari
APBN, dan pemberian kesempatan kepada Penyerdia untule
menyelesaikan pekerjoan sebapsimaona dirmalesud dalam
Pasal a6 ditetapkun 'dengat peraturan mentori vang
menyelenggarakan urusan pemeorintaban di bidang
keuangan tegars paling lama 90 (sembilan puhity) hari

lerhitung sejak VPeratiaran Presicden ini diundanokan,
L | B

Kelentuan lebih lanjut mengenal dekumen pendulkung
Rontrak schagaimana dimalksud dalam Pa=al 28 uniuk
pendanaan vang bersumber dari APRD, dan pemberian
kesempalan  kepads  Penvedis  untulk menyelesailan
pekerjoan  schagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 56
ditetapkan dengan peraturan menteri vang
menyelenggarakan urusan di bidang pemedntahan dalam
negeri paling lama 90 (sembilan puduh) bari Lethitung
sejak Peraturan Presiden ini diondangkan.

ketentuan lebih lanjur mengenai pedoman dan tata cara
Penpadaan Barang/Jasa di Tawmr Negeri sebapaimans
dhmaksud dalam Pasal 60 ditetaplkan dengan poratiaran
menleri yang menyelenggarakan urasan pemerintaban di
bidang luar negeri paling lama 90 [sembilan puluhy hari

terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan,

(5} Ketentuan ..,
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(5} Ketentuan lebih lanjul mengenal pencliian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ditetapkan dengan persturan
menleri yang menyelenggarakan urusan pemerintaban di
bidang riset dun pendidiksn  tingei paling lama 90
(sembilan puluh} har terhitung sejale Perataran Presiden

ini diundangkan.

FPazal 02

Peraturan Presiden Notor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/.Jusa Pemerinizh schagaimana telah beberapa  kali
dinbah, ferakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahuyn
2015 temtang Porubahian Keempal atas Peraluran FPresiden
MNomor 54 Tahun 2010 tentang Penganlaan Barang/Jasa
Pemerinlah, dicabul dan dinyatakan tidak berlaloa.

Przal 434

Pada saat Perdluran Presiden ind mudal berlaky, =emus
perdaturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Marang/Jass  Pemeriniah
schagaimana telah beberapa kali diubah, teraihir tlenpan
P'eraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 lentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
ientang  Penpadaan Barang/Jasa Pemerintab, dinyatakan
masih tetap berlaky sepanjang tidak bertentangan dan/atau

helum digand dengan ketentuan dalam Peratiiran Presiden ind.
gar EA

I*asal 94

Feraturan  DPresiden  ini  mulsi berlaku  pada tafgral

Cthuncangkan,

Agar ...
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Agar setiap  orang  mengelahuinya,  memerintahlkan
pengundangan Peraturan Presiden i dengan pensmpatannya

dalam Lembaran Negara Republik Tndonesia,

Dhletaploan di Jalarta
pada tonggal 16 WMazei 2018

PEESIDEN REPURLIE INTXONTSIA,
ttd.

JOKO WD)

Dinndangkan di Jakaris
pada tanggal 22 Marel 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS]I MANUSIA

REPUBLIK TNTJMONESIA,
Ttad.

YASONNMNA H, LAOLY

LEMBARAN NEGARA RIPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
e mEKRETARIAT KABINET RI

e Depuli Bidang Perekonomian,
.'.-.:.r_.-: a¥ -,
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Provinsi Kepulauan Riau

PERATURAN LEMBAGA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH




s LKPP
@ Lermbaga Keaijakan
Penmgadaan Baraag! Jaga Fermeriniah
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 18
sampai dengan Pasal 22, serta pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf
d, dan huruf e Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 314);
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2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan
serah terima hasil pekerjaan.

2. Kementerian Negara yang  selanjutnya  disebut
Kementerian adalah perangkat pemerintah yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

3. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan
instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

atau peraturan perundang-undangan lainnya.
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10.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga
Pemerintah yang Dbertugas mengembangkan dan
merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat
Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi
kuasa wuntuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Perangkat Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat
keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut  Perencanaan Pengadaan adalah  proses
perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi
kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara Pengadaan
Barang/Jasa, jadwal Pengadaan Barang/Jasa, anggaran
Pengadaan Barang/Jasa.

Rencana Umum  Pengadaan  Barang/Jasa yang
selanjutnya disebut RUP adalah daftar rencana
Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang
selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh
barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara
memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku
Usaha.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan kontrak.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau
badan wusaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut
Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang
ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penyedia.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang
selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem informasi
yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk
menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan
kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware).

Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang
membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau
keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola
yang telah dikenal luas di dunia wusaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk
oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
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25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan
dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

26. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat
Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa.

27. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang
menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

28. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi
Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa
paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

29. Usaha Kecil adalah usaha mikro dan wusaha kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB II
TUJUAN dan RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Lembaga ini untuk:

a. mewujudkan kesamaan pemahaman dalam Perencanaan
Pengadaan;

b. menjadi acuan bagi Pelaku Pengadaan di
Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah dalam
Pengadaan Barang/Jasa; dan

c. mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai
dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan

Barang/Jasa.
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Pasal 3
Ruang lingkup Perencanaan Pengadaan dalam Peraturan
Lembaga ini meliputi:
penyusunan perencanaan pengadaan;
identifikasi kebutuhan;
penetapan barang/jasa;
cara pengadaan barang/jasa;
jadwal pengadaan barang/jasa;
anggaran pengadaan barang/jasa; dan

RUP

No g s

BAB III
PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Kewenangan

Pasal 4

Para pihak yang terlibat dalam Perencanaan Pengadaan,

meliputi:
a. PA/KPA; dan
b. PPK.

Pasal 5
(1) PA memiliki tugas dan kewenangan:
a. menetapkan Perencanaan Pengadaan;
b. menetapkan dan mengumumkan RUP; dan
c. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.

(2) PA dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.

(3) KPA melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan
pelimpahan dari PA.

(4) PPK memiliki tugas menyusun Perencanaan Pengadaan
sesuai kebutuhan  Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah  masing-masing, untuk tahun anggaran
berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran

berjalan.

OA R 1 17ay XX



(5) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa.

Bagian Kedua

Kegiatan Perencanaan Pengadaan

Pasal 6

(1) Perencanaan Pengadaan dimulai dari identifikasi
kebutuhan barang/jasa berdasarkan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

(2) Perencanaan Pengadaan menjadi masukan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/
Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).

(3) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-
K/L setelah penetapan Pagu Indikatif.

(4) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD)
dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA
Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan
Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (KUA-PPAS).

BAB IV
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7
(1) Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan
berdasarkan rencana kegiatan yang ada di dalam

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
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(2) Identifikasi kebutuhan barang/jasa tahun anggaran
berikutnya dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

(3) Identifikasi kebutuhan dalam proses Perencanaan
Pengadaan dapat dilakukan sebelum penetapan pagu
indikatif/Nota Kesepakatan KUA-PPAS untuk pengadaan
strategis yang sudah teridentifikasi dalam Rencana
Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah.

(4) Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan
memperhatikan:

a. prinsip efisien dan efektif dalam Pengadaan
Barang/Jasa;

b. aspek pengadaan berkelanjutan;

c. penilaian prioritas kebutuhan;

d. barang/jasa pada katalog elektronik;

e. konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau

f.  barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.

(5) Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan
Kementerian/Lembaga/Perangkat = Daerah  bertujuan
untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, maka
jumlah kebutuhan barang/jasa dapat ditetapkan dengan
mempertimbangkan:

a. besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu
organisasi;

b. beban tugas serta tanggung jawabnya; dan/atau

c. barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.

(6) Identifikasi barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/
dikuasai dapat menggunakan:

a. data base Barang Milik Negara/Daerah
(BMN/BMD); dan/atau

b. riwayat rencana kebutuhan barang/jasa dari
masing-masing unit/satuan kerja Kementerian/

Lembaga/Perangkat Daerah.
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Bagian Kedua

Identifikasi Kebutuhan Barang

Pasal 8

Identifikasi pasokan (supply) Barang dilakukan dengan

memperhatikan beberapa hal, terdiri atas:

a. kemudahan mendapatkan Barang di pasaran Indonesia
dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan;

b. tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

c. jumlah produsen dan/atau jumlah Pelaku Usaha;
dan/atau

d. barang yang diperlukan merupakan produk dalam negeri
atau Barang impor, pabrikan atau dapat dilakukan
dengan tangan/manual atau merupakan produk

kerajinan tangan.

Pasal 9

Identifikasi kebutuhan Barang dilakukan dengan

memperhatikan beberapa hal, terdiri atas:

a. menentukan kesesuaian Barang menurut jenis,
fungsi/kegunaan, ukuran/kapasitas serta jumlah
masing-masing Barang yang diperlukan;

b. menilai status kelayakan Barang yang ada, apabila akan
digunakan/dimanfaatkan/difungsikan layak  secara
ekonomi dan keamanan;

c. mengetahui riwayat kebutuhan Barang meliputi waktu
saat pengiriman Barang dan saat serah terima Barang,
agar dapat segera digunakan;

d. pihak yang memerlukan (sebagai pengelola/pengguna
Barang); dan/atau

e. persyaratan lain seperti namun tidak terbatas pada: cara
pengangkutan Barang, penimbunan/penyimpanan,

pengoperasian/penggunaan, pemeliharaan dan pelatihan.
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Bagian Ketiga

Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 10

Identifikasi kebutuhan Pekerjaan Konstruksi dilakukan

dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas:

a. menentukan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan jenis,
fungsi/kegunaan, target/sasaran yang akan dicapai;

b. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dapat dilaksanakan
oleh Usaha Kecil,

c. waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi, sehingga
dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana,;

d. penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri
atau luar negeri;

e. persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap
keseluruhan pekerjaan;

f.  studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan
sebelum pelaksanaan desain;

g. dalam Pekerjaan Konstruksi, persiapan desain dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum
pelaksanaan;

h. pekerjaan Konstruksi dengan menggunakan kontrak
tahun jamak dapat berupa:

1. penyelesaian pekerjaan lebih dari 12 (dua belas)
bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau

2. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila
dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu)
Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun
Anggaran;

i. dalam Pekerjaan Konstruksi dengan kontrak tahun
jamak (multi years contract), proses pemilihan Penyedia
dimulai setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang

berwenang; dan/atau
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j.  dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan
memerlukan lahan, disyaratkan sebagai berikut:

1. pembebasan lahan yang dimaksud adalah untuk
menunjang pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
Dalam hal dibutuhkan ganti rugi untuk pembebasan
lahan, maka penyelesaian administrasi untuk
pembayaran ganti rugi, termasuk  untuk
pemindahan hak atas tanah, harus dapat
diselesaikan sebelum surat penunjukan penyedia
barang/jasa diterbitkan; dan

2. apabila luasan tanah yang diperlukan wuntuk
menunjang pelaksanaan Pekerjaan  Konstruksi,
termasuk untuk akses menuju ke lokasi Pekerjaan
Konstruksi, memerlukan ijin pemanfaatan tanah,
maka pengurusan ijin tersebut harus dapat
diselesaikan sebelum surat penunjukan penyedia

barang/jasa diterbitkan.

Bagian Keempat

Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi

Pasal 11
Identifikasi kebutuhan Jasa Konsultansi yang diperlukan
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, dilakukan dengan
memperhatikan beberapa hal, meliputi:
a. identifikasi untuk mengetahui:
1. jenis Jasa Konsultansi yang dibutuhkan;
2. fungsi dan manfaat dari pengadaan Jasa
Konsultansi;
target yang ditetapkan;
pihak yang akan menggunakan Jasa Konsultansi
tersebut;
waktu pelaksanaan pekerjaan; dan

6. ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai;
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b. dalam hal desain konstruksi dilaksanakan pada tahun
anggaran yang sama dengan pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan jenis kontraknya yaitu kontrak tahun
tunggal maka:

1. desain konstruksi yang akan diadakan bersifat
standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang
lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak
memerlukan penelitian yang mendalam melalui
laboratorium yang diindikasikan akan
membutuhkan waktu lama; atau

2. desain konstruksi yang akan dilaksanakan bersifat
mendesak dan biaya untuk melaksanakan desain
konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup;
dan/atau

c. dalam hal Jasa Konsultansi yang diperlukan adalah jasa
pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi maka
yang perlu diketahui yaitu:

1. waktu Pekerjaan Konstruksi tersebut dimulai;

2. waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi; dan

3. jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai bidang

keahlian masing-masing yang diperlukan.

Bagian Kelima

Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya

Pasal 12

Identifikasi kebutuhan Jasa Lainnya yang diperlukan

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, dilakukan dengan

memperhatikan beberapa hal, terdiri atas:

a. jenis kebutuhan Jasa Lainnya, dalam kaitannya untuk
menentukan jumlah  tenaga kerja dan/atau tenaga
terampil yang diperlukan, sesuai dengan bidang dan
pengalamannya masing-masing;

b. fungsi dan manfaat dari Jasa Lainnya yang dibutuhkan;
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c. target yang diharapkan;

d. waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya;

e. dalam hal Jasa Lainnya yang dibutuhkan adalah untuk
memenuhi kebutuhan guna menunjang kegiatan yang
bersifat rutin pada setiap tahun anggaran maka dapat
ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas yang harus
diadakan pada setiap tahun anggaran; dan/atau

f. dalam hal kebutuhan yang Dbersifat rutin dan
diindikasikan tidak ada peningkatan terhadap target dan
sasaran yang diperlukan (jumlah/volume/kapasitas dan
waktu pengadaan) maka dapat ditetapkan besarnya
kebutuhan adalah sama dengan kebutuhan pada tahun

sebelumnya.

Bagian Keenam
Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Terintegrasi

Pasal 13

Identifikasi kebutuhan pekerjaan terintegrasi dilakukan

dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas:

a. menentukan jenis pengadaan yang akan dilaksanakan
melalui pekerjaan terintegrasi;

b. menentukan pekerjaan terintegrasi berdasarkan jenis,
fungsi/manfaat, target/sasaran yang akan dicapai;

c. waktu penyelesaian pekerjaan terintegrasi, sehingga
dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana,;

d. penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri
atau luar negeri; dan/atau

e. persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap

keseluruhan pekerjaan.
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BAB V
PENETAPAN BARANG/JASA

Pasal 14

(1) Identifikasi kebutuhan barang/jasa dituangkan ke dalam
dokumen penetapan barang/jasa.

(2) Penetapan jenis Pengadaan Barang/Jasa berupa:
a. barang;
b. pekerjaan konstruksi;
c. jasa konsultansi; dan/atau
d. jasalainnya.

(3) Penetapan barang/jasa juga dilakukan terhadap
pekerjaan yang dilakukan secara terintegrasi.

(4) Penetapan barang/jasa dilakukan dengan
memperhatikan kodefikasi barang/jasa sesuai dengan
kodefikasi yang diatur oleh peraturan perundang-

undangan.

Pasal 15

(1) Pedoman kategorisasi Barang, Pekerjaan Konstruksi,
Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya dan pekerjaan
terintegrasi mengacu pada Klasifikasi Baku Komoditas
Indonesia (KBKI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS).

(2) Dalam hal kategorisasi belum tercantum dalam KBKI
seperti yang dimaksud pada ayat (1), pedoman
kategorisasi mengacu pada peraturan yang dikeluarkan

oleh kementerian teknis terkait.
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BAB VI
CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Cara Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan:

a.

b.

swakelola; dan/atau

penyedia.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang/Jasa dengan Cara Swakelola

Paragraf 1

Ketentuan Umum Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola

(1)

Pasal 17

Kriteria barang/jasa yang dapat diadakan melalui

Swakelola meliputi:

a.

barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi,
dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Penyedia;
penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan,
kursus, penataran, seminar, lokakarya atau
penyuluhan;

barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi
kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan
pengadaan festival, parade seni/budaya;

sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data,
perumusan kebijakan publik, pengujian
laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi,
tata kelola, atau standar mutu tertentu;
barang/jasa yang masih dalam pengembangan
sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh

penyedia;
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f. barang/jasa yang dihasilkan oleh organisasi
kemasyarakatan, kelompok masyarakat, atau
masyarakat; atau

g. barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya
memerlukan partisipasi masyarakat.

(2) Dalam hal pada kegiatan Swakelola memerlukan
penyedia barang/jasa, pengadaannya mengacu pada
peraturan pengadaan barang/jasa tentang Swakelola;

(3) Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola meliputi
kegiatan sebagai berikut:

a. penetapan tipe Swakelola;

b. penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK; dan

c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran

Biaya (RAB).

Paragraf 2

Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola

Pasal 18

Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat

(3) huruf a terdiri atas:

a. tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan
dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah Penanggung jawab Anggaran;

b. tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi
oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah
Penanggung jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana
Swakelola;

c. tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi
oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah
Penanggung jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh

Organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola; dan
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d. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan sendiri oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung
jawab Anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok
Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh

Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pasal 19

(1) Pada Swakelola Tipe II, III dan IV dilakukan dengan
menandatangani nota kesepahaman antara PA/KPA
penanggung jawab anggaran dengan pelaksana Swakelola
lainnya.

(2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk Swakelola Tipe II dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:

a. PA/KPA penanggung jawab anggaran menyampaikan
permohonan kepada Kementerian / Lembaga /
Perangkat Daerah lain untuk  bekerjasama
menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan pada
tahun anggaran berikutnya di tahun anggaran
berjalan; dan

b. penandatanganan Nota Kesepahaman pelaksanaan
Swakelola.

(3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk Swakelola Tipe III dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:

a. PA/KPA penanggung jawab anggaran melakukan
survei terhadap Ormas yang mampu dan terdekat
dengan lokasi pelaksanaan Swakelola;

b. bila yang memenuhi syarat hanya ada 1 (satu)
Ormas, maka PA/KPA menyampaikan undangan
kepada Ormas sebagai pelaksana Swakelola;

c. penanggung jawab Ormas menyampaikan surat

pernyataan minat;

OA R 1 17ay XX



-19-

d. dalam hal terdapat beberapa Ormas yang memenuhi
syarat, PA/KPA dapat melaksanakan Sayembara,
untuk menetapkan Ormas yang dapat
melaksanakan Swakelola; dan

e. PA/KPA penanggung jawab anggaran
menandatangani Nota  Kesepahaman  dengan
penanggung jawab Ormas.

(4) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk Swakelola Tipe IV dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:

a. PA/KPA penanggung jawab anggaran menyampaikan
undangan kepada Pokmas untuk melaksanakan
Swakelola;

b. penanggung jawab Pokmas menyampaikan surat
pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola;

c. penandatanganan Nota Kesepahaman antara
PA/KPA dengan penanggung jawab Pokmas; dan

d. dalam hal Swakelola dilaksanakan berdasarkan
usulan Kelompok Masyarakat, PA/KPA
menandatangani nota kesepahaman setelah PA/KPA

menerima usulan tersebut.

Pasal 20
(1) Tindak  lanjut  setelah  penandatanganan Nota
kesepahaman untuk Swakelola Tipe II dilakukan hal
sebagai berikut:

a. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana
Swakelola, menyampaikan proposal yang memuat
rencana kerja dan RAB; dan

b. PPK pada PA/KPA Penanggung jawab Anggaran
menyusun Perencanaan Pengadaan sebagai dasar
pengusulan dan penyusunan RKA-K/L atau RKA
Perangkat Daerah.
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(2) Tindak lanjut setelah penandatanganan Nota
kesepahaman untuk Swakelola Tipe III dilakukan hal
sebagai berikut:

a. penanggung jawab Ormas menyampaikan proposal
dan RAB kepada PA/KPA penanggung jawab
anggaran; dan

b. PPK pada PA/KPA Penanggung jawab Anggaran
menyusun Perencanaan Pengadaan melalui
Swakelola  sebagai dasar pengusulan dan
penyusunan RKA-K/L atau RKA Perangkat Daerah.

(3) Tindak lanjut setelah penandatanganan Nota
kesepahaman untuk Swakelola Tipe IV dilakukan hal
sebagai berikut:

a. kelompok masyarakat menyampaikan proposal yang
memuat rencana kerja dan RAB kepada PA/KPA
penanggung jawab anggaran; dan

b. pada PA/KPA Penanggung jawab Anggaran
menyusun Perencanaan Pengadaan melalui
Swakelola  sebagai dasar pengusulan dan

penyusunan RKA-K/L atau RKA Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK pada Perencanaan

Pengadaan Melalui Swakelola

Pasal 21

(1) Dalam hal pekerjaan Swakelola membutuhkan Penyedia,
maka dilampirkan spesifikasi teknis/KAK Penyedia.

(2) Dalam hal pekerjaan  Swakelola membutuhkan
pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dilampirkan gambar
rencana kerja dan spesifikasi teknis.

(3) Dalam  hal pekerjaan Swakelola membutuhkan
pengadaan Jasa  Konsultansi, dilampirkan KAK

pengadaan Jasa Konsultansi.

OA R 1 17ay XX



21-

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Paragraf 1

Ketentuan Umum Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia

Pasal 22
Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan
sebagai berikut:
a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya
(RAB);
c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
d. konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan

e. biaya pendukung.

Paragraf 2
Spesifikasi Teknis/KAK pada Perencanaan Pengadaan Melalui

Penyedia

Pasal 23

(1) Spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 huruf a dibuat berdasarkan kebutuhan
barang/jasa dari Kementerian /Lembaga/Perangkat
Daerah masing-masing.

(2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk pengadaan:
a. barang;
b. pekerjaan konstruksi; dan
c. jasa lainnya.

(3) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk pengadaan Jasa Konsultansi.

(4) Spesifikasi teknis/KAK disusun dengan memperhatikan:
a. menggunakan produk dalam negeri, sepanjang

tersedia dan tercukupi;

b. menggunakan produk bersertifikat SNI, sepanjang

tersedia dan tercukupi;

OA R 1 17ay XX



-292-

c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau;

d. aspek pengadaan berkelanjutan; dan

e. tidak mengarah kepada merek/produk tertentu
kecuali untuk pengadaan komponen barang/jasa,
suku cadang, bagian dari 1 (satu) sistem yang sudah
ada, barang/jasa dalam katalog elektronik, atau
barang/jasa melalui Tender Cepat.

(5) Spesifikasi Teknis paling sedikit berisi:

a. Spesifikasi Mutu/kualitas;

b. Spesifikasi jumlah;

c. Spesifikasi waktu; dan
Spesifikasi pelayanan.

(6) KAK Penyedia Jasa Konsultansi paling sedikit berisi:

a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan,
meliputi: latar belakang, maksud dan tujuan,
lokasi pekerjaan, dan produk yang dihasilkan
(output);

b. waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan
batas akhir efektif tahun anggaran;

c. spesifikasi teknis Jasa Konsultansi yang akan
diadakan, mencakup kompetensi tenaga ahli yang
dibutuhkan dan untuk badan usaha termasuk juga
kompetensi badan usaha penyedia  Jasa
Konsultansi; dan

d. sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan

biaya pekerjaan.

Paragraf 3

Kebijakan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 24
(1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan
berorientasi pada:
a. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan
kebutuhan Kementerian / Lembaga / Perangkat

Daerah;
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b. volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan
ketersediaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah serta kemampuan dari Pelaku
Usaha;

c. ketersediaan barang/jasa di pasar;
kemampuan pelaku wusaha dalam memenuhi
spesifikasi teknis/KAK yang dibutuhkan
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; dan/atau

e. ketersediaan anggaran pada Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah.

(2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa,
dilarang:

a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket
pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah
yang memiliki sifat pekerjaan sama dan tingkat
efisiensi baik dari sisi waktu dan/atau biaya
seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah
masing-masing sesuai dengan hasil kajian/telaah;

b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang
menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus
dipisahkan untuk mendapatkan penyedia yang
sesuai;

c. menyatukan beberapa paket pengadaan yang
besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha
Kecil; dan/atau

d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa
paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

(3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-
banyaknya paket untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan
prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan
kualitas kemampuan teknis dengan nilai paket

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima

ratus juta rupiah), kecuali untuk paket pekerjaan yang
menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi

oleh Usaha Kecil.
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Paragraf 4

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 25
Konsolidasi dilakukan sesuai dengan kewenangan
masing-masing pihak dalam perencanaan pengadaan,
yaitu:
a) PA dapat mengkonsolidasikan paket antar KPA
dan/atau antar PPK;
b) KPA dapat mengkonsolidasikan paket antar PPK;
dan
c) PPK dapat mengkonsolidasikan paket di area
kerjanya masing-masing.
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan
sebelum atau sesudah pengumuman RUP.
Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan pada kegiatan pemaketan Pengadaan
Barang/Jasa atau perubahan RUP.
Konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan kebijakan

pemaketan.

BAB VII
JADWAL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 26
Jadwal Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan pada
Perencanaan Pengadaan terdiri atas:
a. rencana Jadwal persiapan pengadaan; dan
b. rencana Jadwal pelaksanaan pengadaan.
Rencana jadwal persiapan Pengadaan Barang/Jasa
melalui Swakelola meliputi:
a. jadwal penetapan sasaran;
b. jadwal penetapan penyelenggara Swakelola;

c. jadwal penetapan rencana kegiatan;
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d. jadwal penetapan spesifikasi teknis/KAK;

e. jadwal penetapan RAB; dan

f.  jadwal finalisasi dan penandatangan kontrak
Swakelola.

(3) Rencana jadwal persiapan Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia terdiri atas:

a. jadwal persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang
dilakukan oleh PPK; dan

b. jadwal persiapan pemilihan yang dilakukan oleh
Pokja Pemilihan.

(4) Bagi Swakelola tipe I rencana jadwal persiapan
pengadaan meliputi butir a sampai dengan e pada ayat
(2).

(5) Rencana jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
melalui Swakelola meliputi:

a. tipe I meliputi kegiatan pelaksanaan Swakelola
sesuai rencana kegiatan, penyusunan laporan dan
penyerahan hasil Swakelola kepada PPK; dan

b. tipe II, II, IV meliputi kegiatan pelaksanaan
Swakelola sesuai dengan Kontrak yang sudah
disepakati, penyusunan laporan, dan penyerahan
hasil Swakelola kepada PPK.

(6) Rencana jadwal pelaksanaan Pengadaan melalui
Penyedia meliputi:

a. pelaksanaan pemilihan Penyedia;

b. pelaksanaan kontrak; dan

c. serah terima hasil pekerjaan.

(7) Dalam menyusun dan menetapkan rencana jadwal
Pengadaan Barang/Jasa dapat mempertimbangkan hal
sebagai berikut:

a. jenis/karakteristik dari barang/jasa yang
dibutuhkan;

b. metode dan waktu pengiriman barang/jasa;

c. waktu pemanfaatan barang/jasa di masing — masing

Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah;
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d. metode pemilihan yang dilakukan;
e. jangka waktu proses pemilihan penyedia; dan/atau

f.  ketersediaan barang/jasa di pasar.

BAB VIII
ANGGARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 27

(1) Anggaran Pengadaan Barang/Jasa merupakan seluruh
biaya yang harus dikeluarkan oleh Kementerian/
Lembaga/Pemerintah @ Daerah  untuk  memperoleh
barang/jasa yang dibutuhkan.

(2) Anggaran Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Dbiaya barang/jasa yang dibutuhkan; dan
b. biaya pendukung.

(3) Biaya barang/jasa meliputi biaya yang termasuk pada
komponen sebagaimana terdapat pada spesifikasi
teknis/KAK.

(4) Biaya barang/jasa dapat meliputi namun tidak terbatas
pada:

a. harga barang;

b. biaya pengiriman;

c. biaya suku cadang dan purna jual;
d. Dbiaya personil;

e. biaya non personil;

f.  biaya material/bahan;

g. biaya peralatan;

h. biaya pemasangan; dan/atau

e

biaya sewa

(5) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
a. biaya pelatihan;

b. Dbiaya instalasi dan testing;
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c. biaya administrasi; dan/atau
d. Dbiaya lainnya.
(6) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf c, dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
a. biaya pengumuman;
b. biaya survei lapangan;
c. Dbiaya survei pasar;
d. honorarium para pihak yang terlibat dalam
Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
e. penggandaan dokumen.
(7) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dialokasikan di tahun anggaran berjalan untuk:
a. pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran
berjalan; dan/atau
b. pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran
yang akan datang namun pelaksanaan
pengadaannya dilakukan pada tahun anggaran
berjalan.
(8) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
d, dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
biaya pendapat ahli hukum kontrak;
b. biaya uji coba;
c. biaya sewa;
d. Dbiaya rapat; dan/atau

e. biaya komunikasi.

BAB IX
RENCANA UMUM PENGADAAN

Bagian Pertama

Ketentuan Umum
Pasal 28

(1) Perencanaan Pengadaan dituangkan ke dalam RUP oleh

PPK;
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RUP Swakelola memuat paling sedikit:

a.

o o

5o o

[

j-

nama dan alamat PA/KPA;

nama paket Swakelola yang akan dilaksanakan;
tipe Swakelola;

nama Penyelenggara Swakelola;

uraian pekerjaan;

volume pekerjaan;

lokasi pekerjaan;

sumber dana;

besarnya total perkiraan biaya Swakelola; dan

perkiraan Jadwal Pengadaan Barang/Jasa.

RUP Penyedia memuat paling sedikit:

a.
b.

C.

o

5o 0

[

nama dan alamat PA/KPA;

nama paket Penyedia;

kebutuhan penggunaan produk dalam negeri;
peruntukkan paket untuk Usaha kecil atau
kecil;

uraian pekerjaan;

volume pekerjaan;

lokasi Pekerjaan;

sumber dana;

besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
spesifikasi teknis/KAK;

metode pemilihan; dan

perkiraan jadwal Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua

Pengumuman RUP

Pasal 29

non

Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah

penetapan alokasi anggaran.

Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.
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3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), dilakukan melalui aplikasi SIRUP.

4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk
masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

5) RUP diumumkan  kembali dalam  hal terdapat
perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA).

6) Tata cara penggunaan aplikasi SIRUP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Deputi
Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem

Informasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Perencanaan
Pengadaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi
Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem

Informasi.

Pasal 31
Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Lembaga ini berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar  setiap  orang mengetahuinva,  memerintahlkan
pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia,

Dritetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018
KEPALA LEMBAGA KEBLIAKAN
PENGADAAN BARANG /JASA
FEMERINTAH,

rhel
AGUS PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tangeal 8 Juni 2018

DIREETUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDAMG-UNDANGAN
KEEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS] MANIUSTIA
REPUBLIK TNDONESLA,

tid

WIDODO EKATJAFJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOE 760

LI_

H
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Provinsi Kepulauan Riau

PERATURAN LEMBAGA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN SWAKELOLA




LKPP

embaga Kabijakan
Pangadaan Barang'Jasa Pemerindah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN SWAKELOLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 91 ayat
(1) huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut
mengenai pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui
Swakelola di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
b. bahwa untuk mewujudkan kesamaaan pemahaman bagi
PA/KPA, PPK dan Penyelenggara Swakelola di
Lingkungan K/L/PD dalam Pengadaan Barang/Jasa
melalui Swakelola perlu dibuat pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa

Pemerintah tentang Pedoman Swakelola;



Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 33);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN
SWAKELOLA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan
serah terima hasil pekerjaan.

2. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang
selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh
barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/
Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau

kelompok masyarakat.
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Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat
Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA wuntuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Perangkat Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional /personel yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang
menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk
oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
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11. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan
dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

12. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding
adalah kesepakatan antara PA/KPA penanggung jawab
anggaran dan pimpinan Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah lain, pimpinan Ormas, atau
penanggung jawab Kelompok Masyarakat secara tertulis
sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola.

13. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang
selanjutnya disebut Kontrak Swakelola adalah perjanjian
tertulis antara PA/KPA/PPK dengan ketua tim pelaksana
Swakelola  Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah
lainnya, pimpinan Ormas pelaksana Swakelola, atau

pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pasal 2
Ruang lingkup Pedoman Swakelola meliputi:
a. perencanaan swakelola;
b. persiapan swakelola;
c. pelaksanaan swakelola;
d. pengawasan swakelola; dan

e. serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 3

Tipe Swakelola terdiri atas:

a. tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan,
dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran,;

b. tipe Il yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi
oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah
penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana

Swakelola;

jdih.lkpp.go.id



c. tipe Il yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi
oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah
penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh
Ormas pelaksana Swakelola; dan

d. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung
jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok
Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh

Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pasal 4

(1) Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim
Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.

(2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran,
rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana
biaya.

(3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat,
mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

(4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan
pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

(5) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai
berikut:

a. tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh
PA/KPA;

b. tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan
oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah Ilain
pelaksana Swakelola;

c. tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan
oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh
pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; dan

d. tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh
pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana

Swakelola.
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BAB II
PERENCANAAN SWAKELOLA

Pasal 5
(1) Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola meliputi:

a. penetapan tipe Swakelola;
penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan

c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran
Biaya (RAB).

(2) Penetapan tipe Swakelola disesuaikan dengan Pelaksana

Swakelola.

(3) PA/KPA membuat Nota Kesepahaman dengan Pelaksana

Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pada Swakelola Tipe II, PA/KPA penanggung jawab
anggaran menandatangani Nota Kesepahaman
dengan pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain;

b. pada Swakelola Tipe III, PA/KPA penanggung jawab
anggaran dapat menandatangani Nota Kesepahaman
dengan pimpinan Ormas; dan

c. pada Swakelola Tipe IV, PA/KPA penanggung jawab
anggaran dapat menandatangani Nota Kesepahaman
dengan pimpinan Kelompok Masyarakat;

(4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak diperlukan pada Swakelola Tipe I.

(5) Penandatanganan Nota Kesepahaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan

Kontrak Swakelola.

Pasal 6
(1) Kecuali pada Swakelola Tipe I, PPK menyusun spesifikasi
teknis/KAK setelah penandatanganan Nota
Kesepahaman.
(2) PPK meminta Pelaksana Swakelola untuk mengajukan

RAB.
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(3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar pengajuan Anggaran untuk pengadaan
barang/jasa melalui Swakelola dalam penyusunan RKA-

KL dan RKA-PD.

BAB III
PERSIAPAN SWAKELOLA

Pasal 7

(1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola
meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola,
rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.

(2) Sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.

(3) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
4 ayat ().

(4) Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK
dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan
tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah.

(5) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok
Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.

(6) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya
dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan
jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh
persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

(7) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/ output.

(8) PPK dan Tim Persiapan Swakelola Tipe II dan Tipe III
menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan Tim
Pelaksana  Swakelola dari Kementerian/Lembaga/

Perangkat Daerah lain atau Ormas.
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(99 PPK pada Swakelola Tipe IV menyusun rancangan
Kontrak Swakelola dengan Tim Persiapan Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola.

(10) Rancangan Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dan ayat (9) paling sedikit berisi:

a. para pihak;

b. barang/jasa yang akan dihasilkan;
c. nilai pekerjaan;

d. jangka waktu pelaksanaan; dan

e. hak dan kewajiban para pihak.

BAB IV
PELAKSANAAN SWAKELOLA

Pasal 8

(1) Pada Swakelola Tipe I PA/KPA dapat menggunakan
pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain
dan/atau tenaga ahli.

(2) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima
puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana.

(3) Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Penyedia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Pasal 9
(1) Pada Swakelola Tipe II PPK menandatangani Kontrak
Swakelola dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola setelah
Kesepakatan Kerja Sama.
(2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk

kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.
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Pasal 10

(1) Pada Swakelola Tipe III PPK menandatangani Kontrak
Swakelola dengan Pimpinan Ormas sesuai dengan Nota
Kesepahaman.

(2) Pimpinan Ormas dapat memberikan mandat kepada
pengurus Ormas untuk menandatangani Kontrak
Swakelola dan bertindak selaku penerima kuasa.

(3) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk

kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

Pasal 11
(1) Pada Swakelola Tipe IV PPK menandatangani Kontrak
Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat sesuai
dengan Nota Kesepahaman.
(2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk

kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

Pasal 12
Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak
dapat dihentikan atau dilanjutkan.

(2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak
dapat melakukan perubahan kontrak.

(3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak
disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun
Anggaran.

(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur

dalam kontrak.
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Pasal 14

(1) Dalam hal Tim Pelaksana gagal menyelesaikan pekerjaan
sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK
menilai bahwa Tim Pelaksana mampu menyelesaikan
pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Tim Pelaksana
untuk menyelesaikan pekerjaan.

(2) Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana untuk
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang
didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan.

(3) Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana, untuk
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pasal 15

(1) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan
Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara
berkala.

(2) Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan
Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan,
pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.

(3) Pengawasan  pelaksanaan  Swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan
administrasi, teknis, dan keuangan.

(4) Berdasarkan hasil pengawasan, Tim  Pengawas
melakukan evaluasi swakelola dan memberikan
rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan

korektif apabila diperlukan.

Pasal 16
(1) Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola dilakukan oleh
Tim Pelaksana kepada PPK sesuai dengan ketentuan

Kontrak Swakelola.
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(2) Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Tim

Pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.

Pasal 17
(1) PPK menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada PA/KPA.
(2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan
Swakelola yang akan diserahterimakan.
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 18
Pedoman Penyelenggaraan Swakelola tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Lembaga ini.

Pasal 19
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap  orang mengeiahinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018
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LKPP

embaga Kabijakan
Pangadaan Barang'Jasa Pemerindah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN SWAKELOLA

PEDOMAN SWAKELOLA

1  PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Swakelola sebagaimana diatur Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu disusun Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang

pedoman pelaksanaan Swakelola.

Maksud disusunnya pedoman ini sebagai petunjuk dalam rangka
penyelenggaraan swakelola di Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah. Tujuan disusunnya pedoman ini untuk mewujudkan
penyelenggaraan Swakelola yang mudah dengan tata kelola yang

jelas.

Dalam pedoman ini memuat Perencanaan Swakelola, Persiapan
Swakelola, Pelaksanaan Swakelola, Pengawasan Swakelola, dan

Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk masing-masing tipe Swakelola.

1.2 Pengertian Swakelola
Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh
barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain,

Ormas, atau Kelompok Masyarakat.
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1.3

Swakelola dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan
tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha.
Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki
pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
bersangkutan, serta  dalam rangka  peningkatan peran

serta/pemberdayaan Ormas dan Kelompok Masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber
daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, pelaksanaannya
harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan
tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana

swakelola.

Dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Ormas,
pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tujuan pendirian Ormas

(visi dan misi) dan kompetensi dari Ormas.

Dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Kelompok
Masyarakat, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan

dan kompetensi Kelompok Masyarakat.

Tujuan Swakelola

a. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh
pelaku usaha;

b. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh
pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi
yang sulit dijangkau,;

c. Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan
penggunaan sumber daya yang dimiliki
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;

d. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di
Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah;

e. Meningkatkan partisipasi Ormas/Kelompok Masyarakat;

f.  Meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan

melalui Swakelola; dan/atau
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g. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang
mampu disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah yang bersangkutan.

1.4 Tipe Swakelola

Tipe Swakelola terdiri atas:

a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan
diawasi oleh Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah
penanggung jawab anggaran,;

b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab
anggaran dan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat @ Daerah lain pelaksana
Swakelola;

c. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab
anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola;
dan

d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab
anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat,
dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat

pelaksana Swakelola.

| .= Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola

Contoh barang/jasa yang dapat diadakan melalui Swakelola tidak

terbatas pada:

a. Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau
sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan
rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput,
pemeliharaan rambu suar, Pengadaan Barang/Jasa di lokasi
terpencil/pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni;

b. Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan
dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau

penyuluhan;
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c. Penyelenggaraan sayembara atau kontes;

d. Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan
budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade
seni/budaya, contoh: pembuatan film, tarian musik, olahraga;

e. Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan
kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan
sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu;

f. Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum
dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha;

g. Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat,
atau masyarakat, contoh: produk kerajinan masyarakat, produk
Kelompok  Masyarakat, produk Kelompok  Masyarakat
penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat
atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan;

h. Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan
partisipasi masyarakat. Dalam hal pengadaan yang memerlukan
partisipasi masyarakat tersebut berupa Pekerjaan Konstruksi
maka hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan
konstruksi sederhana. Konstruksi bangunan baru yang tidak
sederhana, dibangun oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya
diserahkan kepada Kelompok Masyarakat penerima sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
contoh: pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung,
pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil,
pengelolaan sampah di pemukiman, atau pembangunan/
peremajaan kebun rakyat;atau

i. Barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan
oleh Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah yang
bersangkutan, contoh: pembuatan soal ujian dan pembuatan

sistem keamanan informasi.

1.6 Penyelenggara Swakelola
Swakelola dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola yang terdiri
dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas yang memiliki

tugas meliputi:
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a. Tim Persiapan menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal
pelaksanaan, dan rencana biaya.

b. Tim Pelaksana melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan
melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan
penyerapan anggaran.

c. Tim Pengawas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik

maupun administrasi Swakelola.

1.6.1 Penetapan

Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh:

a. Swakelola Tipe I
Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas
ditetapkan oleh PA/KPA;

b. Swakelola Tipe II
Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh
PA/KPA, dan Tim  Pelaksana ditetapkan oleh
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah pelaksana
Swakelola.
Tim Pelaksana pada Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah pelaksana Swakelola dapat ditetapkan oleh
Pejabat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

c. Swakelola Tipe III
Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh
PA/KPA, dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan
Ormas pelaksana Swakelola;

d. Swakelola Tipe IV
Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas
ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat

pelaksana Swakelola.

Tabel 1 Penetapan Penyelenggara Swakelola

Sw’:feelola Tim Persiapan | Tim Pengawas Tim Pelaksana
Tipe I Ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran
Tipe II Ditetapkan oleh PA/KPA Ditetapkan oleh

penanggung jawab anggaran K/L/PD
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Tipe
Tim Persiapan | Tim Pengawas Tim Pelaksana
Swakelola
Ditetapkan oleh
Ditetapkan oleh PA/KPA penanggung jawab
Tipe III
penanggung jawab anggaran Organisasi
Masyarakat
Ditetapkan oleh penanggung jawab Kelompok
Tipe IV
Masyarakat

1.6.2 Persyaratan Penyelenggara Swakelola
a. Swakelola Tipe I

Penyelenggara Swakelola Tipe I memiliki sumber daya

yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan

Swakelola.

b. Swakelola Tipe II

Penyelenggara Swakelola Tipe II memiliki sumber daya

yang cukup dan kemampuan teknis untuk menyediakan

barang/jasa yang diswakelolakan.

Swakelola Tipe II dapat dilaksanakan oleh:

1) Kementerian/Lembaga/Perangkat = Daerah  yang
mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan
pekerjaan Swakelola yang akan dilaksanakan;

2) Badan Layanan Umum (BLU);atau

3) Perguruan Tinggi Negeri.

c. Swakelola Tipe III

Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe III yaitu:

1) Ormas yang berbadan hukum yayasan atau Ormas
berbadan hukum  perkumpulan yang telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari
Kementerian yang membidangi urusan hukum dan
hak asasi manusia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah
memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir
dipenuhi dengan penyerahan SPT Tahunan;

3) memiliki struktur organisasi/pengurus;
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4) memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART);

5) Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan
dengan Barang/Jasa yang diadakan, sesuai dengan
AD/ART dan/atau Pengesahan Ormas;

6) Mempunyai kemampuan manajerial dan
pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan
barang/jasa sejenis yang diswakelolakan dalam
kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir baik di
dalam negeri dan/atau luar negeri sebagai
pelaksana secara sendiri dan/atau bekerjasama;

7)  Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama
3 (tiga) tahun terakhir sesuai peraturan perundang-
undangan,;

8) Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat
yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau
sewa; dan

9) Dalam hal Ormas akan melakukan kemitraan, harus
mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan yang
memuat tanggung jawab masing-masing yang

mewakili kemitraan tersebut.

Swakelola Tipe IV

Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe IV yaitu:

1) Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwenang;

2) memiliki struktur organisasi/pengurus;

3) memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART);

4) memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan
jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan;
dan/atau

5) memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan
atau mengerjakan Dbarang/jasa sejenis yang

diswakelolakan.
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PERENCANAAN PENGADAAN

Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
a. penetapan tipe swakelola;

b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan

c. penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya (RAB).

b

Penetapan Tipe Swakelola

PA/KPA menetapkan tipe Swakelola berdasarkan jenis barang/jasa
dan disesuaikan dengan Pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA
memilih /menetapkan Pelaksana Swakelola berdasarkan ketersediaan

Pelaksana Swakelola.

2.2 Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
PA/KPA dibantu oleh PPK menyusun spesifikasi teknis/KAK

pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan melalui Swakelola.

Spesifikasi teknis/KAK memuat antara lain:

a. Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, sumber
pendanaan, dan barang/jasa yang disediakan;

b. Spesifikasi barang/jasa;

c. Jangka waktu Swakelola;

d. Kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga kerja, narasumber,
bahan/material termasuk peralatan/suku cadang, Jasa
Lainnya, Jasa Konsultansi, dan/atau kebutuhan lainnya
(apabila diperlukan); dan/atau

e. Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi.

2.3 Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)
a. Swakelola Tipe I

PA/KPA menyusun perkiraan biaya berdasarkan biaya

masukan. Rencana anggaran biaya (RAB) terdiri dari:

1) gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala
tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;

2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang
(apabila diperlukan);

3) Dbiaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);
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4) biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau
5) Dbiaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan.

Swakelola Tipe II

PA/KPA  menyampaikan permintaan kesediaan kepada
Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah untuk melaksanakan
Swakelola. Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
bersedia maka PA/KPA  bersama dengan  pimpinan
Kementerian/Lembaga/Perangkat = Daerah membuat Nota
Kesepahaman. Selanjutnya berdasarkan Nota Kesepahaman
tersebut Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana

Swakelola menyampaikan RAB.

Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan

RAB.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari:

1) gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala
tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;

2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang
(apabila diperlukan);

3) Dbiaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);dan/atau

4) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan.

Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana
Swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah ditetapkan
sebagai PNBP maka penyusunan RAB berdasarkan tarif yang
telah ditetapkan dalam PNBP tersebut.

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe II terdapat

kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka:

a. Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana
Swakelola yang menerapkan tarif berdasarkan PNBP, maka
semua kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa sudah

dimasukan dalam Kontrak Swakelola; atau
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b. Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana
Swakelola yang belum/tidak menerapkan tarif berdasarkan
PNBP, maka kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat:

1) dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau

2) dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak
mampu untuk melaksanakan pengadaan
bahan/material/jasa  lainnya  pendukung yang
dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka
pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung

dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.

Swakelola Tipe III

PA/KPA menyampaikan permintaan kesediaan kepada Ormas
untuk melaksanakan Swakelola. Dalam hal terdapat lebih dari 1
(satu) Ormas yang dinilai mampu untuk melaksanakan
pengadaan barang/jasa melalui Swakelola Tipe III, PA/KPA
dapat melakukan proses pemilihan melalui mekanisme

sayembara.

Dalam hal Ormas bersedia maka PA/KPA bersama dengan
pimpinan Ormas membuat Nota Kesepahaman. Selanjutnya
berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut Ormas menyampaikan

RAB.

Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan

RAB.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari:

1) gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala
tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;

2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang
(apabila diperlukan);

3) Dbiaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);dan/atau

4) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan.
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Apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe III terdapat

kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka

kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat:

a. dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau

b. dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak
mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/
jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam
melaksanakan Swakelola, maka pengadaan
bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui

kontrak terpisah oleh PPK.

Swakelola Tipe IV

PA/KPA  menyampaikan  undangan kepada  Kelompok
Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola. Jika
Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan
pekerjaan swakelola, maka penanggung jawab Kelompok
Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai
pelaksana swakelola dan selanjutnya PA/KPA bersama dengan
penanggung jawab Kelompok Masyarakat membuat Nota

Kesepahaman.

Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelola
merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat maka PA/KPA
menetapkan dan mengadakan Nota Kesepahaman dengan

Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana swakelola.

Berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut Kelompok Masyarakat

menyampaikan RAB.

Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan

RAB.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari:

1) gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala
tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;

2) Dbiaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang

(apabila diperlukan);
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biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);dan/atau
biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan.

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe IV terdapat

kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka

kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat:

a.
b.

dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau

dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak
mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/
jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam
melaksanakan Swakelola, maka pengadaan
bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui

kontrak terpisah oleh PPK.

Hasil perencanaan Swakelola berupa spesifikasi teknis/KAK,

Rencana Anggaran Biaya, rencana jadwal pelaksanaan, dan

calon Pelaksana Swakelola digunakan sebagai dasar pengusulan

dan penyusunan RKA-KL dan RKA-PD.

3 SWAKELOLA TIPE I

3.1 Persiapan

PPK mengkoordinasikan persiapan Swakelola Tipe [ setelah

penetapan DIPA/DPA. Kegiatan persiapan Swakelola Tipe I

sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut ini:

Tabel Persiapan Swakelola Tipe I

Para Pihak
No. Kegiatan
Penyusun Penetapan

1. | Penetapan sasaran Tim Persiapan PA/KPA

Penetapan Penyelenggara
2. P Y 88 PPK PA /KPA

Swakelola
3. | Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
4. | Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK
S. | Reviu spesifikasi teknis/KAK | Tim Persiapan PPK
6. | Reviu RAB Tim Persiapan PPK
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PA/KPA menetapkan sasaran output (keluaran) Swakelola Tipe I

sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja/anggaran.

PA/KPA menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim
Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan

dari PPK.

Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran. Tim Persiapan dapat

merangkap sebagai Tim Pelaksana.

Tim Pelaksana terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah  penanggung jawab  anggaran dan/atau  pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain. Untuk kegiatan
tertentu yang membutuhkan banyak tenaga dilapangan seperti
kegiatan pengumpulan data oleh enumerator, maka Tim Pelaksana

dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan.

Tim Pengawas terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran. Penyelenggara Swakelola dapat
dibantu oleh tenaga ahli/teknis/narasumber. Tenaga ahli dalam
pelaksanaan Swakelola Tipe I tidak boleh melebihi 50% (lima puluh

persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

Tim Persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan

RAB. Kegiatan tersebut meliputi:

a. melakukan reviu atas  spesifikasi teknis/KAK yaitu
menyesuaikan spesifikasi teknis/KAK hasil Perencanaan
Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA;

b. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan
kegiatan;

c. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown
structure) yang akan dilaksanakan;

d. merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output
dengan ketentuan:

1) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya

pelaksanaan swakelola; dan/atau
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2) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan
kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan
barang/jasa yang diperlukan.

e. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

1) gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala
tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;

2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang
(apabila diperlukan);

3) biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);

4) biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau

5) Dbiaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,
komunikasi, laporan

f.  menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya
bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu
Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;

g~ menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya
bulanan;

h. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan dan
bahan/material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui
penyedia; dan/atau

i. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan
kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan

spesifikasi teknis /KAK.

Dalam hal terdapat Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dalam
Swakelola Tipe I, maka dilaksanakan sesuai ketentuan dalam

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pelaksanaan

Tim Pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan
tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan
hasil persiapan. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang

telah ditetapkan oleh PPK;
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pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil

atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan

material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau
tenaga  pendukung), sarana  prasarana/peralatan dan
material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja

sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;

menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari:

1) Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana
pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian
tugas, serta jadwal pelaksanaan;

2) Laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil
survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan
data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;

3) Laporan draf akhir (draft final report) yang memuat draf
hasil kegiatan;

4)  Laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan,;

5) Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi
fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan
rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi
kegiatan Swakelola; dan/atau

6) Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi,
pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya
disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.

PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,

yang meliputi:

1) Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil
atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja
atau dengan cara upah borong;

2) Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/narasumber
(apabila diperlukan);

3) Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau

4) Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.
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g. Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola

1) Tim pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan
laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita
Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan
pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh
Tim Pengawas; dan

3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa
yang berbentuk aset) kepada PA/KPA.

4) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan

diserahterimakan.

3.3 Pengawasan
Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis,
dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil
pekerjaan yang meliputi:
a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk
mengetahui realisasi fisik meliputi:

1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;

2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga
terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi,
sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;

3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).

c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi
Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan,
Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada
PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil

tindakan korektif.

4  SWAKELOLA TIPE II
4.1 Persiapan
PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola Tipe II setelah
penetapan DIPA/DPA. Kegiatan persiapan Swakelola Tipe 1II

sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut ini:
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Tabel Persiapan Swakelola Tipe II

Para Pihak
No Kegiatan
Penyusun Penetapan
1. | Penetapan sasaran Tim Persiapan PA /KPA
2. | Kesepakatan Kerja Sama PA /KPA penanggung jawab
PA/KPA dengan K/L/PD anggaran dan Pimpinan K/L/PD
lain Pelaksana Swakelola lain Pelaksana Swakelola
3. | Penyelenggara swakelola:
- Tim Persiapan dan Tim PPK PA/KPA
Pengawas penanggung penanggung
jawab anggaran | jawab anggaran
- Tim Pelaksana K/L/PD lain K/L/PD lain
Pelaksana Pelaksana
Swakelola Swakelola
4. | Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK
6. | Reviu Spesifikasi
teknis/KAK Tim Persiapan PPK
Reviu RAB Tim Persiapan PPK
8. | Finalisasi dan
Penandatanganan Kontrak PPK dan Tim Pelaksana
Swakelola

PA/KPA menetapkan sasaran output (keluaran) Swakelola Tipe II

sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja/anggaran.

PA/KPA menetapkan Penyelanggara Swakelola yang terdiri dari Tim

Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan dari PPK.

PA/KPA penanggung jawab anggaran melakukan Kesepakatan Kerja

Sama dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

lain pelaksana swakelola untuk melaksanakan Swakelola Tipe II dan

sebagai dasar Kontrak Swakelola antara PPK dan Tim Pelaksana.

Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah penanggung jawab anggaran dan dapat merangkap sebagai

Tim Pengawas.
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Tim Pelaksana terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain pelaksana swakelola. Untuk kegiatan tertentu yang
membutuhkan banyak tenaga dilapangan seperti kegiatan
pengumpulan data oleh enumerator, selain pegawai
Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana swakelola, maka
Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan.
Tenaga pendukung lapangan termasuk dalam bagian Kontrak

Swakelola.

Tim Pengawas terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah penanggung jawab anggaran.

Tim Persiapan Swakelola Tipe II menyusun rencana kegiatan, jadwal

pelaksanaan dan RAB. Kegiatan tersebut meliputi:

a. melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK
perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam
DIPA/DPA,;

b. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan
kegiatan,;

c. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown
structure) yang akan dilaksanakan;

d. merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output
dengan ketentuan:

1) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya
pelaksanaan swakelola; dan/atau

2) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan
kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan
barang/jasa yang diperlukan.

e. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

1) gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala
tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;

2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang
(apabila diperlukan);

3) Dbiaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);dan/atau

4) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan
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f.  menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya
bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui
Pagu  Anggaran yang telah  ditetapkan dalam dokumen
anggaran;

g menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya
bulanan;

h. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan
dengan pengadaan melalui penyedia; dan/atau

i. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan
kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan

spesifikasi teknis/KAK.

Tim Persiapan dan Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak

Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan
dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK dibantu
oleh tim persiapan melakukan negosiasi teknis dan harga
dengan Tim Pelaksana Swakelola. Hasil negosiasi dituangkan
dalam Dberita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar
penyusunan Kontrak Swakelola;

b. PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Tim Pelaksana
Swakelola. Kontrak Swakelola paling kurang berisi:

1) para pihak;

2) Barang/Jasa yang akan dihasilkan;

3) nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh
kebutuhan Barang/Jasa pendukung Swakelola;

4) jangka waktu pelaksanaan; dan

5) hak dan kewajiban para pihak.

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe II termasuk Pengadaan

Barang/Jasa melalui Penyedia maka:

a. Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana
Swakelola maka pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim
Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika

Pengadaan Barang/Jasa; atau
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b. Untuk Badan Layanan Umum Pelaksana Swakelola, maka
proses pengadaan barang/jasa menggunakan ketentuan Badan

Layanan Umum.

4.2 Pelaksanaan

Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan

tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output berdasarkan

Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Pelaksanaan swakelola

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK
yang telah ditetapkan oleh PPK;

b. pengajuan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan
material/bahan  sesuai dengan rencana  kegiatan/sub
kegiatan/output;

c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan
material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja,
sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;

e. menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari:
1) Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana

pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian
tugas, serta jadwal pelaksanaan;

2) Laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil
survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan
data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;

3) Laporan draf akhir (draft final report) yang memuat draf
hasil kegiatan;

4) Laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan;

5) Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi
fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan
rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi
kegiatan Swakelola; dan/atau

6) Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi,
pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya
disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.

f.  Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola

pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama
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kepada pihak lain.

g. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai
dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan.

h. Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola
1) Tim pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan

laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita
Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan
pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh
Tim Pengawas; dan

3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa
yang berbentuk aset) kepada PA/KPA.

4) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan

diserahterimakan.

4.3 Pengawasan
Tim Pengawas swakelola Tipe II melaksanakan tugas pengawasan
administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan
dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk
mengetahui realisasi fisik meliputi:
1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan.
3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada)
c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi
Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan,
tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada
PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil

tindakan korektif.
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5 SWAKELOLA TIPE III

=B

Persiapan

PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola Tipe III setelah

penetapan DIPA/DPA. Kegiatan persiapan Swakelola Tipe III

sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel Persiapan Swakelola Tipe III

Para Pihak
No Kegiatan
Penyusun Penetapan
1. | Penetapan sasaran Tim Persiapan PA /KPA
2. | Penyelenggara swakelola:
- Tim Persiapan dan Tim PPK PA /KPA
Pengawas penanggung penanggung
jawab anggaran | jawab anggaran
- Tim Pelaksana Ormas Pimpinan Ormas
Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK
Reviu Spesifikasi
teknis/KAK Tim Persiapan PPK
6. | Reviu RAB Tim Persiapan PPK
Finalisasi dan
7. | Penandatanganan Kontrak PPK dan Pimpinan Ormas

Swakelola

PA/KPA menetapkan sasaran output (keluaran) Swakelola Tipe III

sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja/anggaran.

PA/KPA menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim

Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan dari PPK.

Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah penanggung jawab anggaran dan dapat merangkap sebagai

Tim Pengawas.

jdih.lkpp.go.id



-23-

Tim Pelaksana terdiri dari anggota Ormas pelaksana Swakelola.
Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga
dilapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh enumerator,
selain anggota Ormas pelaksana swakelola, maka Tim Pelaksana
dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan. Tenaga pendukung
lapangan termasuk dalam bagian Kontrak Swakelola.

Tim Pengawas terdiri dari pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah penanggung jawab anggaran.

Tim Persiapan swakelola Tipe III menyusun rencana kegiatan, jadwal

pelaksanaan dan RAB. Kegiatan tersebut meliputi:

a. melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK
perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam
DIPA/DPA,;

b. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan
kegiatan;

c. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown
structure) yang akan dilaksanakan;

d. merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output
dengan ketentuan:

1) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya
pelaksanaan swakelola; dan/atau

2) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan
kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan
barang/jasa yang diperlukan.

e. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

1) honor Penyelenggara Swakelola dan honor narasumber;

2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang
(apabila diperlukan);

3) Dbiaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);dan/atau

4) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,
komunikasi, laporan.

f.  menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya
bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui
Pagu  Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen

anggaran;
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g. ~menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya
bulanan;

h. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan
dengan pengadaan melalui penyedia; dan/atau

i. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan
kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan

spesifikasi teknis/KAK.

Tim Persiapan dan Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak

Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan
dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK dibantu
oleh Tim Persiapan melakukan negosiasi teknis dan harga
dengan Tim Pelaksana Swakelola. Hasil negosiasi dituangkan
dalam Dberita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar
penyusunan Kontrak Swakelola;

b. PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan
Ormas. Kontrak Swakelola paling kurang berisi:

1) para pihak;

2) Barang/Jasa yang akan dihasilkan;

3) nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh
kebutuhan Barang/Jasa pendukung Swakelola;

4) jangka waktu pelaksanaan; dan

5) hak dan kewajiban para pihak.

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe III termasuk
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan oleh
Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika

Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan

Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan
tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang
telah disepakati. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:
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pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah

ditetapkan oleh PPK;

pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga kerja

atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan

material/bahan sesuai dengan Kontrak Swakelola;

penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga kerja atau

tenaga  pendukung), sarana  prasarana/peralatan dan

material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja,

sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;

menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari:

1) Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana
pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian
tugas, serta jadwal pelaksanaan;

2) Laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil
survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan
data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;

3) Laporan draf akhir (draft final report) yang memuat draf
hasil kegiatan;

4) Laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan;

5) Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi
fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan
rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi
kegiatan Swakelola; dan/atau

6) Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi,
pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya
disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.

Ormas Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan

utama kepada pihak lain.

PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai

dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan.

Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola

1) Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan
pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara

Serah Terima Hasil Pekerjaan;
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2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan
pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh
Tim Pengawas; dan

3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa
yang berbentuk aset) kepada PA/KPA.

4) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk  melakukan
pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan

diserahterimakan.

5.1 Pengawasan
Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis,
dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil
pekerjaan yang meliputi:
a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk
mengetahui realisasi fisik meliputi:

1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;

2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga
terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi,
sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.

3) pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).

c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi
Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan,
tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada
PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil

tindakan korektif.

6 SWAKELOLA TIPE IV
fr.1 Persiapan
PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola Tipe IV setelah
penetapan DIPA/DPA. Kegiatan persiapan Swakelola Tipe IV

sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:
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Tabel Persiapan Swakelola Tipe IV

Para Pihak
No Kegiatan
Penyusun Penetapan
1. | Penetapan sasaran PPK PA /KPA
Penyelenggara swakelola:
Pimpinan
Tim Persiapan, Tim Kelompok
2. Kelompok
Pelaksana dan Tim Masyarakat
Masyarakat
Pengawas
Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
4. | Jadwal pelaksanaan Tim Persiapan PPK
Reviu Spesifikasi
S. Tim Persiapan PPK
teknis/KAK
6. | Reviu RAB Tim Persiapan PPK
Finalisasi dan
PPK dan Pimpinan Kelompok
7. | Penandatanganan Kontrak
Masyarakat Pelaksana Swakelola
Swakelola

PA/KPA menetapkan sasaran output (keluaran) Swakelola Tipe IV

sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja/anggaran.

Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara
Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim
Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola Tipe IV terdiri dari

pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

PPK dapat menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab
anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan

pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola.

Tim Persiapan Swakelola Tipe IV menyusun rencana kegiatan, jadwal

pelaksanaan dan RAB. Kegiatan tersebut meliputi:

a. melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK
perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam
DIPA/DPA,;

b. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan

kegiatan,;

jdih.lkpp.go.id



- 28 -

c. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown
structure) yang akan dilaksanakan;
d. merinci jadwal pelaksanaan dengan ketentuan:

1) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya
pelaksanaan swakelola; dan/atau

2) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan
kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan
barang/jasa yang diperlukan.

e. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

1) gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala
tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;

2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang
(apabila diperlukan); dan/atau

3) Dbiaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,
komunikasi, laporan

f.  menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya
bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui

Pagu  Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen

anggaran;

g. ~menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya
bulanan; dan/atau

h. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan
dengan pengadaan melalui penyedia.

i. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan

Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan

kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan

spesifikasi teknis/KAK.

PPK menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan
dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK
melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana
Swakelola. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil

negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola;
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b. PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan
Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola. Kontrak Swakelola
paling kurang berisi:

1) para pihak;

2) Barang/Jasa yang akan dihasilkan;

3) nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh
kebutuhan Barang/Jasa pendukung Swakelola;

4) jangka waktu pelaksanaan; dan

5) hak dan kewajiban para pihak.

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe IV termasuk

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan oleh

Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika

Pengadaan Barang/Jasa.

7 Pelaksanaan

Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan
tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang
telah disepakati. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah
ditetapkan oleh PPK;

b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan
dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan;

c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan
material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja
(tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan;

e. menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari:
1) Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana

pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian
tugas, serta jadwal pelaksanaan;

2) Laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil
survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan
data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;

3) Laporan draf akhir (draft final report) yang memuat draf

hasil kegiatan;
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4)  Laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan;

5) Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi
fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan
rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi
kegiatan Swakelola; dan/atau

6) Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi,
pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya
disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.

f.  Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola dilarang
mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

g. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai
dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan.

h. Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola
1) Pimpinan Kelompok Masyarakat/tim pelaksana

menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan
pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan;

2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan
pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh
Tim Pengawas; dan

3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa
yang berbentuk aset) kepada PA/KPA.

4) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan
diserahterimakan.

5) Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola
akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka
proses serah terima sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

f1.3 Pengawasan
Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis,
dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil

pekerjaan yang meliputi:
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a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk
mengetahui realisasi fisik meliputi:
1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
3) pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi
Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan,
tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada
pimpinan Kelompok Masyarakat dan PPK, tim persiapan atau tim

pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

PENUTUP

Swakelola merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam
pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyelengaraannya sebagai wujud
mengoptimalkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan
juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, sehingga pedoman
swakelola ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa
pemerintah.

Diharapkan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Melalui Swakelola ini dapat menjadi pedoman bagi K/L/PD, Ormas, dan
Kelompok Masyarakat untuk menyelengarakan Swakelola.

Demikian petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya.
KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

jdih.lkpp.go.id


Benny
Typewritten text
ttd


-32-

LAMPIRAN II

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
BARANG/JASA

PENGADAAN
PEMERINTAH
NOMOR 8
TENTANG

TAHUN

PEDOMAN SWAKELOLA

PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

TIPE | TIPE Il

Penawaran Swakelola
kepada K/L/PD Lainnya

Tidak

Setuju?

Berhenti

Ya

Penetapan K/L/PD
Pelaksana Swakelola

Nota Kesepahaman

Proposal dan RAB

RENSTRA K/L/PD

RENJA K/L/PD

PROGRAM KEGIATAN

Identifikasi Kebutuhan
Barang/Jasa

Memenuhi Tujuan

Swakelola? Tidak
Ya
Perencanaan Pengadaan
Melalui Swakelola

TIPE 1l

Ormas yang

memenuhi

=1?

Ya Tidak
Penawaran Pemilihan
Swakelola Ormas

kepada Ormas (Sayembara)

Penetapan Hasil

e Pemilihan

Setuju?
Ya

Penetapan Ormas
Pelaksana Swakelola

Nota Kesepahaman

Proposal dan RAB

Perencanaan Pengadaan
Melalui Penyedia

TIPE IV

Usulan dari
Pokmas?

Ya Tidak

Penawaran Pokmas
Pengusul sebagai
Pelaksana Swakelola

Penetapan Pokmas
Pengusul sebagai
Pelaksana Swakelola

Setuju? Tidak Berhenti

Ya

Penetapan Pokmas
Pelaksana Swakelola

Nota Kesepahaman

Proposal dan RAB

Penyusunan Spesifikasi Teknis /Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Anggaran (Bahan Penyusunan RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah)

DIPA K/L/PD

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

jdih.lkpp.go.id


Benny
Typewritten text
ttd


- 33 -

LAMPIRAN III
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN SWAKELOLA

BENTUK NOTA KESEPAHAMAN SWAKELOLA

A. BENTUK NOTA KESEPAHAMAN SWAKELOLA TIPE II

Menteri/Kepala Lembaga/ Pimpinan Perangkat Daerah (Selaku penanggung

Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah lain (Selaku Pelaksana Swakelola)

Pada hariini __, tanggal  bertempat di __, yang bertanda-tangan di bawah

ini:

1.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2.

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

ANTARA

jawab anggaran)

dan

Nama

Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan
Perangkat Daerah

SK Jabatan No/tanggal (selaku PA/KPA)
NIP/NIK

Alamat Kantor

Nama

Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan
Perangkat Daerah

SK Jabatan No/tanggal

NIP/NIK
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Alamat Kantor
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini

menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD untuk tahun
anggaran ......... merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.

. PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi
dalam ........... dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan
barang/jasa melalui swakelola.

. PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan
PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.

. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama

pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja K/L/PD.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK
selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk
mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha
kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi,

keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka

PASAL 2
Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah

sebagai berikut :

PASAL 3
Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK
menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak
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pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe I
Kementerian/Lembaga/Dinas lain dari pihak kedua, yang memuat hak dan
kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung
jawab anggaran dan Ketua Tim  Pelaksana Swakelola Tipe 1I

Kementerian /Lembaga/Dinas lain dari pihak kedua.

PASAL 4
Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung

masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ...... (corenen )
bulan/tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani
dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh
PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat
(1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan
ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya

Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.
Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan
rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan

bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
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B. BENTUK NOTA KESEPAHAMAN SWAKELOLA TIPE III

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

ANTARA

Menteri/Kepala Lembaga/ Pimpinan Perangkat Daerah (Selaku penanggung
jawab anggaran)
dan

Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Selaku Pelaksana Swakelola)

Pada hari ini ___, tanggal _  bertempat di __, yang bertanda-tangan di
bawah ini :
1. Nama
Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan
Perangkat Daerah
SK Jabatan No/tanggal (selaku PA/KPA)
NIP/NIK
Alamat Kantor

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama
Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
SK (Penetapan Ormas) No/tanggal
NIK
Alamat Kantor

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini

menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD untuk tahun
anggaran ......... merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak
kedua.
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. PIHAK KEDUA adalah Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki
kompetensi dalam ........... dan sanggup untuk menerima,
melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.

. PIHAK PERTAMA  berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA
menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe III.

. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama

pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe III sesuai Rencana Kerja K/L/PD.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK
selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk
mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha
kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi,

keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka __

PASAL 2
Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini

adalah sebagai berikut :

PASAL 3
Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK
menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak
pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe III Organisasi
Kemasyarakatan dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban,
kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab
anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe III Organisasi

Kemasyarakatan dari pihak kedua.
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PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan nota kesepahaman ini akan ditanggung

masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ...... (conenen )
bulan/tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini
ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu
yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota
kesepahaman ini berakhir.

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat
(1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan
ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan
sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal

dan/atau berakhir.
Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan

rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan

bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
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BENTUK NOTA KESEPAHAMAN SWAKELOLA TIPE IV

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

ANTARA

Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Perangkat Daerah (Selaku penanggung
jawab anggaran)
dan

Penanggung jawab Kelompok Masyarakat (Selaku Pelaksana Swakelola)

Pada hari ini ___, tanggal___ bertempat di ___, yang bertanda-tangan di bawah
ini :
1. Nama
Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan
Perangkat Daerah
SK Jabatan No/tanggal (selaku PA/KPA)
NIP/NIK
Alamat Kantor

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama
Pimpinan Kelompok Masyarakat
SK (Penetapan Pokmas) No/tanggal
NIK
Alamat Kantor

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini

menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD untuk tahun
anggaran ......... merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.

. PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi

jdih.lkpp.go.id



- 40 -

dalam ........... dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan
barang/jasa melalui swakelola.

. PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan
PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe IV.

. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama

pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja K/L/PD.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK
selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk
mengadakan Nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha
kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi,

keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka ___

PASAL 2
Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah

sebagai berikut :

PASAL 3
Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK
menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang
dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran
dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok
Masyarakat dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan,
tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua

Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Masyarakat dari pihak kedua.

PASAL 4
Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung

masing-masing oleh PARA PIHAK.
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PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku wuntuk jangka waktu ...... (conenen )
bulan/tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani
dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh
PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat
(1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan
ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya

Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.
Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan
rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan

bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

..........................................................

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO
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LAMPIRAN IV

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN SWAKELOLA

BENTUK KONTRAK SWAKELOLA

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola

Pengadaan (nama Barang/Jasa)

Nomor:

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut

“Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di pada hari
tanggal __ bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi
dengan huruf] antara [nama Pejabat Pembuat Komitmen/, selaku

Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama
[nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen/, yang berkedudukan di
[alamat Pejabat Pembuat Komitmen/, berdasarkan Surat Keputusan

[pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No

[No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen],

selanjutnya disebut “PPK” dan

1. untuk Swakelola Tipe II, maka:

[nama ketua tim pelaksanal, _ yang berkedudukan di

[alamat], berdasarkan kartu identitas No. [NIK], berdasarkan Surat
Keputusan [pejabat yang menandatangani SK penetapan
sebagai ketua tim pelaksana] No [No. SK penetapan/,

selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola”
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2. untuk Swakelola Tipe III, maka:

[nama Pimpinan Ormas atau yang diberi kuasal, _ yang
berkedudukan di [alamat|, berdasarkan kartu identitas No.
[NIK], berdasarkan Surat Keputusan [Pimpinan

Organisasi Kemasyarakatan yang menandatangani SK penetapan sebagai

ketua tim pelaksana/ No [No. SK penetapan], selanjutnya

disebut ”Pelaksana Swakelola”
3. untuk Swakelola Tipe IV, maka:

[nama Pimpinan Kelompok Masyarakat|, _ yang berkedudukan di

[alamat|, berdasarkan kartu identitas No. [NIK],
berdasarkan Surat Keputusan [penetapan sebagai Pimpinan
Kelompok Masyarakat| No [No. SK penetapan/, selanjutnya

disebut ”Pelaksana Swakelola”

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang
sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang
terlampir dalam Kontrak ini;

(b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki
keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah
menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh

advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta

semua fakta dan kondisi yang terkait.
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MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini
bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah

adalah sebesar Rp ( rupiah)”;

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan
makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat
Perjanjian ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. pokok perjanjian;

c. proposal (apabila ada); atau

d. dokumen lain yang terkait.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan
jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan
dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka
3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan
dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Pelaksana Swakelola;

2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana

Swakelola;
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b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana
dari PPK wuntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak;

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;

4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak;

5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan
dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat
kegiatan Pelaksana Swakelola.

“Pembayaran dilakukan berdasarkan

(termin/bulanan/sekaligus, yang diatur sesuai dengan kesepakatan),

sebesar Rp dengan cara (transfer/tunai)”;

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.
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DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk

menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan

Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik

Indonesia.

Untuk dan atas nama

PPK

[tanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini untuk Pelaksana Swakelola

maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap]

[jabatan]

Untuk dan atas nama Pelaksana

Swakelola

[tanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini untuk satuan kerja PPK maka

rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap]

[jabatan]

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

jdih.lkpp.go.id



Benny
Typewritten text
ttd


Provinsi Kepulauan Riau

PERATURAN LEMBAGA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
KATALOG ELEKTRONIK




LXPP

embaga Kabipakan
~angadaan Barang/ Jaza Pemerindah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
KATALOG ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIUAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5)
dan Pasal 91 ayat (1) huruf s Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah diperlukan pengaturan tentang Katalog
Elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

tentang Katalog Elektronik;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 314);
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2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KATALOG
ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Barang/Jasa Standar atau dapat distandarkan adalah
barang/jasa yang memenuhi spesifikasi yang telah
ditetapkan sebagai acuan.

2. Competitive Catalogue adalah Katalog Elektronik
tertutup yang memuat data dan informasi yang
ditawarkan oleh Penyedia terkualifikasi dalam lingkup
pekerjaan  konstruksi  berupa komponen = dasar
konstruksi dan harga dasar dalam batasan harga
tertentu yang kemudian dikompetisikan secara otomatis
melalui sistem aplikasi yang dikembangkan oleh
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik
yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi
teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk
dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI),
produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan

informasi lainnya terkait barang/jasa.
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10.

11.

12.

Katalog Elektronik Nasional adalah Katalog Elektronik
yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Katalog Elektronik Sektoral adalah Katalog Elektronik
yang disusun dan dikelola oleh Kementerian/Lembaga.
Katalog Elektronik Lokal adalah Katalog Elektronik yang
disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat
keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut
Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang
ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penyedia.

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang
melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak
pemberi pekerjaan.

Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut K/L/PD adalah instansi/institusi
yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

Kontrak Katalog adalah perjanjian kerjasama antara
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP
dengan Penyedia untuk pencantuman Barang/Jasa
dalam Katalog Elektronik.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah
lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan
merumuskan  kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa

Pemerintah.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/
KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan
E-purchasing yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog
Elektronik yang selanjutnya disebut Penyedia adalah
Pelaku  Usaha yang menyediakan  barang/jasa
berdasarkan Kontrak Katalog.

Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di
luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen
atau distributor untuk melakukan penjualan barang
dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal
dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal
supplier.

Prinsipal produsen adalah perorangan atau badan usaha
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk
badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor
atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan
atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang
dimiliki/dikuasai.

Prinsipal supplier adalah perorangan atau badan usaha
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum
yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk
badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor
atau distributor tunggal sesuai dengan kewenangan yang

diberikan oleh prinsipal produsen.
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19. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang
melaksanakan kegiatan Kementerian |/ Lembaga
Pemerintah Non Kementerian serta memiliki kewenangan
dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

21. Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang
selanjutnya disebut SIKaP adalah aplikasi yang
merupakan sub sistem dari Sistem Pengadaan Secara
Elektronik yang digunakan untuk mengelola Informasi
Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang dikembangkan oleh

LKPP.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2
Ruang Lingkup pengaturan dari Peraturan Lembaga ini
meliputi:
1. pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan
pengawasan penyelenggaraan Katalog Elektronik; dan

2. penyelenggaraan sistem Katalog Elektronik;
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Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3
Peraturan Lembaga ini bertujuan untuk memberikan
pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan
Penyedia dalam melaksanakan pengembangan, pengelolaan,
pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Katalog

Elektronik.

BAB III
KATALOG ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Jenis Katalog Elektronik

Pasal 4
(1) Katalog Elektronik terdiri atas:
a. katalog elektronik nasional;
b. katalog elektronik sektoral; dan
c. katalog elektronik lokal.

(2) Katalog Elektronik Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, disusun dan dikelola oleh LKPP
dan berlaku secara nasional, meliputi:

a. barang;
b. pekerjaan konstruksi; dan/atau
c. jasalainnya.

(3) Katalog Elektronik Sektoral sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, disusun dan dikelola oleh
Kementerian /Lembaga, meliputi:

a. barang;
b. pekerjaan konstruksi; dan/atau

c. jasa lainnya.
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(4) Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, disusun dan dikelola oleh pemerintah
daerah, meliputi:

a. barang;
b. pekerjaan konstruksi;
1) umum; dan
2) umum melalui Competitive Catalogue; dan/atau

c. jasa lainnya.

Bagian Kedua
Pelaku

Pasal 5

Pelaku dalam sistem Katalog Elektronik terdiri atas:

a. Kepala LKPP/menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah;

b. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris Daerah;

c. Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan
Sistem Informasi LKPP;

d. Kepala UKPBJ;

e. Kelompok Kerja Pemilihan; dan

f.  Penyedia.

Paragraf 1
Kepala LKPP

Pasal 6
(1) Tugas dan kewenangan Kepala LKPP dalam sistem
Katalog Elektronik, meliputi:
a. pengembangan, pembinaan, dan pengawasan
Katalog Elektronik;
b. pengelolaan Katalog Elektronik Nasional, meliputi:
1) melakukan kajian terhadap barang/jasa

untuk:
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a) memperluas peran serta usaha kecil
dengan  mencantumkan = barang/jasa
produksi usaha kecil;

b) memperbanyak pencantuman produk
dalam negeri;

c) mendukung pelaksanaan penelitian dan
pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;

d) meningkatkan keikutsertaan industri
kreatif;

e) mendorong Pengadaan Berkelanjutan;

f) meningkatkan persaingan usaha dalam
Katalog Elektronik nasional; dan

g) meningkatkan jumlah produk dalam
Katalog Elektronik Nasional,

2) melakukan evaluasi terhadap barang/jasa yang
diusulkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah;

3) menetapkan pemenang untuk Katalog
Elektronik Nasional pada proses pemilihan
yang menggunakan metode Tender dengan
negosiasi/tanpa negosiasi dengan nilai Item
Barang/Jasa paling sedikit di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

4) melakukan Kontrak Katalog untuk Katalog
Elektronik Nasional dengan Penyedia;

5) memberikan dan/atau mencabut sanksi
kepada Penyedia dalam Katalog Elektronik
Nasional; dan/atau

6) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Kontrak Katalog Nasional.

pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan

Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik

Lokal, meliputi:
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1) memberikan persetujuan pengelolaan Katalog
Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik
Lokal;
2) memberikan pendampingan, monitoring dan
evaluasi atas pengelolaan Katalog Elektronik
Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal;
dan/atau
3) memberikan sanksi terhadap pengelola Katalog
Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik
Lokal,
d. penyelenggaraan  sistem = Katalog  Elektronik;
dan/atau
e. penyelenggaraan sistem E-Purchasing.
(2) Tugas dan kewenangan Kepala LKPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan sebagian
atau seluruhnya kepada Deputi Bidang Monitoring-

Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

Paragraf 2

Menteri/Pimpinan Lembaga

Pasal 7
(1) Tugas dan kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga
dalam sistem Katalog Elektronik sebagai Pengelola
Katalog Elektronik Sektoral, meliputi:
a. melakukan evaluasi/kajian terhadap:
1) barang/jasa untuk:

i.  memperluas peran serta usaha kecil
dengan mencantumkan = barang/jasa
produksi usaha kecil;

ii. memperbanyak pencantuman produk
dalam negeri;

iii. mendukung pelaksanaan penelitian dan

pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
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iv. meningkatkan  keikutsertaan industri
kreatif; dan

v. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

2) barang/jasa yang diusulkan Satuan Kerja;

3) kebutuhan barang/jasa yang belum diusulkan
oleh Satuan Kerja; dan

4) barang/jasa yang perlu ditingkatkan
persaingan usaha dalam katalog elektronik
sektoral;

b. menetapkan pemenang untuk Katalog Elektronik
Sektoral pada proses pemilihan yang menggunakan
metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi
dengan nilai Item Barang/Jasa paling sedikit di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

c. melakukan perikatan Kontrak Katalog untuk
Katalog Elektronik Sektoral dengan Penyedia;

d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Kontrak Katalog Sektoral; dan

e. memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada
Penyedia dalam Katalog Elektronik Sektoral,;

(3) Tugas dan kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
didelegasikan sebagian atau seluruhnya kepada
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Jenderal /Sekretaris
Utama atau pejabat dengan tingkat eselon yang sama,
atau satu tingkat dibawahnya yang mempunyai
kewenangan pengelolaan pengadaan barang/jasa dan
bertanggungjawab langsung kepada Menteri/Pimpinan

Lembaga.
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Paragraf 3
Kepala Daerah

Pasal 8
(1) Tugas dan kewenangan Kepala Daerah dalam sistem

Katalog Elektronik sebagai Pengelola Katalog Elektronik

Lokal, meliputi:

a. melakukan evaluasi/kajian terhadap:

1) barang/jasa untuk:

i.  memperluas peran serta usaha kecil
dengan mencantumkan  barang/jasa
produksi usaha kecil;

ii. memperbanyak pencantuman produk
dalam negeri;

iii. mendukung pelaksanaan penelitian dan
pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;

iv. meningkatkan keikutsertaan industri
kreatif; dan

v. mendorong Pengadaan Berkelanjutan;

2) barang/jasa yang diusulkan Perangkat

Daerah;

3) kebutuhan barang/jasa yang belum diusulkan
oleh Perangkat Daerah; dan

4) barang/jasa yang perlu ditingkatkan
persaingan usaha dalam katalog elektronik
lokal;

b. menetapkan pemenang untuk Katalog Elektronik
Lokal pada proses pemilihan yang menggunakan
metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi
dengan nilai Item Barang/Jasa paling sedikit
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

c. melakukan perikatan Kontrak Katalog untuk
Katalog Elektronik Lokal dengan Penyedia;

d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan Kontrak Katalog Lokal;
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e. Menetapkan batasan (koridor) harga atas dan/atau
bawah komponen dasar konstruksi pada sistem
Competitive Catalogue; dan

f.  memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada
Penyedia dalam Katalog Elektronik Lokal.

(2) Tugas dan kewenangan Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan sebagian
atau seluruhnya kepada Sekretaris Daerah atau pejabat
satu tingkat dibawahnya yang mempunyai kewenangan
pengelolaan pengadaan barang/jasa dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Paragraf 4
Sekretaris Kementerian /Sekretaris Jenderal/

Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah

Pasal 9
Tugas dan kewenangan Sekretaris Kementerian/Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah dalam sistem
Katalog Elektronik mengajukan surat usulan pencantuman

barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Nasional;

Paragraf 5
Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem

Informasi LKPP

Pasal 10
(1) Tugas dan kewenangan Deputi Bidang Monitoring,
Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP
dalam sistem Katalog Elektronik Nasional, meliputi:
a. membentuk Kelompok Kerja Pemilihan; dan
melakukan reviu terhadap hasil pemilihan yang
dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan dalam

Katalog Elektronik Nasional,
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(2) Dalam melaksanakan Tugas dan Kewenangan Deputi
Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dapat dibentuk tim.

Paragraf 6
Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Pasal 11
(1) Tugas dan kewenangan Kepala UKPBJ dalam sistem

Katalog Elektronik, meliputi:

a. membentuk Kelompok Kerja Pemilihan;

b. melakukan reviu terhadap hasil pemilihan yang
dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan dalam
Katalog Elektronik Sektoral/Katalog Elektronik
Lokal,;

c. menayangkan daftar, merek, jenis, spesifikasi
teknis, harga dan jumlah ketersediaan pada Katalog
Elektronik melalui aplikasi yang dikembangkan
oleh LKPP pada https://e-katalog.lkpp.go.id,

d. menyelenggarakan kesekretariatan pengelolaan
Katalog Elektronik Sektoral atau Katalog Elektronik
Lokal;

e. mengusulkan pengenaan sanksi terhadap
pelanggaran pelaksanaan Kontrak Katalog; dan

f.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

(2) Dalam melaksanakan Tugas dan Kewenangan Kepala

UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b)

dan huruf (c) dapat membentuk suatu tim.
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Paragraf 6

Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 12
(1) Kelompok Kerja Pemilihan terdiri dari:

a) anggota UKPBJ dan/atau pegawai Aparatur Sipil
Negara (ASN)/Tentara Nasional Indonesia/
Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia; atau

b) agen pengadaan.

(2) Kelompok Kerja Pemilihan memiliki tugas dan
kewenangan sebagai berikut:

a. menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
mengumumkan pelaksanaan pemilihan;

c. memberikan penjelasan sesuai dengan metode
pemilihan yang digunakan;

d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau
harga sesuai dengan metode pemilihan yang
digunakan;

e. melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan
metode pemilihan yang digunakan;

f.  melakukan pembuktian kualifikasi;

g. melakukan negosiasi sesuai dengan metode
pemilihan yang digunakan;

h. membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi,
Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan

metode pemilihan yang digunakan;

i.  membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
j-  menetapkan pemenang/Penyedia untuk:
1) proses pemilihan yang menggunakan

metode Tender dengan  negosiasi/tanpa
negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai
dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar

rupiah); dan
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2) proses pemilihan yang menggunakan
metode Negosiasi;

k. menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada
saat proses pemilihan;

L. menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang
Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi LKPP/Kepala UKPBJ;

m. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia
kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog pada
Katalog Elektronik Nasional atau Kepala UKPBJ
Kementerian/Lembaga/Pemerintah = Daerah yang
bersangkutan pada Katalog Elektronik
Sektoral/Lokal; dan/atau

n. mengusulkan pengenaan sanksi dalam proses
pemilihan  apabila terjadi pelanggaran yang
dilakukan oleh peserta pemilihan.

(3) Kelompok Kerja Pemilihan berjumlah gasal, paling
sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan
kompleksitas pekerjaan.

(4) Kelompok Kerja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim
Teknis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Monitoring-
Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi pada
Katalog Elektronik Nasional atau Kepala UKPBJ
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang

bersangkutan pada Katalog Elektronik Sektoral/Lokal.

Paragraf 7
Penyedia

Pasal 13
Persyaratan Penyedia dalam Katalog Elektronik terdiri atas:
a. memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang
diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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memiliki ijin terkait produksi dan/atau perdagangan

barang atau pelaksanaan jasa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;

tidak sedang dikenakan sanksi penurunan pencantuman

dari katalog elektronik;

memiliki keterangan asal barang/jasa yang jelas serta

dapat dipertanggungjawabkan;

dalam hal Penyedia Katalog Elektronik berbentuk Badan

Usaha/perorangan maka Penyedia merupakan Prinsipal

Produsen atau mata rantai pasok terdekat dari Prinsipal

Produsen; dan

khusus untuk Penyedia Competitive Catalogue selain

harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam

huruf a sampai dengan huruf e, juga harus memenuhi
syarat sebagai berikut:

1) memiliki alamat tetap/domisili jelas atau kantor
cabang di daerah dimana sistem Competitve
Catalogue digunakan;

2) memiliki atau menguasai peralatan utama; dan

3) memiliki tenaga tetap untuk tenaga ahli dan tenaga

terampil.

BAB IV
KATALOG ELEKTRONIK NASIONAL

Bagian Kesatu

Kriteria Barang/Jasa Katalog Elektronik Nasional

Pasal 14

Kriteria barang/jasa Katalog Elektronik Nasional meliputi:

a.

barang/jasa dibutuhkan oleh beberapa Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah;
barang/jasa standar atau dapat distandarkan; dan

kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.
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Bagian Kedua

Kajian dan Evaluasi Usulan Pencantuman Barang/Jasa

Pasal 15

(1) Pencantuman barang/jasa untuk Katalog Elektronik
dapat diproses berdasarkan hasil kajian yang dilakukan
oleh Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-
Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan/atau
berdasarkan hasil evaluasi wusulan dari Sekretaris
Kementerian/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/
Sekretaris Daerah pada Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah.

(2) Usulan dari Sekretaris Kementerian /Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditujukan
kepada Kepala LKPP Cq. Deputi Bidang Monitoring-
Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi dengan
dilengkapi:

a. jenis;

b. perkiraan waktu penggunaan;

c. referensi harga atau HPS;

d. informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar
negeri); dan

e. persyaratan Penyedia.

(3) Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi
dan Pengembangan Sistem Informasi melakukan evaluasi
terhadap kelayakan usulan barang/jasa sesuai dengan
kriteria barang/jasa Katalog Elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyatakan barang/jasa memenuhi kriteria,
Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem

Informasi menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan.
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(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyatakan barang/jasa tidak memenuhi
kriteria, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi mengirimkan surat

pemberitahuan kepada pihak pengusul.

Bagian Ketiga

Pemilihan Penyedia

Pasal 16

(1) Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Kelompok Kerja
Pemilihan dengan metode:

a. tender; atau
b. negosiasi.

(2) Metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara negosiasi atau
tanpa negosiasi.

(3) Metode pemilihan Penyedia melalui Tender dengan
negosiasi digunakan untuk mendapatkan lebih dari 1
(satu) pemenang untuk menjamin pemenuhan
kebutuhan barang/jasa.

(4) Metode pemilihan Penyedia melalui Negosiasi digunakan
untuk barang/jasa yang memiliki kriteria terdiri atas:

a. kebutuhan barang/jasa melebihi kemampuan dari
1 (satu) Penyedia;

b. spesifikasi teknis dan kualitas barang/jasa beragam;

c. barang/jasa yang harganya sudah dipublikasi
melalui media cetak dan elektronik;

d. penyedia tunggal; dan/atau

e. barang/jasa lain selain yang dimaksud dalam
huruf a sampai huruf d, berdasarkan penilaian
Kelompok Kerja Pemilihan bahwa pelaksanaan
pemilihan akan lebih efektif/efisien/mudah apabila

menggunakan metode Negosiasi.
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Pasal 17
Metode pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ditentukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan dengan tetap

memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan.

Pasal 18

(1) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan
Tender tanpa negosiasi mengacu pada tahapan proses
pemilihan yang diatur dalam Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Penyedia.

(2) Tahapan pemilihan Penyedia  dengan metode
pemilihan Tender dengan negosiasi mengacu pada
tahapan proses pemilihan yang diatur dalam Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Melalui Penyedia, dengan ketentuan bahwa sebelum
penetapan pemenang, Kelompok Kerja Pemilihan
melakukan negosiasi harga terhadap penyedia yang
memenuhi persyaratan.

(3) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan
Tender tanpa negosiasi atau dengan negosiasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak
diperlukan penerbitan Surat Penetapan Penyedia
Barang/Jasa.

(4) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan
Tender tanpa negosiasi atau dengan negosiasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ditambahkan tahapan:

a) setelah masa sanggah untuk barang/jasa lainya
atau sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi,
berupa penyampaian hasil pemilihan Penyedia
kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi untuk dilakukan

reviu; dan
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b) setelah penandatanganan kontrak katalog, berupa
pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog
Elektronik Nasional.

(5) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan

melalui Negosiasi adalah sebagai berikut:

a. pengumuman;
b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
c. pemasukan Dokumen Penawaran;

d. evaluasi Kualifikasi dan administrasi;

e. pembuktian Kualifikasi;

f.  pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi

Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian
Kualifikasi;

g. evaluasi dan klarifikasi teknis serta harga;

h. negosiasi Teknis dan Harga;

i.  pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi dan
Klarifikasi Teknis serta Negosiasi Teknis dan Harga;

j.-  pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;

k. penetapan Penyedia;

l.  penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada
Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi untuk dilakukan
reviu;
penandatanganan Kontrak Katalog; dan

n. pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog

Elektronik Nasional.

Bagian Keempat

Kontrak Katalog Nasional
Pasal 19

Berdasarkan hasil pemilihan Kepala LKPP menandatangani

Kontrak Katalog dengan ketentuan:
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a. hasil reviu oleh Deputi Bidang Monitoring- Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi menyatakan bahwa
pemilihan telah memenuhi prosedur dan layak
diteruskan dengan penandatanganan Kontrak Katalog;
dan

b. dalam hal hasil reviu menyatakan proses pemilihan tidak
memenuhi prosedur pemilihan sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Deputi Bidang
Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi memerintahkan kepada Kelompok Kerja
Pemilihan untuk melakukan pemilihan ulang, evaluasi
ulang, pemasukan penawaran ulang, atau pembatalan

pemilihan.

Bagian Kelima

Penayangan Katalog Elektronik Nasional

Pasal 20
(1) Berdasarkan Kontrak Katalog yang telah ditandatangani
oleh Kepala LKPP dengan Penyedia maka Direktur

Pengembangan Sistem Katalog menayangkan daftar,

merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah

ketersediaan pada Katalog Elektronik Nasional melalui
aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP pada https://e-
katalog.lkpp.go.id.

(2) Penayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. pemasukan daftar, merek, jenis, spesifikasi
teknis, harga dan jumlah ketersediaan tertentu
secara manual ke dalam aplikasi Katalog Elektronik;

b. penarikan/agregasi daftar, merek, jenis,
spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan
tertentu ke dalam aplikasi Katalog Elektronik; atau

c. pelekatan aplikasi Penyedia ke dalam aplikasi

Katalog Elektronik.
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BAB V
KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL

Bagian Kesatu

Kriteria Barang/Jasa Katalog Elektronik Sektoral

Pasal 21

Kriteria barang/jasa Katalog Elektronik Sektoral meliputi:

a.
b.

C.

(1)

(2)

barang/jasa dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga;
barang/Jasa standar atau dapat distandarkan; dan

kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.

Bagian Kedua

Kajian dan Evaluasi Usulan Pencantuman Barang/Jasa

Pasal 22
Pencantuman barang/jasa untuk Katalog Elektronik
dapat diproses berdasarkan hasil kajian yang dilakukan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga melalui Sekretaris
Kementerian/Sekretaris = Jenderal/Sekretaris  Utama
dan/atau berdasarkan hasil evaluasi usulan dari
pimpinan Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga.
Usulan dari Pimpinan Satuan Kerja di Kementerian/
Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Cq.
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama dengan dilengkapi:
a. jenis;
b. perkiraan waktu penggunaan;
c. referensi harga atau HPS;
d. informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar

negeri); dan

e. persyaratan Penyedia.
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(3) Menteri/Pimpinan Lembaga melalui Sekretaris
Kementerian/Sekretaris  Jenderal/Sekretaris  Utama
melakukan evaluasi terhadap kelayakan wusulan
barang/jasa sesuai dengan kriteria barang/jasa Katalog
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyatakan barang/jasa memenuhi kriteria,
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama memerintahkan Kepala UKPBJ untuk
menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan.

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyatakan barang/jasa tidak memenuhi
kriteria, Sekretaris Kementerian/Sekretaris Jenderal/
Sekretaris Utama mengirimkan surat pemberitahuan

kepada pihak pengusul.

Bagian Ketiga

Pemilihan Penyedia

Pasal 23

(1) Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Kelompok Kerja
Pemilihan dengan metode:

a. tender; atau
b. negosiasi.

(2) Metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara negosiasi atau tanpa
negosiasi.

(3) Metode pemilihan Penyedia melalui Tender dengan
negosiasi digunakan untuk mendapatkan lebih dari 1
(satu) pemenang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan
barang/jasa.

(4) Metode pemilihan Penyedia melalui Negosiasi digunakan

untuk barang/jasa yang memiliki kriteria terdiri atas:
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a. kebutuhan barang/jasa melebihi kemampuan dari
1 (satu) Penyedia;

b. spesifikasi teknis dan kualitas barang/jasa beragam;

c. barang/jasa yang harganya sudah dipublikasi
melalui media cetak dan elektronik;

d. penyedia tunggal; dan/atau

e. barang/jasa lain selain yang dimaksud dalam
huruf a sampai huruf d, berdasarkan penilaian
Kelompok Kerja Pemilihan bahwa pelaksanaan
pemilihan akan lebih efektif/efisien/mudah apabila

menggunakan metode Negosiasi.

Pasal 24
Metode pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ditentukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan dengan tetap

memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan.

Pasal 25

(1) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan
Tender tanpa negosiasi mengacu pada tahapan proses
pemilihan yang diatur dalam Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Penyedia.

(2) Tahapan pemilihan Penyedia  dengan metode
pemilihan Tender dengan negosiasi mengacu pada
tahapan proses pemilihan yang diatur dalam Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Melalui Penyedia, dengan ketentuan bahwa sebelum
penetapan pemenang, Kelompok Kerja Pemilihan
melakukan negosiasi harga terhadap penyedia yang

memenuhi persyaratan.
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(3) Tahapan pemilihan Penyedia  dengan metode
pemilihan Tender tanpa negosiasi atau dengan negosiasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak
diperlukan penerbitan Surat Penetapan Penyedia
Barang/Jasa.

(4) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan
Tender tanpa negosiasi atau dengan negosiasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ditambahkan tahapan:

a) setelah masa sanggah untuk barang/jasa lainya
atau sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi,
berupa penyampaian hasil pemilihan Penyedia
kepada Kepala UKPBJ untuk dilakukan reviu; dan

b) setelah penandatanganan kontrak katalog, berupa
pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog
Elektronik Sektoral.

(5) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan
melalui Negosiasi sebagai berikut:

a. pengumuman;

b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;

c. pemasukan Dokumen Penawaran;

d. evaluasi Kualifikasi dan administrasi;

e. pembuktian Kualifikasi;

f.  pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi
Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian
Kualifikasi;

g. evaluasi dan klarifikasi teknis serta harga;

h. negosiasi Teknis dan Harga;

i. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi dan
Klarifikasi Teknis serta Negosiasi Teknis dan Harga;

j-  pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;

k. penetapan Penyedia;

.  penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada

Kepala UKPBJ untuk dilakukan reviu;
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m. penyampaian hasil reviu dari Kepala UKPBJ kepada
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/
Sekretaris Utama;

n. penandatanganan Kontrak Katalog; dan

o. pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog

Elektronik Sektoral.

Bagian Keempat

Kontrak Katalog Sektoral

Pasal 26

Berdasarkan hasil pemilihan, Menteri/Pimpinan Lembaga

menandatangani Kontrak Katalog dengan ketentuan:

a. hasil reviu oleh Kepala UKPBJ menyatakan bahwa
pemilihan telah memenuhi prosedur dan layak
diteruskan dengan penandatanganan Kontrak Katalog;

b. hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah
disampaikan oleh  Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Kementerian/Sekretaris = Utama  kepada  Menteri/
Pimpinan Lembaga;

c. dalam hal hasil reviu menyatakan proses pemilihan tidak
memenuhi prosedur pemilihan sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 maka:

1) Kepala UKPBJ menyampaikan kepada Sekretaris
Jenderal /Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama;
dan

2) Kepala UKPBJ memerintahkan kepada Kelompok
Kerja Pemilihan untuk melakukan pemilihan ulang,
evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau

pembatalan pemilihan.
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Bagian Kelima

Penayangan Katalog Elektronik Sektoral

Pasal 27
(1) Berdasarkan Kontrak Katalog yang telah ditandatangani
oleh Menteri dengan Penyedia maka Kepala UKPBJ
menayangkan daftar barang/jasa beserta spesifikasi
teknis, harga, dan jumlah ketersediaan barang/jasa pada

Katalog Elektronik Sektoral melalui aplikasi yang

dikembangkan oleh LKPP pada https:// e-

katalog.lkpp.go.id.

(2) Penayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. pemasukan daftar, merek, jenis, spesifikasi
teknis, harga dan jumlah ketersediaan tertentu
secara manual ke dalam aplikasi Katalog Elektronik;

b. penarikan/agregasi daftar, merek, jenis,
spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan
tertentu ke dalam aplikasi Katalog Elektronik; atau

c. pelekatan aplikasi Penyedia ke dalam aplikasi

Katalog Elektronik.

BAB VI
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

Bagian Kesatu

Kriteria Barang/Jasa Katalog Elektronik Lokal

Pasal 28
Kriteria barang/jasa Katalog Elektronik Lokal meliputi:
a. barang/jasa dibutuhkan oleh Perangkat Daerah;
b. barang/jasa standar atau dapat distandarkan; dan

c. kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.
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Bagian Kedua

Kajian dan Evaluasi Usulan Pencantuman Barang/Jasa

Pasal 29

(1) Pencantuman barang/jasa untuk Katalog Elektronik
dapat diproses berdasarkan hasil kajian yang dilakukan
oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan/atau
berdasarkan hasil evaluasi usulan dari Kepala
Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.

(2) Usulan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada
Kepala Daerah Cq. Sekretaris Daerah dengan dilengkapi :
a. jenis;

b. perkiraan waktu penggunaan;

c. referensi harga atau HPS;

d. informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar
negeri); dan

e. persyaratan Penyedia.

(3) Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah melakukan
evaluasi terhadap kelayakan usulan barang/jasa sesuai
dengan  kriteria  barang/jasa Katalog Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyatakan barang/jasa memenuhi kriteria,
Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala UKPBJ untuk
menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan.

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyatakan barang/jasa tidak memenuhi
kriteria, = Sekretaris @ Daerah  mengirimkan  surat

pemberitahuan kepada pihak pengusul.
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Bagian Ketiga

Pemilihan Penyedia

Pasal 30

(1) Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Kelompok Kerja
Pemilihan dengan metode:

a. tender; atau

b. negosiasi.

(2) Metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara negosiasi atau tanpa
negosiasi.

(3) Selain metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) untuk metode Negosiasi dapat
dilakukan dengan prakualifikasi tanpa negosiasi
(Competitive Catalogue), dengan ketentuan:

a. penawaran harga dasar yang disampaikan oleh
Penyedia melalui aplikasi Competitive Catalogue
yang dikembangkan oleh LKPP merupakan harga
penawaran yang merupakan nilai harga diantara
harga batas atas dan batas bawah;

b. harga batas atas dan batas bawah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Kepala
Daerah; dan

c. data penawaran harga sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b terekam dalam database
Competitive Catalogue dan tidak terbuka.

(4) Metode pemilihan Penyedia Tender dengan negosiasi
digunakan untuk mendapatkan lebih dari 1 (satu)
pemenang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan
barang/jasa.

(5) Metode pemilihan Penyedia Negosiasi digunakan untuk
barang/jasa yang memiliki kriteria terdiri atas:

a. kebutuhan barang/jasa melebihi kemampuan dari 1

(satu) Penyedia;
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b. spesifikasi teknis dan kualitas barang/jasa beragam;

c. barang/jasa yang harganya sudah dipublikasi
melalui media cetak dan elektronik;

d. penyedia tunggal; dan/atau

e. barang/jasa selain yang dimaksud dalam huruf
a sampai huruf d, berdasarkan penilaian Kelompok
Kerja Pemilihan bahwa pelaksanaan pemilihan akan
lebih efektif/efisien/mudah apabila menggunakan

metode Negosiasi.

Pasal 31
Metode pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ditentukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan dengan tetap

memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan.

Pasal 32

(1) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan
Tender tanpa negosiasi mengacu pada tahapan proses
pemilihan yang diatur dalam Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Penyedia.

(2) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan
Tender dengan negosiasi mengacu pada tahapan
proses pemilihan yang diatur dalam Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Penyedia, dengan ketentuan sebelum penetapan
pemenang Kelompok Kerja Pemilihan melakukan
negosiasi harga terhadap penyedia yang memenuhi
persyaratan.

(3) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan
Tender tanpa atau dengan negosiasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak diperlukan

penerbitan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa.
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Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan

Tender tanpa atau dengan negosiasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditambahkan

tahapan:

a) setelah masa sanggah untuk barang/jasa lainya
atau sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi,
berupa penyampaian hasil pemilihan Penyedia
kepada Kepala UKPBJ untuk dilakukan reviu; dan

b) setelah penandatanganan kontrak katalog, berupa
pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog
Elektronik Lokal.

Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan

Negosiasi adalah sebagai berikut:

a. pengumuman;
b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
c. pemasukan Dokumen Penawaran;

d. evaluasi Kualifikasi dan administrasi;

e. pembuktian Kualifikasi;

f.  pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi
Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian
Kualifikasi;

g. evaluasi dan klarifikasi teknis serta harga;

h. negosiasi Teknis dan Harga;

i.  pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi dan
Klarifikasi teknis serta Negosiasi Teknis dan Harga;

j- pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;

k. penetapan Penyedia;

.  penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada
Kepala UKPBJ untuk dilakukan reviu;

m. penyampaian hasil reviu dari Kepala UKPBJ kepada
Sekretaris Daerah;

n. penandatanganan Kontrak Katalog; dan

o. pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog

Elektronik Lokal.
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(6) Tahapan pemilihan penyedia dengan Negosiasi melalui
metode prakualifikasi (Competitive Catalogue)
sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (3) sebagai berikut:
a. pengumuman;

b. pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pemilihan;

c. persetujuan disclaimer,

d. pemasukan Dokumen Kualifikasi;

e. pemasukan dokumen penawaran teknis, tenaga ahli,
tenaga terampil, alat utama dan bahan konstruksi;

f.  pemasukan harga tenaga ahli, tenaga terampil, alat
utama dan bahan konstruksi dalam batas koridor
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

g. evaluasi Dokumen Kualifikasi dan data teknis
tenaga ahli, tenaga terampil, alat utama dan bahan
konstruksi;

h. pembuktian Kualifikasi dan penawaran teknis,
tenaga ahli, tenaga terampil, alat utama dan bahan
konstruksi;

i. Kepala UKPBJ menolak/memberikan persetujuan
data tenaga ahli, tenaga terampil dan/atau alat
utama;

j-  pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi
Kualifikasi dan Teknis serta Pembuktian Kualifikasi
dan teknis;

k. penyampaian Berita  Acara Hasil Evaluasi
Kualifikasi dan Penawaran Teknis kepada Sekretaris
Daerah;

l.  penetapan Penyedia;

m. penandatanganan/persetujuan Kontrak Competitive
Catalogue secara online; dan

n. pencantuman Penyedia Jasa ke dalam Katalog

Elektronik;
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Bagian Keempat

Kontrak Katalog Daerah

Pasal 33

Berdasarkan hasil pemilihan, Kepala Daerah

menandatangani Kontrak Katalog dengan ketentuan:

a. hasil reviu oleh Kepala UKPBJ menyatakan bahwa
pemilihan telah memenuhi prosedur dan layak
diteruskan dengan penandatanganan Kontrak Katalog;

b. hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas
telah disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Kepala
Daerah;

c. dalam hal hasil reviu menyatakan proses pemilihan tidak
memenuhi prosedur pemilihan sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 maka:

1) Kepala UKPBJ menyampaikan kepada Sekretaris
Daerah; dan

2) Kepala UKPBJ memerintahkan kepada Kelompok
Kerja Pemilihan untuk melakukan pemilihan ulang,
evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau
pembatalan pemilihan;

d. Khusus kontrak Competitive Catalogue, Kontrak Katalog
berupa standar kontrak yang berisi Syarat-Syarat Umum
Kontrak (SSUK) yang harus disetujui dan dipenuhi oleh
Penyedia.
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Bagian Kelima

Penayangan Katalog Elektronik Lokal

Pasal 34
(1) Berdasarkan Kontrak Katalog yang telah ditandatangani
oleh Kepala Daerah dengan Penyedia maka Kepala

UKPBJ/Kepala Unit yang menangani Pengadaan

menayangkan daftar barang/jasa beserta spesifikasi

teknis, harga, dan jumlah ketersediaan barang/jasa pada

Katalog Elektronik Lokal melalui aplikasi yang

dikembangkan oleh LKPP pada

https://e-katalog.lkpp.go.id.
(2) Penayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. pemasukan daftar, merek, jenis, spesifikasi
teknis, harga dan jumlah ketersediaan tertentu
secara manual ke dalam aplikasi Katalog Elektronik;

b. penarikan/agregasi daftar, merek, jenis,
spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan
tertentu ke dalam aplikasi Katalog Elektronik;

c. pelekatan aplikasi Penyedia ke dalam aplikasi
Katalog Elektronik; atau

d. penayangan data penyedia barang/jasa untuk
Competitive Catalogue direkam dalam database

sistem Competitive Catalogue.

BAB VII
PERUBAHAN KONTRAK KATALOG

Pasal 35
(1) Usulan perubahan Kontrak Katalog diajukan oleh para
pihak yang menandatangani Kontrak Katalog.
(2) Pihak lain dapat mengusulkan perubahan Kontrak
Katalog melalui para pihak yang menandatangani

Kontrak Katalog.
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(3) Perubahan Kontrak Katalog dilakukan sesuai dengan
kesepakatan para pihak yang menandatangani Kontrak
Katalog meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a) masa berlaku Kontrak Katalog;

b) perubahan harga;

c) penggantian barang/jasa discontinued; dan/atau

d) perubahan yang bersifat administrasi, seperti:
pindah alamat kantor, pergantian pengurus,
pergantian korespondensi,

(4) Khusus untuk Competitive Catalogue, selain mengacu
pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3), terkait perubahan menyangkut
penambahan, pengurangan, atau penggantian
alat/tenaga  ahli/tenaga  terampil atau harga
satuan dasar, harus mengacu pada keputusan Kepala

Daerah/Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 36
(1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang
dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa :

a. menyampaikan dokumen atau keterangan
palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan
yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan
peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

c. terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme
(KKN) dalam pemilihan Penyedia;

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan; atau

e. mengundurkan diri atau tidak menandatangani

kontrak katalog.
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(2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan
sanksi dalam proses E-purchasing berupa tidak
memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog
elektronik atau surat pesanan.

(3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

b. sanksi Daftar Hitam;

c. sanksi penghentian sementara dalam sistem
transaksi E-purchasing; dan/atau

d. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari
katalog elektronik.

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud
pada:

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan
sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi
Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi
Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan
sanksi penghentian sementara dalam sistem
transaksi E-purchasing selama 6 (enam) bulan; atau

d. ayat (2) atas pelanggaran kontrak pada katalog
elektronik dikenakan sanksi penurunan
pencantuman Penyedia dari katalog elektronik
selama 1 (satu) tahun.

(5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat
Daerah  atas  usulan Pokja  Pemilihan/Pejabat

Pengadaan/Agen Pengadaan dan/atau PPK.
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BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 37
(1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kontrak
Katalog.

(2) Tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kontrak
Katalog ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang
Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem

Informasi LKPP.

Pasal 38

(1) LKPP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan  sistem = Katalog Elektronik dan
penyelenggaraan sistem E-Purchasing.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi melakukan pengawasan, pengendalian,
dan evaluasi terhadap:

a. kinerja Penyedia;

b. pelaksanaan proses pemilihan Penyedia dalam
rangka Katalog Elektronik;

c. pelaksanaan kontrak Katalog;

d. kewajaran harga yang tercantum di dalam
Katalog Elektronik, termasuk pemeriksaan terhadap
harga jual barang/jasa di dalam Katalog Elektronik
dengan harga jual barang/jasa yang ditawarkan oleh
Penyedia kepada pembeli non pemerintah; dan

e. pelaksanaan transaksi E-Purchasing.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan oleh LKPP sebagai
bahan analisa dalam memperbaiki dan/atau
mengembangkan sistem Katalog Elektronik dan/atau

sistem E-Purchasing.
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BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Katalog Elektronik Nasional sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (2), dapat digunakan oleh Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)/Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)/Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (PTN-BH) setelah mendapat persetujuan dari
Kepala LKPP.

(2) Katalog Elektronik Sektoral sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (3), dapat digunakan oleh
Kementerian/Lembaga lain, Perangkat Daerah, BUMN/
BUMD/BLU/BLUD/PTN-BH setelah mendapat
persetujuan dari Menteri/Pimpinan Lembaga pengelola
Katalog Elektronik Sektoral yang bersangkutan.

(3) Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (4), dapat digunakan oleh Pemerintah
Daerah lain, Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD/
BLU/BLUD/PTN-BH setelah mendapat persetujuan dari
Kepala Daerah pengelola Katalog Elektronik Lokal yang
bersangkutan.

(4) Dalam hal belum terbentuk UKPBJ, Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang
diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan
kewenangan Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11.

(5) LKPP dapat melakukan intergrasi data SIKaP, sistem
E-Purchasing, dan/atau E-Tendering untuk optimalisasi

Katalog Elektronik.
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BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

(1) Barang/Jasa yang telah diusulkan oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada LKPP
untuk dicantumkan pada Katalog Elektronik sebelum
berlakunya Peraturan Lembaga ini maka tetap
dilanjutkan prosesnya dengan berpedoman pada
Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Katalog Elektroik dan E-Purchasing.

(2) Proses pemilihan yang masih berlangsung pada saat
Peraturan Lembaga ini diberlakukan tetap dilanjutkan
prosesnya dengan berpedoman pada Peraturan Kepala
LKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektroik
dan E-Purchasing.

(3) Kontrak Katalog yang  ditandatangani sebelum
berlakunya Peraturan Lembaga ini, tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya masa berlaku Kontrak Katalog.

(4) Khusus untuk penyedia online shop yang kontrak katalog
masih berlaku, akan dipisahkan/dikeluarkan dari
Katalog Elektronik setelah perangkat pendukung
dinyatakan sudah tersedia.

(5) Dengan mempertimbangkan pemberian kesempatan yang
sama dan meningkatkan persaingan yang sehat diantara
penyedia online shop, LKPP dapat melakukan proses
pemilihan penyedia online shop sebelum pemisahan

penyedia online shop dari Katalog Elektronik.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1652) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 753),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Lembaga ini berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar  setiap  orang  mengetahuinva,  memerintahlkan
pengundangan Peraturan Lembaga ind dengan penempatatinya
dalam Berita Negara Repuhblik Indonesia.

DHtetapkan di Jalarta
pada tangzal 8 Juni 2018

EEFRALA LEMBAGA KEBLIAKAN
PENGADAAN BARANG /JASA
PEMERINTAT,

il

AGUS PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tangeal 8 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PEEATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK TNDONESIA,

tied

WIDODO EKATJAHJANA

BEEITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 7od

Salinan agsuai dengan aslinya
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